
a. bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib 

dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, dan bertanggung jawab guna 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai 

bagian dari pengelolaan keuangan daerah, 

diperlukan dan diselenggarakan sesuai kaidah 

pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan 

tujuan pembangunan daerah; 

c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, guna 

kelancaran dan ketertiban proses akun tansi dalam 

rangka mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 

transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur 

sistem akuntansi Pemerintah Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah; 

BUPATI PEMALANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

TENT ANG 

TAHUN 2024 NOMOR 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

BUPATI PEMALANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

Menimbang 

BUPATI PEMALANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR 52 TAHUN 2024 

TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEMALANG, 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib 

dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, dan bertanggung jawab guna 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 

b. bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai 

bagian dari pengelolaan keuangan daerah, 

diperlukan dan diselenggarakan sesuai kaidah 

pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan 

tujuan pembangunan daerah, 

c. bahwadengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, guna 

kelancaran dan ketertiban proses akuntansi dalam 

rangka mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 

transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur 

sistem akuntansi Pemerintah Daerah, 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah,
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan: 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
I 

Nomor 5165); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

2 

Menetapkan 

Mengingat Mengingat 

Menetapkan 

jt: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD 

yang melaksanakan satu atau be berapa kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

1. Daerah adalah Kabu paten Pemalang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bu pati adalah Bu pati Pemalang. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur Pemerintah Daerah 

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur 

Penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. 

6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran SKPD yang 

dipimpinnya. 

7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan barang milik daerah. 

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 

daerah. 

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi SKPD. 

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK­ 

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 

usaha keuangan pada SKPD. Pada SKPKD, PPK-SKPD 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 

SKPKD. 
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10. 

Li, 

12, 

Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

Bupati adalah Bupati Pemalang. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur Pemerintah Daerah 

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur 

Penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. 

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran SKPD yang 

dipimpinnya. 

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan barang milik daerah. 

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 

daerah. 

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi SKPD. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK- 

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 

usaha keuangan pada SKPD. Pada SKPKD, PPK-SKPD 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 

SKPKD. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD 

yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
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13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran 

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, 

serta penginterpretasian atas hasilnya. 

14. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

15. Sis tern Akun tansi Pemerin tahan Daerah yang 

selanjutnya 
I 

disingkat SAPD adalah rangkaian 

sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, 

dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi 

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 

keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah 

Kabu paten Pemalang. 

16. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS 

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait 

transaksi keuangan yang disusun secara sistematis 

se bagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan 

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

18. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening 

Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran 

Lebih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangku tan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. 

19. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran 

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh Pemerintah. 

20. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
I 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, — pengikhtisaran 

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, 

serta penginterpretasian atas hasilnya. 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang 

selanjutnya" disingkat SAPD adalah rangkaian 

sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, 

dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi 

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 

keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah 

Kabupaten Pemalang. 

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS 

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait 

transaksi keuangan yang disusun secara sistematis 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan 

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening 

Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran 

Lebih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran 

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh Pemerintah. 

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya.
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28. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara 

akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan 

keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 

seharusnya. 

29. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada 

akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti 

persediaan, 
1 

piutang, utang, dan yang lain yang 

berkaitan dengan adanya perbedaan waktu 

21. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah 

yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu 

dibayar kembali. 

22. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau 

potensi jasa dalam periode pelaporan yang 

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran 

atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

23. Pas Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau 

beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau 

transaksi yang bukan meru pakan operasi biasa, tidak 

diharapkan 'sering atau rutin terjadi, dan berada di 

luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 

24. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 

dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan / a tau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun 

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 

sejarah dan budaya. 

25. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh 

manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, 

manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya, sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

26. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa 

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan 

aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. 

27. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban 

Pemerintah. 
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#1. 

22. 

23. 

24. 

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/ Daerah 

yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu 

dibayar kembali. 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau 

potensi jasa dalam periode pelaporan yang 

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran 

atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau 

beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau 

transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak 

diharapkan 'sering atau rutin terjadi, dan berada di 

luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 

dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun 

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 

sejarah dan budaya. 

25. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh 

26. 

27. 

28. 

29. 

manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, 

manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya, sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa 

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan 

aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. 

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban 

Pemerintah. 

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara 

akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan 

keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 

seharusnya. 

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada 

akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti 

persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang 

berkaitan dengan adanya perbedaan waktu 
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pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi 

berjalan atau pada periode yang berjalan. 

30. Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayar. 

31. Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

32. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis Akuntansi 

yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan 

berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas 

dana berbasis akrual. 

33. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya 

disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan 

informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 

surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing­ 

masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 

satu periode. 

34. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 

selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL 

tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, 

SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 

35. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi 

posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

36. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 

pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, 

be ban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu 

entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan 

dengan periode sebelumnya. 

37. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas 

selama satu periode Akuntansi, dan saldo kas dan 

setara kas pada tanggal pelaporan. 
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30. 

3. 

32, 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi 

berjalan atau pada periode yang berjalan. 

Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayar. 

Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis Akuntansi 

yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan 

berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas 

dana berbasis akrual. 

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya 

disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan 

inforrnasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 

surplus/ defisit-LRA, dan pembiayaan, sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing- 

masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 

satu periode. 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 

selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL 

tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, 

SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir, 

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi 

posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 

pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, 

beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu 

entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan 

dengan periode sebelumnya. 

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas 

selama satu periode Akuntansi, dan saldo kas dan 

setara kas pada tanggal pelaporan.
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38. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya 

disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan 

informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri 

dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan 

ekuitas akhir. 

39. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 

disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan 

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau 

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 

LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. 

40. Pengakuan 1adalah proses penetapan terpenuhinya 

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa 

dalam catatan Akuntansi, sehingga akan menjadi 

bagian yang melengkapi unsur Aset, Kewajiban, 

Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, 

Pendapatan-LO dan Be ban, sebagaimana akan 

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan 

yang bersangku tan. 

41. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang 

un tuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam 

laporan keuangan. 

42. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang 

menyajikan secara lengkap informasi yang 

dibu tuhkan oleh pengguna. 

43. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

44. Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan 

pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh 

karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan 

pada entitas pelaporan. 

45. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang 

terdiri dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi atau 

entitas pelaporan yang menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 
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38. 

39. 

40. 

41, 

42. 

43. 

44. 

45. 

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya 

disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan 

informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri 

dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan 

ekuitas akhir. 

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 

disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan 

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau 

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 

LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. 

Pengakuan 'adalah proses penetapan terpenuhinya 

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa 

dalam catatan Akuntansi, sehingga akan menjadi 

bagian yang melengkapi unsur Aset, Kewajiban, 

Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, 

Pendapatan-LO dan Beban, sebagaimana akan 

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan 

yang bersangkutan. 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang 

untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam 

laporan keuangan. 

Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang 

menyajikan secara lengkap informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan 

pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh 

karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan 

pada entitas pelaporan. 

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang 

terdiri dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi atau 

entitas pelaporan yang menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

'!
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( 1) SAPD terdiri dari : 

a. Sistem Akuntansi SKPD; dan 

b. Sistem Akuntansi SKPKD. 

(2) Ketentuan mengenai SAPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang 

meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bu pati ini. 

BAB II 

SAPD 

Pasal 2 

46. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

4 7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang diperuntukkan bagi Desayang ditransfer melalui 

APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan, 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

48. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah yang 
I 

selanjutnya disingkat SP2H adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan 

mengesahkan pendapatan hibah BOS yang tidak 

melalui rekening kas umum daerah. 

49. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang 

selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh PA untuk mengajukan pencatatan 

dan pengesahan belanja BOS pada DPA SKPD yang 

penerimaan dan pengeluarannya tidak dilakukan 

melalui rekening kas umum daerah. 

50. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat 

SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD 

untuk mencatat dan mengesahkan belanja BOS yang 

tidak melalui rekening kas umum daerah. 

8 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

(1) 

(2) 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan, 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Surat Pengesahan Pendapatan Hibah yang 

selanjutnya disingkat SP2H adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan 

mengesahkan pendapatan hibah BOS yang tidak 

melalui rekening kas umum daerah. 

Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang 

selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh PA untuk mengajukan pencatatan 

dan pengesahan belanja BOS pada DPA SKPD yang 

penerimaan dan pengeluarannya tidak dilakukan 

melalui rekening kas umum daerah. 

Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat 

SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD 

untuk mencatat dan mengesahkan belanja BOS yang 

tidak melalui rekening kas umum daerah. 

BAB Ii 

SAPD 

Pasal 2 

SAPD terdiri dari : 

a. Sistem Akuntansi SKPD, dan 

b. Sistem Akuntansi SKPKD. 

Ketentuan mengenai SAPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.
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e. transfer; 

f. pembiayaan; 

g. investasi; 

h. kewajiban; 

i. koreksi dan penyesuaian; 

j. jurnal, buku besar dan neraca saldo; 

k. penyusunan laporan keuangan PPKD; dan 

1. penyusunan laporan keuangan konsolidasian 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

(1) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. teknik pencatatan; 

b. pengakuan dan Pengungkapan atas Pendapatan- 

LO; 

c. pendapatan LRA; 

d. beban dan belanja; 

e. kas dan setara kas; 

f. piutang; 

g. beban dibayar di muka; 

h. persediaan: 

i. aset tetap; 

j. aset lainnya; 

k. kewajiban; 

1. ekuitas; 

m. koreksi kesalahan; 

n. jurnal, buku besar dan neraca saldo; dan 

o. penyusunan laporan keuangan SKPD. 

(2) Sistem Akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. teknik pencatatan; 

b. pengakuan dan Pengungkapan atas Pendapatan­ 

LO; 

I 
c. pendapatan-LRA; 

d. beban dan belanja; 
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Pasal 3 

(1) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. 

b. 

n. 

Oo. 

teknik pencatatan, 

pengakuan dan Pengungkapan atas Pendapatan- 

LO: 

pendapatan LRA, 

beban dan belanja, 

kas dan setara kas, 

piutang, 

beban dibayar di muka, 

persediaan, 

aset tetap, 

aset lainnya, 

kewajiban, 

ekuitas, 

koreksi kesalahan, 

jurnal, buku besar dan neraca saldo, dan 

penyusunan laporan keuangan SKPD. 

Sistem Akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas: 

teknik pencatatan, 

pengakuan dan Pengungkapan atas Pendapatan- 

LO: 

pendapatan-LRA, 

beban dan belanja, 

transfer, 

pembiayaan, 

investasi, 

kewajiban, 

koreksi dan penyesuaian, 

jurnal, buku besar dan neraca saldo, 

k. penyusunan laporan keuangan PPKD, dan 

k penyusunan laporan keuangan konsolidasian 

Pemerintah Daerah. 
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  BAB III 

  KETENTUAN PENUTUP 

   

  Pasal 4 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pemalang. 

 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 27 Desember 2024 

BUPATI PEMALANG, 

ttd 

cap                                                                           

MANSUR HIDAYAT 

 

 

Diundangkan di Pemalang 
Pada tanggal 27 Desember 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

ttd 
cap 

HERIYANTO 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 52 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

SETDA KABUPATEN PEMALANG, 
 
 
# 
 
 
 

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. 
PEMBINA 

NIP. 197810292006041008 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pemalang. 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 27 Desember 2024 

BUPATI PEMALANG, 

ttd 

cap 

MANSUR HIDAYAT 

Diundangkan di Pemalang 
Pada tanggal 27 Desember 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 

ttd 

cap 
HERIYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 52 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEMALANG, 

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. 

PEMBINA 

NIP. 197810292006041008
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rekening (rincian objek); 

(3) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen 

pendapatan yang belum diterima pembayarannya; 

1) Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada 

SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, 

Bendahara Penerimaan SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan 

Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam 

melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai 

berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan 

Daerah berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid 

ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 

(2) melakukan postingjurnal transaksi/kejadian pendapatan LO 

dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing 
I 

a. Akuntansi Pendapatan SKPD 

I. SISTEM AKUNTANSI SKPD 

SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan 

dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 

sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan 

daerah. 

SAPD terdiri dari: 

1. Sistem Akuntansi SKPD; dan 

2. Sistem Akuntansi SKPKD; 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2024 NOMOR 

LAMPI RAN 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR 52TAHUN 2024 

TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan 

dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 

sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan 

daerah. 

SAPD terdiri dari: 

1. Sistem Akuntansi SKPD, dan 

2. Sistem Akuntansi SKPKD, 

I. SISTEM AKUNTANSI SKPD 

a. Akuntansi Pendapatan SKPD 

1) Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada 

SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, 

Bendahara Penerimaan SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran. 

aj Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan 

Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam 

melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai 

berikut: 

(1) mencatat transaksi/ kejadian pendapatan LO dan Pendapatan 

Daerah berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid 

ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca, 

(2) melakukan posting jurnal transaksi / kejadian pendapatan LO 

dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing 

rekening (rincian objek), 

(3) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen 

pendapatan yang belum diterima pembayarannya,
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(4) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen 

pendapatan yang penerimaan pembayarannya melewati 

periode diterbitkannya dokumen pendapatan; 

(5) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, 

Neraca dan CaLK. 

b) Bendahara Penerimaan SKPD mempunyai tugas sebagai berikut: 

( 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan 

ke dalam buku kas penerimaan; 

(2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari 

Pendapatan; dan 

(3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah 

setiap hari. 

c) Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut: 

(1) menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan 

pajak/retribusi daerah; dan 

(2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh 

Fungsi Akuntansi SKPD. 

2) Dokumen yang digunakan: 

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D); 

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D); 

c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD); 

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT); 

g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); 

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP); 

i) Surat Tanda Setoran (STS); 

j) Nota Kredit dari Bank; 

k) Surat Perjanjian; 

1) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan; 

m)Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau 

n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

. perundangan-undangan. 

3) Jurnal Standar 

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah: 
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(4) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen 

pendapatan yang penerimaan pembayarannya melewati 

periode diterbitkannya dokumen pendapatan, 

(5) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, 

Neraca dan CaLK. 

b) Bendahara Penerimaan SKPD mempunyai tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan 

ke dalam buku kas penerimaan, 

(2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari 

Pendapatan, dan 

(3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah 

setiap hari. 

c) Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut: 

(1) menandatangani/ mengesahkan dokumen surat ketetapan 

pajak/ retribusi daerah, dan 

(2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh 

Fungsi Akuntansi SKPD. 

2) Dokumen yang digunakan: 

a| Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), 

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D), 

c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), 

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), 

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), 

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT): 

g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)) 

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP), 

i) Surat Tanda Setoran (STS), 

j) Nota Kredit dari Bank, 

k) Surat Perjanjian, 

1) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan, 

m)Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, dan/atau 

n)Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

. perundangan-undangan. 

3) Jurnal Standar | 

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah : 
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I 

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat 

ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. 

Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta 

prinsip pengakuan pendapatan yang sering kali dilakukan 

secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai 

perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan 

penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan 

akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat 

diterimanya kas. 

(2) Tidak ada dokumen penetapan 

Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan 

seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem self 

assesment atau dokumen penetapan tidak diterima oleh 

fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi 

tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan 

pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas. 

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang 

dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan 

atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan 

manfaat. 

Penjelasan atas pencatatan akuntansi untuk pendapatan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan 

dengan Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA) 

(a) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran 

melalui Bendaliara Penerimaan, dan atas pembayaran 

tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. 

b) Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi 

pengakuan Pendapatan-LO yaitu: 

(1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan 

(2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas. 

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO 

bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas 

transaksi dengan pertimbangan: 

. ( 1) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cuku p tinggi 

a) Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan 

dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan 
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a) 

b) 
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Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan 

dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA), dan 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi 

pengakuan Pendapatan-LO yaitu : 

(1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dan 

(2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas. 

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO 

bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas 

transaksi dengan pertimbangan: 

. (1) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi 

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat 

ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. 

Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta 

prinsip pengakuan pendapatan yang sering kali dilakukan 

secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai 

perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan 

penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan 

akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat 

diterimanya kas. 

(2) Tidak ada dokumen penetapan 

Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan 

seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem self 

assesment atau dpkumen penetapan tidak diterima oleh 

fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi 

tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan 

pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas. 

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang 

dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan 

atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan 

manfaat. 

Penjelasan atas pencatatan akuntansi untuk pendapatan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan 

dengan Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA) 

(a) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran 

melalui Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran 

tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP.
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xxx 
Kas di Bendahara 

Penerimaan 
xxx 

xxx xxx XXX RKPPKD xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas 

Daerah, dicatat denganjurnal sebagai berikut: 

xxx xxx 

xxx 

Pendapatan-Lka 

XXX Perubahan SAL xxx xxx 

Jurnal LRA 

xxx Pendapatan-LO xxx 

xxx xxx 
Kas di Bendahara 

Penerimaan 
xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

(b) Apabila WP /WR/pihak ketiga lainnya melakukan 

pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan 

menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/WR/pihak 

ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk 

membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO, 

dan pengakuan Pendapatan-LRA. 

a) Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas 

diterima dengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. 

Pendapatan baik dengan metode offical assesment ataupun self 

assesment diperlakukan sama yaitu saat kas diterima. 

(1) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka 

dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD 

untuk membukukan penambahan kas di Bendahara 

Penerimaan. Berdasar TBP tersebut, Bendahara 

Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan 

penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS 

tersebut ditembuskan kepada PPK-SKPD untuk 

membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di 

Bendahara Penerimaan. 

14 14 

Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD 

untuk membukukan penambahan kas di Bendahara 

Penerimaan. Berdasar TBP tersebut, Bendahara 

Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan 

penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS 

tersebut  ditembuskan kepada PPK-SKPD untuk 

membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di 

Bendahara Penerimaan. 

(b) Apabila WP/WR/ pihak ketiga lainnya melakukan 

pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan 

menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/WR/ pihak 

ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk 

membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO, 

dan pengakuan Pendapatan-LRA. 

a) Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas 

diterima dengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. 

Pendapatan baik dengan metode offical assesment ataupun self 

assesment diperlakukan sama yaitu saat kas diterima. 

(1) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka 

dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

XXX XXX xxx Kas di Bendahara Xxx 

Penerimaan 

XXX Pendapatan-LO 
XXX 

Jurnal LRA 

XXX XXX XXX (Perubahan SAL XXX 

XXX Pendapatan-LRA 
XXX 

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas 

Daerah, dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

Nomor Kode 5 ee 1 Rea Heh 

: Bukti | Rekening | T | Urai "— 3 

XXX XXX XXX RK PPKD 

Kas di Bendahara 

Penerimaan 
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(1) Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan 

keuangan, atas dokumen pendapatan yang belum diterima 

pembayarannya 

b) Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui 

sebelum Penerimaan Kas 

( 1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan 

Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan 

membuat bukti memorial. Terhadap dokumen penetapan 

pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD 

mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai 

jurnal penyesuaian 

(2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan 

pendapatan yang Pendapatan-LO nya telah diakui di tah un 

sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan 

Pendapatan-LO. 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal 

proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak 

pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, 

maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum 

diterima. PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan 

pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku 

memorial. 

xxx xxx Pendapatan-Ll-A 

xxx xxx xxx XXX Perubahan SAL 

Jurnal LRA 

xxx xxx Pe ndapatan - LO 

xxx xxx xxx XXX RK PPKD 

(2) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah,maka 

dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

15 15 

(2) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah,maka 

dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX 

(Perubahan SAL 
Pendapatan-LRA XXX 

b) Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui 

sebelum Penerimaan Kas 

(1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan 

Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan 

membuat bukti memorial. Terhadap dokumen penetapan 

pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD 

mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai 

jurnal penyesuaian 

. (2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan 

pendapatan yang Pendapatan-LO nya telah diakui di tahun 

sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan 

Pendapatan-LO. 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal 

proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak 

pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, 

maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum 

diterima. PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan 

pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku 

memorial. 

(1) Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan 

keuangan, atas dokumen pendapatan yang belum diterima 

pembayarannya
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Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada 

saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima 

dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar 

telah menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan. 

xxx Pendapatan Diterima 

Dimuka 
xxx 

xxx xxx XXX Pendapatan-Lo xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan­ 

LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku 

memorial sebagai berikut: 

PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO 

yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku 

memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima 

namun barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh 

pemerintah daerah kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi 

hak pemda). Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah 

diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi 

hak pemerintah daerah dengan akun pasangannya Pendapatan 

. Diterima Dimuka. 

c) Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui 

setelah Penerimaan Kas 

)Q(X Pendapatan-Lo xxx xxx 
xxx 

xxx 
Piutang xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

(2) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen 

penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO 

nya tahun sebelumnya. 

XXX Pendapatan-LO xxx 
xxx XXX Piutang xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

16 16 

Jurnal LO atau Neraca 

Ba 

xxx | xxx XXX IPiutang XXX 

XXX Pendapatan-LO XXX 

(2) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen 

penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO 

nya tahun sebelumnya. 

Jurnal LO atau Neraca 

Nc In Ted 

XXX XXX XXX |Pendapatan-LO XXX 

XXX Piutang XXX 

c) Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui 

setelah Penerimaan Kas 

PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO 

yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku 

memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima 

namun barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh 

pemerintah daerah kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi 

hak pemda). Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah 

diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi 

hak pemerintah daerah dengan akun pasangannya Pendapatan 

. Diterima Dimuka. 

PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan- 

LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku 

memorial sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal | 

XXX Pendapatan-LO XXX 

Xx Pendapatan Diterima xx 

Dimuka 

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada 

saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima 

dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar 

telah menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan.
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f) apabila dilakukan pemeriksaan pajak daerah terdapat lebih 

bayar pajak daerah yang pengembaliannya dilakukan dengan 

restitusi maka berdasarkan SKPDLB dan SP2D, PPK SKPD akan 

menjurnal: 

xxx 

xxx 
Utang Kelebihan 

Pembayaran Pajak 

xxx 

xxx 

Pajak Daerah-LO 

xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca pada saat SPTPD periode berikutnya 

xxx 

xxx Pajak Daerah-LO 

xxx 

xxx 

Utang Kelebihan 

Pembayaran Pajak 

xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca pada saat SKPDLB 

e) Apabila dilakukan pemeriksaan pajak daerah terdapat lebih 

bayar pajak daerah yang pengembaliannya dilakukan dengan 

kompensasi maka berdasarkan SKPDLB dan SPTPD periode 

berikutnya, PPK SKPD akan menjurnal: 

xxx xxx 

xxx Piutang Pajak Daerah xxx 

xxx Pajak Daerah-LO xxx 

xxx' 
Piutang Denda Pajak 

xxx 
Dae rah 

xxx 
Pendapatan Denda 

xxx 
Pajak Daerah-LO 

xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

d) Apabila dilakukan pemeriksaan pajak daerah terdapat kurang 

bayar pajak daerah maka berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT, PPK 

SKPD akan menjurnal: 

xxx xxx 

xxx 
Pendapatan Diterima 

Dimuka 
xxx 

Pendapatan-LO 

xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

17 

Jurnal LO atau Neraca 

17 

1 Nomor “Kode. 1 Tn La 1 : Ti 5 Tn 

Tangani | rekenat Ban Da ka 

Xxx xxx xxx Pendapatan Diterima 

Dimuka XXX 

XXX Pendapatan-LO XXX 

d) Apabila dilakukan pemeriksaan pajak daerah terdapat kurang 

bayar pajak daerah maka berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT, PPK 

SKPD akan menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Lb Bukti | Rekening | Na V Debet i Kredit 

XXX XXX XXX Piutang Pajak Daerah XXX 

XXX Pajak Daerah-LO Xxx 

XXX XXX Xxx Piutang Denda Pajak 

Daerah 
XXX 

Pendapatan Denda 

258 Pajak Daerah-LO XXX 

e) Apabila dilakukan pemeriksaan pajak daerah terdapat lebih 

bayar pajak daerah yang pengembaliannya dilakukan dengan 

kompensasi maka berdasarkan SKPDLB dan SPTPD periode 

berikutnya, PPK SKPD akan menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca pada saat SKPDLB 

: Nomor 1. Kode Mn ea aa 1 : 

Tas Bukti | Rekening | — Uraian Debet | Kredit 

XXX XXX XXX (Pajak Daerah-LO XXX 

Utang Kelebihan 

iis 3 Pembayaran Pajak Ta 

Jurnal LO atau Neraca pada saat SPTPD periode berikutnya 

21 Nomor Kode "5 
Tanggal | Bukti IRekening| raan 7 Na Kredit 

Utang Kelebihan 

KK Pembayaran Pajak Sa 

XXX Pajak Daerah-LO XXX 

apabila dilakukan pemeriksaan pajak daerah terdapat lebih 

bayar pajak daerah yang pengembaliannya dilakukan dengan 

restitusi maka berdasarkan SKPDLB dan SP2D, PPK SKPD akan 

menjurnal:
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h) Bendahara Pengeluaran SKPD 

(1) mencatat dan mernbukukan semua pengeluaran beban dan 

belanja ke dalam buku kas umum SKPD. 

(2) membuat Laporan Pertanggungjawahan. 

2) Dokumen yang digunakan 

a) Dokumen yang digunakan untuk pencatatan Behan berdasarkan 

pada Bukti Pengeluaran, Berita Acara Serah Terima, Surat 

I 

(3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, 

N eraca, LPE, dan CaLK. 

1) Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja 

antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Bendahara 

Pengeluaran SKPD. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Dalam sistem akuntansi Behan dan Belanja, Penatausahaan 

Keuangan SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki 

tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal-LRA 

dan Buku Jurnal-LO dan Neraca. 

(2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban 

dan belanja ke dalam Buku Besar masing-masing rekening 

(rincian objek). 

b. Akuntansi Behan dan Belanja SKPD 

xxx RK PPKD xxx 

xxx xxx Utang Kelebihan 

Pernbayaran Pajak 
xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca pada saat terbit SP2D 

xxx 
Utang Kelebihan 

Pembayaran Pajak 
xxx 

xxx xxx XXX Pajak Daerah-LO xxx 

Jurnal LO atau Neraca pada saat SKPDLB 

18 18 

Jurnal LO atau Neraca pada saat SKPDLB 

0 Nomor | Kode Wa 

- Tae Bukti | Rekening | Ma ne as 

XXX XXX XXX Pajak Daerah-LO XXX 

Utang Kelebihan 

na Pembayaran Pajak Te 

Jurnal LO atau Neraca pada saat terbit SP2D 

"Nomor | Kode Ne Pn Ga 
Tanggal “Bukti Rek aning Tn na Dea Kredit 

, Utang Kelebihan 

ii me Saka Pembayaran Pajak 2g 

XXX RK PPKD XXX 

b. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD 

1) Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja 

antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Bendahara 

Pengeluaran SKPD. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, Penatausahaan 

Keuangan SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki 

tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/ kejadian beban dan belanja berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku J urnal-LRA 

dan Buku Jurnal-LO dan Neraca. 

(2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian beban 

dan belanja ke dalam Buku Besar masing-masing rekening 

(rincian objek). 

(3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, 

Neraca, LPE, dan CaLK. 

b) Bendahara Pengeluaran SKPD 

(1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan 

belanja ke dalam buku kas umum SKPD. 

(2) membuat Laporan Pertanggungjawaban. 

2) Dokumen yang digunakan 

a) Dokumen yang digunakan untuk pencatatan Beban berdasarkan 

pada Bukti Pengeluaran, Berita Acara Serah Terima, Surat
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xxx Utang Belanja Pegawai xxx 

xxx xxx xxx XXX Be ban Pegawai 

(2) Behan dan Belanja pegawai yang pernbayarannya melalui 

mekanisme LS dan' pembayarannya ditransfer ke Bendahara 

Pengeluaran untuk kemudian didistribusikan ke masing­ 

masing Pegawai, maka dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

- Pada saat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) 

terbit 

Jurnal LO dan Neraca 

xxx XXX RK PPKD 

xxx xxx xxx XXX Utang Belanja Pegawai 

- Pada saat Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D 

LS) terbit 

Jurnal LO dan Neraca 

xxx XXX Perubahan SAL 

xxx xxx xxx XXX Belanja Pegawai 

Jurnal LRA 

xxx XXX Utang Belanja Pegawai 

XXX Be ban Pegawai XXX xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Ketetapan Kepala Daerah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan 

Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

b] Dokumen yang digunakan untuk pencatatan belanja berdasarkan 

. SP2D atau Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan. 
I 

3) J urnal Standar 

a) Behan dan Belanja Pegawai 

(1) Behan dan Belanja pegawai yang pemhayarannya melalui 

mekanisme langsung (LS) dan langsung ditransfer ke rekening 

pegawai, maka dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

- Pada saat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) 

terbit 

19 19 

Ketetapan Kepala Daerah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan 

Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

b) Dokumen yang digunakan untuk pencatatan belanja berdasarkan 

| SP2D atau Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

3) Jurnal Standar | 

a) Beban dan Belanja Pegawai 

(1) Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui 

mekanisme langsung (LS) dan langsung ditran sfer ke rekening 

pegawai, maka dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

” Pada saat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) 

terbit 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal | Bukti IRekening| La Ba 2 Hana 

XXX XXX XXX Beban Pegawai XXX 

XXX Utang Belanja Pegawai XXK 

Jurnal LRA 

Temat sa Irama ee pn 
XXX XXX XXX (Belanja Pegawai XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

- Pada saat Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D 

LS) terbit 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Bukti |Rekening| aa Ta me La 

XXX XXX XXX |Utang Belanja Pegawai XKK 

XXX RK PPKD XXX 

(2) Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui 

| mekanisme LS dan pembayarannya ditransfer ke Bendahara 

Pengeluaran untuk kemudian didistribusikan ke masing- 

masing Pegawai, maka dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

- Pada saat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) 

terbit 

Jurnal LO dan Neraca 

aa 
ne 

ma esa aa en 
XXX XXX XXX Beban Pegawai xxx 

L 
XXX Utang Belanja Pegawai 

XXX 
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Perubahan SAL xxx 

XXX Belanja Pegawai xxx 

xxx 

xxx 

xxx xxx 

Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

XXX Utang Belanja Pegawai 

xxx 

Jurnal LRA 

xxx xxx xxx 

- Pada saat pembayaran oleh bendahara pengeluaran 

Jurnal LO dan Neraca 

Utang Belanja Pegawai xxx 

XXX Beban Pegawai 

xxx 

xxx xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

- Pada saat bukti pengeluaran atau SPJ terbit 

(3) Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui 

mekanisme Gan ti Uang/Tambah Uang (GU /TU) dan 

pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke 

masing-masing Pegawai, maka dibuat jurnal standar sebagai 

berikut: 

xxx xxx 

xxx Utang Belanja Pegawai xxx 

xxx Kas di Be ndahara xxx 
Pengeluaran 

xxx RK PPKD xxx 

xxx 
Kas di Be ndahara 

xxx 
Pengeluaran 

xxx xxx 

- Pada saat Surat 'Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D 

LS) terbit 

Jurnal LO dan Neraca 

xxx xxx Perubahan SAL 

xxx XXX Belanja Pegawai xxx xxx 

20 

Jurnal LRA 

20 

Jurnal LRA 

Ne ee Ne 
Tanggal) Bukti | Rekening) Ia Ten 

XXX XXX XXX (Belanja Pegawai XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

- Pada saat Surat 'Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D 

LS) terbit 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal | san — Uraian “| Debet | Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja Pegawai XXX 

xxx Kas di Bendahara xxx 

Pengeluaran 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX 

xxx Kas di Bendahara 

Pengeluaran | 

mekanisme Ganti 

(3) Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui 

Uang/Tambah Uang (GU/TU) dan 

pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke 

masing-masing Pegawai, maka dibuat jurnal standar sebagai 

berikut: 

. Pada saat bukti pengeluaran atau SPJ terbit 

Jurnal LO dan Neraca 

Nomor | Kode | “nk Ne aneh 

XXX XXX XXX (Beban Pegawai XXX 0 

XX Utang Belanja Pegawai XXX 

- Pada saat pembayaran oleh bendahara pengeluaran 

Jurnal LO dan Neraca 

sn : Nomor “Kode P 7 Te ne AR : 23an 515 Ta per "an Tr 

Tangga gal Bukti | Rekening | ea Ti Le Kredit 

XXX XXX XXX |Utang Belanja Pegawai XXK 

xxx Kas di Bendahara xxx 

Pengeluaran 

Jurnal LRA 

ia | Nomor | Kode Se Rp SN ka aa! 

Tanggal Sokti | Rekening Uraian Debet | Kredit 

XXX XXX XXX (Belanja Pegawai XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 
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xxx 

xxx xxx xxx 
Utang Belanja Barang dan 

Jasa 

xxx 

xxx 

RK PPKD 

J urnal LO dan N eraca 

- Pada saat pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah 

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) maka dibuat jurnal 

standar sebagai berikut: 

xxx 

xxx xxx XXX Belanja Barang dan Jasa 

xxx 

xxx 

Perubahan SAL 

Jurnal LRA 

xxx 

xxx xxx xxx Be ban Barang dan Jasa 

xxx 

xxx 

Utang Belanja Barang 

dan Jasa 

Jurnal LO dan Neraca 

b] Behan dan Belanja Barang dan Jasa 

Pernbelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui 

mekanisme langsung (LS) ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan 

yaitu Pendekatan Behan dan Pendekatan Aset. 

(1) Pendekatan Behan 

Pendekatan Behan akan diakui jika pembelian Barang dan 

Jasa dimana Barang dan jasa tersebut akan 

digunakan/ dikonsumsi segera. 

- Pada diterimanya Berita Acara Serah Terima Barang/Bukti 

Pengeluaran maka dibuat jurnal standar sebagai berikut: 
I 

xxx 

xxx xxx 

xxx 

xxx xxx 

RK PPKD 

Kas di Be ndahara 

Pengeluaran 

- Pada saat Surat Perintah Pencairan Dana Ganti 

Uang/Tamhah Uang (SP2D GU /TU) terbit 

J urnal LO dan Neraca 

21 

Pada 

21 

saat Surat Perintah Pencairan 

Uang/Tambah Uang (SP2D GU/TU) terbit 

Dana Ganti 

Jurnal LO dan Neraca 

en ee 5 

xxx xxx xxx Kas di Bendahara xxx 

Pengeluaran 

XXX RK PPKD XXX 

b) Beban dan Belanja Barang dan Jasa 

Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui 

mekanisme langsung (LS) ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan 

yaitu Pendekatan Beban dan Pendekatan Aset. 

(1) Pendekatan Beban 

Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang dan 

Jasa dimana Barang dan jasa 

digunakan / dikonsumsi segera. 

tersebut akan 

- Pada diterimanya Berita Acara Serah Terima Barang /Bukti 

Pengeluaran maka dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal | Bukti | Rekening | aa Ga Dea H5 

XXX XXX XXX Beban Barang dan Jasa XXX 

xxx Utang Belanja Barang xxx 

dan Jasa 

Jurnal LRA 

Tanggal “ Bukti | Rekening mp : enter Aa 

KXK XXX XXX Belanja Barang dan Jasa XXX 

XXX | Perubahan SAL XXX 

- Pada saat pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah 

standar sebagai berikut: 

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) maka dibuat jurnal 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Bukti | Rekening Uraian 2 Debet | Kredit 

xxx xxx xxx Utang Belanja Barang dan xx 

Jasa 

XXX RK PPKD XXX | 
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xxx XXX Perubahan SAL 

xxx xxx xxx XXX Belanja Barang dan Jasa 

Jurnal LRA 

xxx xxx Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

xxx xxx xxx xxx Be ran Barang dan J asa 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SPJ TU 

xxx RK PPKD xxx 

xxx xxx xxx xxx Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SP2D TU 

- Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan 

Dana Tambah Uang (SP2D TU) maka dibuat jurnal standar 

sebagai berikut: 

xxx xxx RKPPKD 

xxx xxx xxx xxx Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

Jurnal LO dan Neraca pada saat SP2D GU 

xxx XXX Perubahan SAL 

xxx xxx xxx XXX Belanja Barang dan Jasa 

Jurnal LRA pada saat SPJ 

xxx xxx Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

xxx xxx xxx ,XXX Be ban Barang dan Jasa 

- Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan 

Dana Ganti Uang (SP2D GU) maka dibuat jurnal standar 

sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca pada saat SPJ 

22 22 

- Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan 

Dana Ganti Uang (SP2D GU) maka dibuat jurnal standar 

sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca pada saat SPJ 

| anggal Nomor 

MEA 
| Kode Ke 1 1 

Rekening | Ig 
1 beber | Kreait 

XXX XXX XXX Beban Barang dan Jasa 

XXX 
Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

Jurnal LRA pada saat SPJ 

Tanggai 
Nomor |. Kode 

XXX XXX XXX Belanja Barang dan Jasa 

XXX Perubahan SAL 

Jurnal LO dan Neraca pada saat SP2D GU 

Temor | 

XXX XXX 
| Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

RK PPKD XXX 

- Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan 

Dana Tambah Uang (SP2D TU) maka dibuat jurnal standar 

sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SP2D TU 

Bukti 
Nomor | Kode 

Rekening 2: 
(| Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

XXX RK PPKD 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SPJ TU 

. Nomor 

“ Bukti (Rekening | 
Uraian . Kredit 

XXX Beban Barang dan Jasa 

Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

Dee Kredit 

Belanja Barang dan Jasa 

Perubahan SAL 
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RK PPKD xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx 

Utang Belanja Barang dan 

Jasa 

Jurnal LO dan Neraca 

- Pada saat pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah 

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) maka dibuat jurnal 

standar sebagai berikut: 

xxx Perubahan SAL xxx 

xxx xxx xxx XXX Belanja Barang dan Jasa 

Jurnal LRA 

xxx xxx Utang Belanja Barang 

danJasa 

xxx xxx Persediaan xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

(2) Pendekatan Aset 

Pendekatan Aset akan diakuijika pembelian Barang dan Jasa 

dimana Barang dan J asa terse but akan 

digunakan/ dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau untuk 

berjaga jaga. 

- Pada diterimanya Berita Acara Serah Terima Barang maka 

dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

xxx XXX Be ban Barang dan J asa 

XXX Persediaan XXX xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

- Pada akhir periode SKPD akan melakukan Penghitungan 

fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli 

dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock opname 

makajurnal standar: 

23 23 

- Pada akhir periode SKPD akan melakukan Penghitungan 

fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli 

dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock opname 

maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tenggat | Nomor | NO Ul Uraian | Debet | Kredit 

XXX XXX XXX Persediaan XXX 

XXX Beban Barang dan Jasa XXX 

(2) Pendekatan Aset 

Pendekatan Aset akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa 

dimana Barang dan Jasa tersebut akan 

digunakan /dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau untuk 

berjaga jaga. 

- Pada diterimanya Berita Acara Serah Terima Barang maka 

dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

XXX Xxx XXX” (Persediaan XXX 

2 ET... sma 
Jurnal LRA 

XXX XXX XXX (Belanja Barang dan Jasa XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

- Pada saat pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah 

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) maka dibuat jurnal 

standar sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal | Bukti | Rekening Ta Debet | Kredit 

xxx xxx xxx Utang Belanja Barang dan xxx 

Jasa 

| XXX RK PPKD XXX | 
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xxx 

xxx 
Kas di Be ndahara 

Pengeluaran 

XXX Beban Barang dan Jasa 

xxx 

xxx xxx 

xxx 

xxx 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SPJ TU 

RK PPKD 

Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

xxx 

xxx xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SP2D TU 

- Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan 

Dana Tambah Uang (SP2D TU) maka dibuat jurnal standar 

sebagai berikut: 

xxx 

xxx 

RK PPKD 

Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

xxx 

xxx xxx xxx 

xxx 

xxx 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SP2D GU 

XXX Perubahan SAL 

XXX Belanja Barang dan Jasa xxx xxx 

xxx 

xxx 
Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

Be ban Barang dan Jasa 

xxx 

xxx 

Jurnal LRA 

xxx xxx 

J urnal LO dan N eraca Pada saat SPJ 

- Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan 

Dana Ganti Uang (SP2D GU) maka dibuat jurnal standar 

sebagai berikut: 

24 24 

- Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan 

Dana Ganti Uang (SP2D GU) maka dibuat jurnal standar 

sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SPJ 

| Nomor 
Bukti Rekening | 

aa Kredit 

XXX XXX XXX Beban Barang dan Jasa 

Kas di Bendahara 
XXX 

Pengeluaran 

Jurnal LRA 
PRE 

Nomor 

Bukti 
3 Uraian . Kredit 

XXX XXX Belanja Barang dan Jasa 

Perubahan SAL 

| Rekening 

XXX XXX XXX 
Pengeluaran 

XXX RK PPKD 

Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan 

Dana Tambah Uang (SP2D TU) maka dibuat jurnal standar 

sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SP2D TU 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening | | Uraian 5 Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

XXX RK PPKD 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SPJ TU 

Nomor | 
| Bukti 

Kode 
Rekening | 

| Kredit 

XXX XXX XXX Beban Barang dan Jasa 

XXX 
Kas di Bendahara 

Pengeluaran 25 | 
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xxx xxx Kas di Kas Daerah 

Utang Belanja Hibah xxx xxx xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan 

hibah dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 

Langsung dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak 

menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian 

tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan 

dalam jurnal standar: 

xxx xxx Utang Belanja Hibah 

xxx xxx xxx xxx Beban Hibah 

Jurnal LO dan Neraca 

c) Behan Hibah 

Pemerintah Daerah menerbitkan Keputusan Bupati tentang 

nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah/Dokumen yang dipersamakan 

tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat 

berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan 

melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

xxx XXX Persediaan 

xxx xxx xxx XXX Beban Barang dan Jasa 

I 

Jurnal LO dan Neraca 

- Pada setiap penggunaan persediaan atau terbitnya 

dokumen serah terima barang sesuai ketentuan yang 

berlaku maka dilakukan jurnal standar: 

xxx XXX Perubahan SAL 

xxx xxx xxx XXX Belanja Barang dan Jasa 

Jurnal LRA 

25 25 

Jurnal LRA 

mnasai | aan Imam 
XXX XXX XXX” (Belanja Barang dan Jasa XXX 

XXX Perubahan SAL XKK | 

- Pada setiap penggunaan persediaan atau terbitnya 

dokumen serah terima barang sesuai ketentuan yang 

berlaku maka dilakukan jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tangga | Mer | AN al Uratm | Dotet | Kreae 
XXX XXX XXX. Beban Barang dan Jasa XXX 

XXX Persediaan XXX 

c) Beban Hibah 

Pemerintah Daerah menerbitkan Keputusan Bupati tentang 

nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah/ Dokumen yang dipersamakan 

tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat 

berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan 

melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca | 

at | Bukti | Rekeningl Uraian 1 Debet | Kredit 

XXX |) XXX XXX 1Beban Hibah XXX 

XXX Utang Belanja Hibah XXX 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan 

hibah dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 

Langsung dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak 

menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian 

tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan 

dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

et Noraon Kode | "5 Tea Maen Ae 
Tanggal | Bukti (Rekening Ta Tn "7. | Kredit 

XXX XXX XXX |Utang Belanja Hibah XXX 

XXK Kas di Kas Daerah XXX 
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xxx 

xxx 
I 

xxx x:xx 
Utang Belanja Bantuan 

Sosial 

xxx 

xxx 

Kas di Kas Daerah 

Jurnal LRA 

xxx 
xxx xxx x:xx XXX Belanja Bantuan Sosial 

XXX Perubahan SAL 

Jurnal LO dan N eraca 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan 

sosial dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 

· Langsung dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak 

menerima bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan 

kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

xxx 

xxx xxx x:xx Beban Bantuan Sosial 

xxx 

xxx 
Utang Belanja Bantuan 

Sosial 

Jurnal LO dan N eraca 

d) Behan Bantuan Sosial 

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta 

menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial 

dengan penerima bantuan sosial. Berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Daerah dan surat perjanjian pemberian bantuan sosial 

maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal 

standar: 

x:xx xxx 
xxx xxx xxx Belanj a Hi bah xxx 

Perubahan SAL 

Jurnal LRA 

26 26 

Jurnal LRA 

Pn Te 
Tanggal | Oa Tn Pen | sea 

XXX XXX XXX Belanja Hibah XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

d) Beban Bantuan Sosial 

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang seria 

menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial 

dengan penerima bantuan sosial. Berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Daerah dan surat perjanjian pemberian bantuan sosial 

maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal 

standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tensi Dag eat ST 
XXX XXK XXX Beban Bantuan Sosial XXX 

xxx Utang Belanja Bantuan xxx 

Sosial 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan 

sosial dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 

" Langsung dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak 

menerima bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan 

kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

CU. Nomor | Kode | Tn AS 

Ma aa aa 
XXX XXX XXX  |Belanja Bantuan Sosial XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

Jurnal LRA 

| Nomor | Kode 

Jen an em Te 
Utang Belanja Bantuan 

| ISosial 

XXX Kas di Kas Daerah XXX 

XXX XXX XXX 
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xxx 

xxx 

- Pada saat pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah 

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan uang muka dan 

dengan laporan kemajuan pekerjaan, maka dibuat jurnal 

standar sebagai berikut: 

XXX Utang Belanja Modal 

xxx xxx XXX Aset Te tap/ Aset Lainnya xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

- Pada diterimanya Serita Acara Serah Terima Barang atau 

Dokumen yang dipersamakan dan pembayaran dilakukan 

sekaligus tanpa cicilan dan uang muka, maka dibuat jurnal 

standar sebagai berikut: 

xxx Utang Belanja Modal 

xxx XXX KDP xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

- Pada diterimanya Laporan kemajuan pekerjaan atau Dokumen 

yang dipersamakan dan pembayaran dilakukan sesuai 

kemajuan pekerjaan tersebut, maka dibuat jurnal standar 

se bagai beriku t: 

xxx xxx Perubahan SAL 

xxx xxx xxx XXX Belanja Modal 

Jurnal LRA 

XXX RK PPKD xxx 
xxx xxx xxx XXX Uang Muka 

Jurnal LO dan N eraca 

e) Belanja Modal 

- Pada saat diterbitkannya SP2D atas permohonan pembayaran 

uang muka, maka dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

27 

e) Belanja Modal 

27 

- Pada saat diterbitkannya SP2D atas permohonan pembayaran 

uang muka, maka dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

ee Pa 
Teneeal | uke (remeune | Ng 
XXX XXX XXX” |Uang Muka XXX 

XXX RK PPKD XXX 

Jurnal LRA 

Ne ea aa 
XXX XXX Xxx — IBelanja Modal XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

Pada diterimanya Laporan kemajuan pekerjaan atau Dokumen 

yang dipersamakan dan pembayaran dilakukan sesuai 

kemajuan pekerjaan tersebut, maka dibuat jurnal standar 

sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

na 

Xxx | XXX | XXX IKDP XXX 

Ba XXX Utang Belanja Modal XXX 

Pada diterimanya Berita Acara Serah Terima Barang atau 

Dokumen yang dipersamakan dan pembayaran dilakukan 

sekaligus tanpa cicilan dan uang muka, maka dibuat jurnal 

standar sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 2 an ar Dean DPebet | Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap/Aset Lainnya XXX 

XXX Utang Belanja Modal XXX 

Pada saat pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah 

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan uang muka dan 

dengan laporan kemajuan pekerjaan, maka dibuat jurnal 

standar sebagai berikut:
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xxx RK PPKD xxx 

xxx xxx xxx XXX Utang Belanja Modal 

Jurnal LO dan N eraca 

- Pada saat pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah 

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan pembayaran 

sekaligus, maka dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

xxx xxx Perubahan SAL 

xxx xxx xxx XXX Belanja Modal 

xxx xxx xxx Utang Belanja Modal xxx 

xxx Uang Muka xxx 

xxx RK PPKD xxx 

xxx xxx xxx Aset Tetap/ Aset Lainnya xxx 

xxx KDP xxx 

Jurnal LRA 

- Pada saat pelunasan melalui mekanisme Surat Perintah 

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan uang muka dan 

BAST, maka dibuatjurnal standar sebagai berikut: 

Jurnal LO dan N eraca 

xxx xxx Perubahan SAL 

xxx xxx xxx XXX Belanja Modal 

Jurnal LRA 

XXX Uang Muka XXX 
.,,,,.,,,,,,._ --·--·" ·-t--------1---------------- 

xxx RK PPKD XXX 

xxx xxx xxx XXX Utang Belanja Modal 

Jurnal LO dan Neraca 

28 28 

Jurnal LO dan Neraca 

Tana | Ai Jesamagl Upin 
XXX XXX XXX |Utang Belanja Modal XXX 

XXX Uang Muka XXX 

XXX RK PPKD XXX 

' Uraian | Debet | Kredit 

5 — Uraian LA . 1 Debet Kredit 

XXX XXX XXX (Belanja Modal XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

Pada saat pelunasan melalui mekanisme Surat Perintah 

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan uang muka dan 

BAST, maka dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Ken MA 
Buka | Rekemme fo 

XXX XXX XxX  |Utang Belanja Modal XXX 

XEX Uang Muka XXX 

XXX RK PPKD XXX 

XXX XXX XXX Aset Tetap/Aset Lainnya XXX 

XXX KDP XXX 

Jurnal LRA 

1 Nomor | Kode 
Tana Zhu | getening : 

XXX XXX XXX (Belanja Modal XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

1 . Uraian 2 Debet | Kredit 

Pada saat pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah 

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan pembayaran 

sekaligus, maka dibuat jurnal standar sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

2. Nomor | — Kode . Ti " 

Tanggal | Bukti | Rekening | | 
XXX XXX XXX JUtang Belanja Modal XXX 

XXX RK PPKD XXX 

“Uraian | Debet | Kredit 
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xxx Kas di Bendahara 

Pengeluaran 
xxx 

XXX Aset Te tap/ Aset Lainnya xxx xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca pada saat SPJ TU 

RKPPKD xxx xxx 

xxx Kas di Bendahara 

Pengeluaran 
xxx xxx xxx 

- Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana 

Tambah Uang (SP2D TU) maka dibuat jurnal standar sebagai 

berikut: 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SP2D TU 

RK PPKD xxx 

Kas di Bendahara 

Pengeluaran 
xxx xxx xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca pada saat SP2D GU 

XXX Perubahan SAL xxx 
xxx XXX Belanja Modal xxx 

Jurnal LRA 

xxx 

xxx Kas di Bendahara 

Pengeluaran 
xxx 

- Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana 

Ganti Uang (SP2D GU) maka dibuat jurnal standar sebagai 

berikut: 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SPJ 

Aset Tetap/ Aset Lainnya xxx xxx xxx xxx 

xxx Perubahan SAL xxx 

xxx XXX Belanja Modal xxx xxx 

29 

Jurnal LRA Jurnal LRA 

29 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 
|” Uraian 1 Kredit 

XXX XXX Belanja Modal XXX 

Perubahan SAL XXX 

Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana 

Ganti Uang (SP2D GU) maka dibuat jurnal standar sebagai 

berikut: 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SPJ 

Tanggal “Buka Rekening 
0! kredit 

XXX Aset Tetap/Aset Lainnya 

Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

NN Kredit 

Belanja Modal 

Perubahan SAL 

Jurnal LO dan Neraca pada saat SP2D GU 

“Tanggal 
— Kode 
Rekening | 

h Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

XXK RK PPKD XXX 

Pada saat pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana 

Tambah Uang (SP2D TU) maka dibuat jurnal standar sebagai 

berikut: 

Jurnal LO dan Neraca Pada saat SP2D TU 

Tanggal 
Nomor Kode 

Rekening | 
|. Uraian Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

XXX RK PPKD 

Jurnal LO dan Neraca pada saat SPJ TU 
: 5. 

Kode 
Uraian 

XXX XXX Aset Tetap/Aset Lainnya 

0.0. 
Kas di Bendahara 

Pengeluaran 
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aj Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Pejabat 

1) Pihak-pihak terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas 

pada SKPD antara lain PPK SKPD, Bendahara Penerimaan, 

Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran. 

c, Akuntansi Kas dan Setara Kas SKPD 

Penyisihan Piutang xxx 
xxx 

xxx 

xxx Beban Penyisihan Piutang xxx xxx 

· Jurnal LO dan Neraca 

g) Behan Penyisihan Piutang 

Behan penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang 

tidak dapat diterima pernbayarannya dimasa yang akan datang 

dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain. Jurnal 

standar beban penyisihan piutang: 

Akumulasi Penyusutan xxx 

xxx Be ban Penyusutan 

xxx 
xxx xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

f) Behan Penyusutan dan Amortisasi 

Behan Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis 

atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) 

selama masa manfaat aset yang bersangku tan. Behan 

. penyusutan SKPD jurnal standar: 
I 

xxx xxx 

xxx 

Perubahan SAL 

XXX Belanja Modal xxx xxx 

Jurnal LRA 

30 30 

Jurnal LRA 

Tar nge sa 1 Bukti Rekening 2 1 . aa (5 " . “5 una 1 Na 

xxx | xxx XXX (Belanja Modal KKk 

XXX Perubahan SAL XXX 

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis 

atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) 

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban 

. penyusutan SKPD jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

T Ng Me 
Tanggal “Bukti |Rekening| Tenan 5 - Deret Han 

XXX XXX XXX” IBeban Penyusutan XXX 

XXX Akumulasi Penyusutan XXX 

g) Beban Penyisihan Piutang 

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang 

tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang 

dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jurnal 

standar beban penyisihan piutang: 

- Jurnal LO dan Neraca | 

XXX XXX XXX (Beban Penyisihan Piutang | XXX 

XXX Penyisihan Piutang XXX 

Tanggal 

Cc. Akuntansi Kas dan Setara Kas SKPD 

1) Pihak-pihak terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas 

pada SKPD antara lain PPK SKPD, Bendahara Penerimaan, 

Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 

Anggaran. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Pejabat
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2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara 

kas pada SKPD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan 

pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, 

Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. 

b) Bendahara Penerimaan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara 

Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait 

dengan proses pelaksanaan sistem akun tansi kas dan setara kas 

ke Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

c) Bendahara Pengeluaran SKPD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara 

Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait 

dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara Kas 

ke Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

d) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran 

memiliki tugas: 

(1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum 

diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang 

dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD; dan 

(2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna 

Anggaran. 

Penatausahaan Keuangan SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi 

SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara 

kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian 

objek) 

(3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, 

N era ca dan CaLK. 
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Penatausahaan Keuangan SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi 

SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian kas dan setara 

kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian 

objek) 

| (3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, 

Neraca dan CaLK. 

b) Bendahara Penerimaan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara 

Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait 

dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas 

ke Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

c) Bendahara Pengeluaran SKPD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara 

Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait 

| dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara Kas 

ke Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

d) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran 

memiliki tugas: 

(1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum 

diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang 

dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD, dan 

(2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna 

Anggaran. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara 

kas pada SKPD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan 

pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, 

Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
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1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara 

lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Bendahara 

Penerimaan SKPD. 

d. Akuntansi Piutang SKPD ' 

xxx 
xxx xxx xxx XXX Belanja Daerah 

XXX Perubahan SAL 

Jurnal LRA 

xxx 

xxx xxx xxx Be ban Daerah/ Aset/ 

Kewajiban/ Ekuitas 

xxx 

xxx 

Kas dan Setara Kas 

xxx 

b) Jurnal Standar- Kas clan Setara Kas Saat Berkurang 

Jurnal LO dan Neraca 

xxx 
xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 

Pendapatan-Lka 

xxx 

Jurnal LRA 

xxx 

xxx xxx xxx Kas dan Setara Kas xxx 

Pendapatan -LO/Aset/ 

Kewajibari/Ekuitas 

aJ Jurnal Standar- Kas dan Setara Kas Saat Bertambah 

Jurnal LO dan Neraca 

3) Jurnal standar 

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD mengikuti 

transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem 

akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan 

Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat 

disisi "debet" sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan 

dicatat disisi "kredit". 
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3) Jurnal standar 

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD mengikuti 

transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem 

akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan 

Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat 

disisi “debet” sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan 

dicatat disisi “kredit”. 

aj) Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Bertambah 

Jurnal LO dan Neraca 

“| Nomor Kode | Na Te EA 
Tanggal Biuleti Reloning 1 Ta 2 Tan an Kredit 

XXX XXX XXX Kas dan Setara Kas XXX 

Pendapatan -LO/Aset/ 

Sa Kewajitan/ Ekuitas Ra 

Jurnal LRA 

Co re Ke Ae 

Tengal muka Remengl TP Len ma 

XXX XXX XXX (Perubahan SAL XXX 

XXX Pendapatan-LRA XXX 

- 

b) Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Berkurang 

Jurnal LO dan Neraca 

Nomor | Kode | 
Bukti | Rekening | Tanggal 

| Beban Daerah/ Aset/ | 

“Uraian Debet | Kredit 

Li Ti Kewajiban / Ekuitas 

XXX Kas dan Setara Kas NK 

Jurnal LRA 

ea La ga 3 an : 
Tanggal Bukti | Rekening “ Uraian maa Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Daerah XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

d. Akuntansi Piutang SKPD 

1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara 

lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Bendahara 

Penerimaan SKPD.
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Pendapatan-LO xxx 

xxx Piutang 

xxx 

xxx xxx xxx 

3) J urnal Standar 

Pada saat diterbitkan Dokumen penetapan piutang oleh SKPD yang 

bertanggungjawab maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar pengakuan Piutang 

adalah dokumen yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

aj dokumen resmi yang menyatakan hak dan kewajiban secara 

jelas, 

b) Dokumen mencantumkan Nilai piutang yang dapat diukur, 

c) Dokumen dapat digunakan sebagai dasar penagihan piutang. 

d) Dokumen menyatakan bahwa kewajiban belum dilunasi. 

b) Bendahara Penerimaan SKPD. 

(1) mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam 

buku kas penerimaan SKPD; 

(2) membuat Surat Pertanggungjawaban atas pendapatan. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi piutang, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki 

tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti­ 

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan 

Buku Jurnal LO dan Neraca; 

(2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar 

masing-masing rekening; dan 

(3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, 

Neraca dan CaLK. 
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a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi piutang, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki 

tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti- 

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan 

Buku Jurnal LO dan Neraca, 

(2) melakukan posting jurnal-jurnal — transaksi/ kejadian 

| pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar 

masing-masing rekening, dan 

(3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, 

Neraca dan CaLK. 

b) Bendahara Penerimaan SKPD. 

(1) mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam 

buku kas penerimaan SKPD, 

(2) membuat Surat Pertanggungjawaban atas pendapatan. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar pengakuan Piutang 

adalah dokumen yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) dokumen resmi yang menyatakan hak dan kewajiban secara 

jelas, | 

b) Dokumen mencantumkan Nilai piutang yang dapat diukur, 

c) Dokumen dapat digunakan sebagai dasar penagihan piutang. 

d) Dokumen menyatakan bahwa kewajiban belum dilunasi. 

3) Jurnal Standar 

Pada saat diterbitkan Dokumen penetapan piutang oleh SKPD yang 

bertanggungjawab maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Ba ee La maba 

XXX XXX XXX (Piutang XXX 

XXX Pendapatan-LO XXX 
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2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sis tern akun tansi 

persediaan an tara lain adalah: 

1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara 

lain adalah: 

a) Pengurus Barang 

Dalam sistem akuntansi persediaan, pengurus barang bertugas 

untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas 

pengelolaan persediaan. 

b) Bendahara Pengeluaran 

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran 

bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen­ 

dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan. 

c) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Dalam sistem akuntansi persediaan, Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban 

pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan. 

d) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Dalam sistem akuntansi persediaan, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi 

persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan 

keuangan SKPD. 

e. Akuntansi Persediaan SKPD 

Pendapatan-LRA xxx 

xxx 

xxx 

xxx XXX ' Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Piutang xxx 

xxx 

xxx 

xxx RK PPKD xxx xxx 

Jika terdapat pembayaran atas piutang makajurnal standar 

J urnal LO dan N eraca 

34 34 

Jika terdapat pembayaran atas piutang maka jurnal standar 

Jurnal LO dan Neraca 

XXX XXX XXX |RK PPKD XXX 

XXX Piutang XXX 

Jurnal LRA 

GE Nomor Po Kode Mn Nae Pa 

Mam Bukti . Rekening ln Eta Tatan " : 13 5 Debet L Kredit 

XXX XXX XXX ' (Perubahan SAL XXX 

XXX Pendapatan-LRA XXX 

e. Akuntansi Persediaan SKPD 

1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara 

lain adalah: 

a) Pengurus Barang 

Dalam sistem akuntansi persediaan, pengurus barang bertugas 

untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas 

pengelolaan persediaan. 

b) Bendahara Pengeluaran 

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran 

bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- 

dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan. 

c) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Dalam sistem akuntansi persediaan, Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban 

pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan. 

d) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Dalam sistem akuntansi persediaan, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi 

persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan 

. keuangan SKPD. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

persediaan antara lain adalah: 
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Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum 

menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan melakukan 

stock opname untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. 

Berdasarkan berita acara hasil perhitungan persediaan akhir 

tahun (stock opname), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

akan menjurnal sebagai berikut: 

xxx 
xxx 

Perubahan SAL xxx 
XXX Belanja Barang dan Jasa xxx xxx 

Jurnal LRA 

xxx 

xxx Beran Persediaan xxx 

xxx Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

xxx xxx 

J urnal LO a tau N eraca 

- Metode Behan 

3) Jurnal Standar 

a) Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik 

Jurnal standar persediaan dengan metode periodik adalah: 

a) Bukti Pengeluaran 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal pengakuan beban persediaan. 

b) Berita Acara Serah Terima Barang 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal atas pengakuan beban persediaan. 

c) Laporan Persediaan 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah 

dilakukannya stock opname. 

d) Surat Perintah Pencairan Dana 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

belanja persediaan. 
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a) Bukti Pengeluaran 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal pengakuan beban persediaan. 

b) Berita Acara Serah Terima Barang 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal atas pengakuan beban persediaan. 

c) Laporan Persediaan 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah 

“ dilakukannya stock opname. 

d) Surat Perintah Pencairan Dana 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

belanja persediaan. 

3) Jurnal Standar 

a) Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik 

Jurnal standar persediaan dengan metode periodik adalah: 

- Metode Beban 

Jurnal LO atau Neraca 

Pn TE ni Ea Pen 

Tana Bukti (Rekening | TT Ne ag ni 

XXK XXX XXX IBeban Persediaan XXX 

1x Kas di Bendahara xxx 

Pengeluaran 

Jurnal LRA 

Tana NO aa ba an 
XXX XXX Xxx IBelanja Barang dan Jasa XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum 

menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan melakukan 

stock opname untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. 

Berdasarkan berita acara hasil perhitungan persediaan akhir 

tahun (stock opname), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

- 

akan menjurnal sebagai berikut:
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xxx 

Persediaan xxx xxx xxx 

xxx 

xxx 
Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

Jurnal LO atau N eraca 

b) Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual 

Metode Perpetual hanya dapat digunakan dengan pendekatan 

metode aset sehinggajurnal standarnya adalah sebagai berikut: 

xxx 
xxx xxx xxx XXX Behan Persediaan 

XXX Persediaan 

J urnal LO a tau N eraca 

Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), 

sebelum menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan 

melakukan stock opname untuk mengetahui sisa persediaan 

yang dimiliki. Berdasarkan berita acara hasil perhitungan 

persediaan akhir tahun (stock opname), Pejabat 

Penatausahaan Keuangan SKPD akan menjurnal sebagai 

berikut: 

xxx 

xxx xxx xxx XXX Belanja Barang dan Jasa 

XXX Perubahan SAL 

Jurnal LRA 

xxx 

xxx xxx xxx Persediaan 

xxx 

xxx 
Kas di Bendahara 

Pe nge 1 uaran 

Jurnal LO atau Neraca 

- Metode Aset 

xxx 
xxx xxx xxx Persediaan 

xxx 
xxx 

Behan Persediaan 

Jurnal LO atau Neraca 
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Jurnal LO atau Neraca 

aa aa 
XXX XXX XXX Persediaan XXX 

XXX Beban Persediaan XX 

Metode Aset 

Jurnal LO atau Neraca 

Ia ne 
Tee | adi Irelamae| “25 
XXK XXX XXX Persediaan XXX 

xxx Kas di Bendahara KN 

Pengeluaran 

Jurnal LRA 

Nomor Kode at Te Ti 

Na aa 

XXX XXX XXX Belanja Barang dan Jasa XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), 

sebelum menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan 

melakukan stock opname untuk mengetahui sisa persediaan 

yang dimiliki. Berdasarkan berita acara hasil perhitungan 

akhir tahun (stock 

Penatausahaan Keuangan SKPD akan menjurnal sebagai 

berikut: | 

persediaan opname), Pejabat 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal “bui "roko | Uraian Jaa ia 

XXX XXX XXX Beban Persediaan XXK 

XXX Persediaan XXX 

b) Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual 

Metode Perpetual hanya dapat digunakan dengan pendekatan 

metode aset sehingga jurnal standarnya adalah sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Bukti Rekening : Uraian Haa | Kredit 

HK XXX XXX Persediaan XXX 

xxx Kas di Bendahara xxx 

(|. Pengeluaran 
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1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara 

lain adalah: 

a) Pengurus Barang 

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus 

barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan 

dokumen- dokumen atas pengelolaan aset tetap. 

b) Bendahara Pengeluaran 

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran 

bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen­ 

dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. 

c) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Dalam sistem akuntansi aset tetap, PPTK bertugas untuk 

menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan 

pengadaan aset tetap. 

d) Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Dalam sistem akuntansi aset tetap, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi 

· aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan 

keuangan SKPD. 

f. Akuntansi Aset Tetap SKPD 

Persediaan 

xxx XXX Be ban Persediaan xxx 

xxx 
xxx 

xxx 

standarnya adalah sebagai berikut: 

· Jurnal LO atau Neraca, 

menjelaskan penggunaan / 

metode perpetuals, jurnal 

Berdasarkan dokumen yang 

pemakaian persediaan (untuk 

XXX Perubahan SAL 

XXX Belanja Barang dan Jasa xxx 
xxx 

xxx xxx 

Jurnal LRA 
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“sam Irama es 

XXX XXX XXX (Belanja Barang dan Jasa XXX 

XXX Perubahan SAL XX 

Berdasarkan dokumen yang menjelaskan penggunaan 1 

pemakaian persediaan (untuk metode perpetual), jurnal 

standarnya adalah sebagai berikut: 

" Jurnal LO atau Neraca, 

Tn ke Th ee 

1 angga! Bukti |Rekening| la an na 

XXX XXX XXX Beban Persediaan XXX 

XXX Persediaan KXK 

f£. Akuntansi Aset Tetap SKPD 

1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara 

lain adalah: 

a) Pengurus Barang 

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/ pengurus 

barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan 

“ dokumen- dokumen atas pengelolaan aset tetap. 

b) Bendahara Pengeluaran 

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran 

bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- 

dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. 

c) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Dalam sistem akuntansi aset tetap, PPTK bertugas untuk 

menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan 

pengadaan aset tetap. 

d| Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Dalam sistem akuntansi aset tetap, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi 

' aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan 

keuangan SKPD. 

jdih.pemalangkab.go.id



3)Pengakuan 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka 

digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang 

dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya melipu ti biaya 

langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, 

tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi 

berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

Pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan 

dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang 

dapat beru pa: 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset 

tetap antara lain adalah: 

a) Bukti Belanja/Bukti Pengeluaran 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara 

pembayaran Uang Persediaan. 

b) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran 

Langsung. 

c) Surat Perin tah Pencairan Dana Langsung 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

belanja modal dengan cara pembayaran Langsung. 

d) Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya. 

e) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

penghapusan aset tetap. 

f) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

. aset tetap konstruksi dalam pekerjaan. 
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2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset 

tetap antara lain adalah: 

a) Bukti Belanja/Bukti Pengeluaran 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara 

pembayaran Uang Persediaan. 

b) Berita Acara Serah Terima Barang /Pekerjaan 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran 

' Langsung. | 

c) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

belanja modal dengan cara pembayaran Langsung. 

d) Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya. 

e) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

penghapusan aset tetap. 

f) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

| aset tetap konstruksi dalam pekerjaan. 

3) Pengakuan 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka 

digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang 

dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya 

langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, 

tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi 

berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

Pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan 

dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang 

dapat berupa:
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xxx 
xxx XXX Aset Tetap xxx 

Beban Pemeliharaan xxx 

xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

- Pada saat penambahan aset tetap dari belanja pemeliharaan yang 

memenuhi syarat kapitalisasi dicatat dengan jurnal sebagai 

berikut: 

Perubahan SAL xxx 
xxx Belanja Modal 

xxx 

xxx xxx xxx 

Jurnal LRA 

xxx 
Kas di Bendahara 

Pengeluaran 
xxx 

xxx xxx XXX Aset Tetap xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

4) Jurnal Standar 

Penambahan Aset Tetap 

- Pada saat penambahan aset tetap melalui belanja modal dicatat 

dengan jurnal sebagai berikut: 

b) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut 

harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum 

kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah 

penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, 

reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum 

kapitalisasi diatur dalam kebijakan akuntansi. 

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan 

· aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, 

seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap. 

(1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau 

(2) bertambah umur ekonomis, dan/ atau 

(3) bertambah volume, dan/atau 

(4) bertambah kapasitas produksi. 
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(1) bertambah ekonomis/ efisien, dan/atau 

(2) 

(3) bertambah volume, dan /atau 

bertambah umur ekonomis, dan/atau 

(4) bertambah kapasitas produksi. 

b) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut 

harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum 

kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah 

penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, 

reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum 

kapitalisasi diatur dalam kebijakan akuntansi. 

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan 

" aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, 

seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap. 

4) Jurnal Standar 

Penambahan Aset Tetap 

- Pada saat penambahan aset tetap melalui belanja modal dicatat 

dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tn 1 Nomor | Kode 2 Tn Ta 21 - 2 Hn Tn - 

Sange man eomma Me 
XXX XXX XXX  |Aset Tetap XXX 

xxx Kas di Bendahara xxx 

Pengeluaran 

Jurnal LRA 

Tangan Bukti Rekening Sa Uraian “3 7 Tn Mean 

XXX XXX XXX |Belanja Modal XXX 

| XXX Perubahan SAL XXX 

- Pada saat penambahan aset tetap dari belanja pemeliharaan yang 

memenuhi syarat kapitalisasi dicatat dengan jurnal sebagai 

berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

S1 Komen Ka PL ea Pe 

Tanggal | Buku | Retening| —o0T8N Ja Saba 

XXX XXX XXX Aset Tetap XXX 

XXX Beban Pemeliharaan XXX 2 
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xxx XXX Akumulasi Penyusutan 

- Pada saat terbit Keputusan Bupati tentang penghapusan aset 

tetap melalui pemusnahan. Dicatat dengan jurnal sebagai 

· berikut: 

xxx XXX Aset Lainnya 

xxx XXX Aset Tetap 

xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

- Pada saat permohonan/usulan penghapusan aset tetap disetujui 

makajurnal standarnya sebagai berikut: 

Pengurangan aset tetap karena Pelepasan aset tetap melalui proses 

penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses 

pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset 

tetap. 

Pengurangan Aset Tetap 

xxx XXX Aset Tetap 

XXX Pendapatan Hicah-LO xxx 

xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

xxx 

XXX Aset Tetap 

- Pada saat penambahan aset tetap dari hibah pemerintah 

pusat/pemerintah provinsi/masyarakat dicatat dengan jurnal 

sebagai berikut: 

xxx 

Koreksi Ekuitas 

Lainnya 
xxx 

xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

xxx 

xxx Belanja Barang dan Jasa 

- Pada saat penambahan aset tetap dari mutasi SKPD lain dan hasil 

inventarisasi aset tetap dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

xxx 

xxx 

Perubahan SAL 

xxx xxx 

40 

Jurnal LRA 

40 

Jurnal LRA 

XXX XXX XXX (Belanja Barang dan Jasa XXX 

XXX Perubahan SAL XXX | 

- Pada saat penambahan aset tetap dari mutasi SKPD lain dan hasil 

Tas Nomor | Kode | Ne aah ae an 

Sa aa 
aa 

XXX XXX XXX  lAset Tetap XXX 

XXX Pendapatan Hibah-LO XXX 

Pengurangan Aset Tetap 

inventarisasi aset tetap dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

Ne aa Lan 

XXX XXX XXX Aset Tetap XXX 

xxx Koreksi Ekuitas xxx 

s Lainnya 

Pada saat penambahan aset tetap dari hibah pemerintah 

pusat/ pemerintah provinsi/masyarakat dicatat dengan jurnal 

sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

Pengurangan aset tetap karena Pelepasan aset tetap 

penghapusan aset tetap yang dapat diikuti 

pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun 

tetap. 

melalui proses 

dengan proses 

pemusnahan asei 

- Pada saat permobonan/usulan penghapusan aset tetap disetujui 

maka jurnal standarnya sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal ia ae aa | Debet Kredit 

XXX XXX XXX  |Aset Lainnya XXX 

XXX  |Akumulasi Penyusutan XXX 

| | XXX Tt Aset Tetap XXX 

Pada saat terbit Keputusan Bupati tentang penghapusan aset 

tetap melalui pemusnahan. Dicatat dengan jurnal sebagai 

- berikut:
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xxx 

- Pada saat aset tersebut telah dijual oleh SKPKD dengan harga di 

bawah nilai buku, berdasarkan bukti transaksi 

penjualan/pemindahtanganan, Fungsi Akuntansi SKPKD 

menjurnal: 

xxx Surplus Penjualan Aset 

Non Lancar 

Kas di Kas Daerah xxx xxx 
Aset Lainnya xxx xxx 

xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

xxx 
XXX Aset Lainnya 

- Pada saat aset tersebut telah dijual oleh SKPKD dengan harga di 

atas nilai buku, berdasarkan bukti transaksi 

penjualan/ pemindahtanganan, Fungsi Akuntansi SKPKD 

menjurnal: 

xxx 

xxx 
RK SKPD 

xxx xxx 

xxx 
RK PPKD xxx 

- Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi 

SKPKD menjurnal: 

xxx 

xxx 
Aset Lainnya 

xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

xxx 

xxx Defisit Penghapusan Aset 

Non Lancar 

- Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan 

proses penjualan dan pemindahtanganan, jurnal penghapusan 

aset tetap untuk aset yang akan dijual, yaitu: 

xxx 

xxx 

Aset Lainnya 

xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca : 

41 41 

| Jurnal LO dan Neraca ' 

Tengai! Bukti | Rekening | Te Uraian 1 Ta | Kredit 1 

— tt 2 1 seb $: 5 

xxx xxx xxx Defisit Penghapusan Aset xxx 

Non Lancar 

XXX Aset Lainnya XXX 

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan 

proses penjualan dan pemindahtanganan, jurnal penghapusan 

aset tetap untuk aset yang akan dijual, yaitu: 

Jurnal LO dan Neraca 

nomor | Kode | Ne — “TE T- Tn 

XXX XXX XXX (RK PPKD XXX 

|. AD XXX Aset Lainnya XXX 

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi 

SKPKD menjurnal: 

Tanggal Sa Mena 0 ea .| peter | Kredit 

XXX XXX XXX  |Aset Lainnya XXX 

XXX RK SKPD XXX 

. Pada saat aset tersebut telah dijual oleh SKPKD dengan harga di 

atas nilai buku, berdasarkan bukti transaksi 

penjualan/pemindahtanganan, Fungsi Akuntansi SKPKD 

menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Bukti Rekening 1 Uraian 1 Na Kredit 

XXK XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

XXX Aset Lainnya XXX 

xxx Surplus Penjualan Aset KN 

Ll Non Lancar aa 

. Pada saat aset tersebut telah dijual oleh SKPKD dengan harga di 

bawah nilai buku, berdasarkan bukti transaksi 

penjualan / pemindahtanganan, Fungsi Akuntansi SKPKD 

menjurnal:
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Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode 

(bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan). Setiap 

penyusutan akan dijurnal sebagai berikut: 

1) Pihak-pihak yang Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan dan 

amortisasi aset tetap / aset tidak berwujud antara lain adalah: 

a) Bendahara Barang atau Pengurus Barang SKPD. 

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, bendahara 

barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas penyusutan dan 

amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud. 

b) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD . 

. Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, Pejabat 
I 

Penatausahaan Keuangan SKPD bertugas untuk melakukan 

proses akuntansi penyusutan yang dimulai dari jurnal hingga 

penyajiannya laporan keuangan SKPD. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penyusutan adalah Laporan Penyusutan Aset. 

3) J urn al Standar 

g. Akuntansi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap/ 

Aset Tidak Berwujud SKPD 

xxx xxx 

xxx Perubahan SAL xxx 

Hasil Penjualan Aset 

Daerah yang Tidak 

Dipisahkan 

xxx xxx 

Jurnal LRA 

xxx 

Defisit Penjualan Aset Non 

Lan car 
xxx 

xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx 

xxx 

Aset Lainnya xxx 

. Jurnal LO atau Neraca 

42 42 

. Jurnal LO atau Neraca 

Aa ae Se ne 2 

XXX XXX XXX  IKas di Kas Daerah XXX 

xxx Defisit Penjualan Aset Non 

Lancar 

XXX Aset Lainnya | | XXX 

Jurnal LRA 

om Kode Pa Ta Si pa 

Mn aa aa ama 
XXX XXX XKX Perubahan SAL XXX 

Hasil Penjualan Aset 

XXX Daerah yang Tidak XXX 

1 Dipisahkan 

Akuntansi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap/ 

Aset Tidak Berwujud SKPD 

1) Pihak-pihak yang Terkait 

pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan dan 

amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud antara lain adalah: 

a) Bendahara Barang atau Pengurus Barang SKPD. 

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, bendahara 

barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas penyusutan dan 

amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud. 

b) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

| Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, Pejabat 

Penatausahaan Keuangan SKPD bertugas untuk melakukan 

proses akuntansi penyusutan yang dimulai dari jurnal hingga 

penyajiannya laporan keuangan SKPD. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penyusutan adalah Laporan Penyusutan Aset. 

3) Jurnal Standar 

Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode 

(bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan). Setiap 

penyusutan akan dijurnal sebagai berikut: 
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1) Pihak-pihak yang Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya pada 

Satuan Kerja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, 

Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki 

tugas sebagai berikut: 

( 1) mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti­ 

bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke 

dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). 

h. Akuntansi Aset Lainnya SKPD 

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari 

penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah 

dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi 

pengurang aset tetap / aset tidak berwujud dalam neraca dimana 

harga perolehan aset tetap / aset tidak berwujud yang telah 

dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya 

menjadi nilai buku (book value) aset tetap / aset tidak berwujudnya 

terse but. 

Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi 

penyusutan yang akan dilaporkan dalam LO entitas. Seperti 

layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi 

merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup 

sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi 

penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. 

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun nominal 

sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun. 

xxx AkutnulasiPenyusutan/ 

Amortisasi 
xxx 

xxx xxx Be ban Penyusutan dan 

Amortisasi 
xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 
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Jurnal LO dan Neraca 

— 
yna sa | yen Beban Penyusutan dan yan 

Amortisasi 

Akumulasi Penyusutan/ 

N 1 I Amortisasi | 

Beban  penyusutan/ beban amortisasi merupakan alokasi 

penyusutan yang akan dilaporkan dalam LO entitas. Seperti 

layaknya beban lainnya, beban penyusutan/ beban amortisasi 

merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup 

sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi 

penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. 

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun nominal 

sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun. 

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari 

penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah 

dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi 

pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana 

harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah 

dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya 

menjadi nilai buku (book value) aset tetap/aset tidak berwujudnya 

tersebut. 

h. Akuntansi Aset Lainnya SKPD 

1) Pihak-pihak yang Terkait 

pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya pada 

Satuan Kerja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, 

Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki 

tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- 

bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian aset lainnya ke 

dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
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Penghapusan/Dokumen yang 

Dipersamakan. 

Proses Penghapusan 

Barang Rusak dalam Surat U sulan set Lain-lain 

Aset Tidak Berwujud Dokumen menyesuaikan 

Lainnya 

Paten 

HAKI / Dokumen yang 

Dipersam.akan 
--------i 

HAKI /Dokumen yang 

Dipersam.akan 

Hak Cipta 

Surat/ljin dari pemegang 

HAKI/ Dokumen yang 

Dipersam.akan 

Aset Tidak 

Berwujud 

d) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran memiliki tugas: 

(1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum 

diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang 

dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD. 

(2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

2) Dokumen yang digunakan 

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi Aset 

lainnya pada SKPD: 

b) Bendahara Penerimaan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan 

SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen­ 

dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan 

sistem akuntansi aset lainnya ke Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD. 

c) Bendahara Pengeluaran SKPD. 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran 

SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen­ 

dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan 

sistem akuntansi aset lainnya ke Pejabat Penatausahaan 

. Keuangan SKPD. 

(3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, 

N eraca dan CaLK. 
I 
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(3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, 

Neraca dan CaLK. , 

b) Bendahara Penerimaan SKPD. 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan 

SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- 

dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan 

sistem akuntansi aset lainnya ke Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD. 

c| Bendahara Pengeluaran SKPD. 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran 

SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- 

dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan 

sistem akuntansi aset lainnya ke Pejabat Penatausahaan 

| Keuangan SKPD. 
,) 

d) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran memiliki tugas: 

(1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum 

diserahkan dalam proses penggabungan/ konsolidasi 
yang 

dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD. 

(2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna 

Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. 

2) Dokumen yang digunakan 

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi Aset 

lainnya pada SKPD: 

Lisensi dan Trenchise | Surat/Ijin dari pemegang 

HAKI/ Dokumen yang 

Dipersamakan 

HAKI / Dokumen yang 

Dipersamakan 
Hak Cipta 

| Paten 
HAKI / Dokumen yang 

Dipersamakan 

Aset Tidak Berwujud 
“Dokumen menyesuaikan 

Lainnya 

Barang Rusak dalam Surat Usulan 

Proses Penghapus
an Penghapusan/ 

Dokumen yang 

Dipersamakan. 
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Se bagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset 

tidak berwujud tersebut, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

mencatat "Belanja Barang dan Jasa" j"Belanja Modal" di debet 

dan "Peru bahan SAL" di kredit dengan jurnal: 

xxx Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

XXX Utang Belanja xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
RK PPKD XXX' 

XXX Utang Belanja xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak Berwujud 

pada SKPD 

Ketika dilakukan pembayaran atas perolehan aset tidak berwujud 

tersebut, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melakukan 

penjurnalan berdasarkan dokumen terkait, misal Tanda Bukti 

Pembayaran atau Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, 

dengan mencatat "Utang Belanja" di debet dan "Kas di Bendahara 

Pengeluaran" di kredit jika dibayar menggunakan uang 

UP/ GU /TU atau "RK PPKD" di kredit jika pembayaran dilakukan 

dengan mekanisme Langsung. 

xxx 

xxx 
Utang Belanja 

XXX Aset Tidak Berwujud xxx 

xxx 

xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

3) Jurnal Standar 

aj Aset Tidak Berwujud 

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan 

oleh SKPD, maka Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD akan 

mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan 

dokumen terkait, misal berita acara serah terima, dengan 

menjurnal: 

45 45 

3) Jurnal Standar 

a) Aset Tidak Berwujud 

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan 

oleh SKPD, maka Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD akan 

mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan 

dokumen terkait, misal berita acara serah terima, dengan 

menjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal | Bukti | Rekening | Uraian Ma ea 

XXX XXX XXX Aset Tidak Beriujud XXX 

XXX Utang Belanja XXX 

Ketika dilakukan pembayaran atas perolehan aset tidak berwujud 

tersebut, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melakukan 

penjurnalan berdasarkan dokumen terkait, misal Tanda Bukti 

Pembayaran atau Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, 

dengan mencatat “Utang Belanja” di debet dan “Kas di Bendahara 

Pengeluaran” di kredit jika dibayar menggunakan uang 

UP/GU/TU atau “RK PPKD” di kredit jika pembayaran dilakukan 

dengan mekanisme Langsung. 

Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak Berwujud 

pada SKPD 

Jurnal LO dan Neraca 

aa an ae en 
Tanggal | Bukti | Rekening. Tg Te - “ 2 

XXX XXX XXX |Utang Belanja XXX 

| | XXX RK PPKD XXX 

atau : 

Ea Nomor | Kode ara 
: Ten — Uraian ? “| Debet. keat | 

Tanggal | Bukti (Rekening) Se 

xxx | Xxx Xxx Utang Belanja Xxx 3 

Kas di Bendahara XXX 

RAR | Pengeluaran 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset 

tidak berwujud tersebut, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

mencatat “Belanja Barang dan Jasa” /”Belanja Modal” di debet 

dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:
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a) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang/jasa 

kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan 

kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ 

dokumen lain yang dipersamakan; 

(2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan 

dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang; 

(3) menyiapkan dokumen pembayaran. 

1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihakyang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD 

terdiri atas: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat 

P.enatausahaan Keuangan SKPD dan PPKD. 
I 

i. Akuntansi Kewajiban SKPD 

xxx XXX Aset Tetap 

xxx XXX Akumulasi Penyusutan 

xxx xxx XXX Aset Lain-lain xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang 

sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, Pejabat 

Penatausahaan Keuangan SKPD membuat bukti memorial yang 

diotorisasi Pengguna Anggaran dan kemudian mencatat 

pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal "Aset Lain-Lain" di 

debet sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan 

penggunaannya tersebut dan "Akumulasi Penyusutan - ... " di 

debet serta "Aset Tetap - ... " di kredit untuk mereklasifikasi aset 

tetap ke aset lain-lain. , 

b) A set Lain- Lain 

xxx Perubahan SAL xxx 

xxx xxx Belanja Modal/ Belanja 

Barang dan J asa 
xxx xxx 

Jurnal LRA 
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Jurnal LRA 

“TT nomor | Kode ee S
e 3 

an nu am ln : Naa 

| Teelanja Modal/ Belanja —— 

xxx | xxx 
Sa Barang dan Jasa SAK g 

| XXX Perubahan SAL XXX | 

b) Aset Lain-Lain 

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang 

sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, Pejabat 

Penatausahaan Keuangan SKPD membuat bukti memorial yang 

diotorisasi Pengguna Anggaran dan kemudian mencatat 

pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal “Aset Lain-Lain” di 

debet sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan 

penggunaannya tersebut dan “Akumulasi Penyusutan - ... di 

debet serta “Aset Tetap - 7 di kredit untuk mereklasifikasi aset 

" tetap ke aset lain-lain. ' 

Jurnal LO dan Neraca 

XXX XXX XXX Aset Lain-lain 
XXX 

xxX  |Akumulasi Penyusutan | XXX 

XXX Aset Tetap l T XXX 

i, Akuntansi Kewajiban SKPD 

1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD 

terdiri atas. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat 

Penatausahaan Keuangan SKPD dan PPKD. 

a) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang/jasa 

kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) melakukan pembelian/ pengadaan barang/jasa berdasarkan 

kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan / 

dokumen lain yang dipersamakan, 

(2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan 

dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang, 

(3) menyiapkan dokumen pembayaran.

jdih.pemalangkab.go.id



c) SKPKD 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, SKPKD terlibat dalam hal 

pengadaan barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran Langsung, sehingga fungsi akuntansi SKPKD 

memiliki tugas: 

· ( 1) menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan 

mekanisme Langsung kepada SKPD; 

(2) melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara 

SKPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan 

yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPD. 

d) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran menandatangani laporan keuangan yang 

telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD. 

2) Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban 

an tara lain: 

a) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah; 

b) Nata Pesanan; 

c) Berita Acara Serah Terima; 

d) Kuitansi; 

e) Surat Perjanjian Kerja; 

f) Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan/Ganti Uang 

Persediaan /Tambahan Uang Persediaan; 

g) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung; 

h) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tentang tanggungjawab 

Pengguna Anggaran terhadap laporan keuangan SKPD. 

b) Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD. 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan - SKPD melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD 

dengan memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian kewajiban lainnya berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kewajiban 

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 

(3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, 

Neraca dan CaLK. 
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b) Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD. 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan - SKPD melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD 

| dengan memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi /kejadian kewajiban lainnya berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum, 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian kewajiban 

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek): 

(3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, 

Neraca dan CaLK. 

c) SKPKD 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, SKPKD terlibat dalam hal 

pengadaan barang/ jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran Langsung, sehingga fungsi akuntansi SKPKD 

memiliki tugas: 

- (1) menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan 

mekanisme Langsung kepada SKPD, 

(2) melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara 

SKPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan 

yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPD. 

d) Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran. 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, Pengguna Anggaran / Kuasa 

Pengguna Anggaran menandatangani laporan keuangan yang 

telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD. 

2) Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban 

antara lain: 

a) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi 

' Pemerintah Daerah, 

b) Nota Pesanan, 

c) Berita Acara Serah Terima, 

d) Kuitansi, 

e) Surat Perjanjian Kerja, 

f) Surat perintah Pencairan Dana Uang persediaan/ Ganti 
Uang 

persediaan/Tambahan 
Uang Persediaan, 

g| Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, 

h) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tentang tanggungjawab 

Pengguna Anggaran terhadap laporan keuangan 
SKPD. 

0 ——-
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xxx 

Jasa 

Kas di Bendahara 

Pen eluaran 
xxx 

b) Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan 

pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan 

mekanisme Uang Persediaan/Oanti Uang Persediaan, maka 

jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah: 

Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat 

oleh fungsi akuntansi SKPD adalah: 

Jurnal LO atau Neraca 

:xxx Utang Belanja Barang 

dan Jasa 
:xxx 

:xxx :xxx Persediaan :xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

(2) Jika menggunakan pendekatan aset, makajurnal yang dibuat 

oleh fungsi akuntansi SKPD adalah: 

:xxx :xxx Utang Belanja Barang 

dan Jasa 

:xxx :xxx :xxx Be ban Barang dan Jasa :xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

3) Jurnal Standar 

Akuntansi Kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya 

utang dan pembayaran utang. 

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa 

yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, Pejabat 

Penatausahaan Keuangan - SKPD akan mengakui adanya utang. 

Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat 

dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: 

(1) Pendekatan Behan dan (2) Pendekatan Aset. 

a) Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat diterimanya 

kuitansi/ dokumen lain yang sejenis dan pelunasan belum 

dilakukan. 

(1) Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang 

dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah: 
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3) Jurnal Standar 

Akuntansi Kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya 

utang dan pembayaran utang. 

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa 

yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, Pejabat 

penatausahaan Keuangan - SKPD akan mengakui adanya utang. 

Pencatatan atas pengadaan/ pembelian barang/jasa dapat 

dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: 

(1) Pendekatan Beban dan (2) Pendekatan Aset. 

a) Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat diterimanya 

kuitansi/dokumen jain yang sejenis dan pelunasan belum 

dilakukan. 

(1) Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang 

dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal — Bukti Rekining "3 aman Ta Hah | Koe | 

xxx | XXX Xxx (Beban Barang dan Jasa XXX a 

xxx Utang Belanja Barang | xxx 

| 2 dan Jasa | 

(2) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat 

oleh fungsi akuntansi SKPD adalah: 

Jurnal LO atau Neraca 

Nomor | Kode | 
Tanggai 

Tx 1 xxx | xxx Persediaan NN ME 

xxx Utang Belanja Barang xxx 

|... dan Jasa 
| 

b) Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan 

pembayaran/ pelunasan 
dengan asumsi menggunakan 

| mekanisme Uang persediaan/Ganti Uang Persediaan, maka 

jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah: 

Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat 

oleh fungsi akuntansi SKPD adalah: 

Jurnal LO atau Neraca 

| Bukti | Rekening) ————— Rn : 

xxx Utang Belanja Barang dan | xxK 

Jasa 

Kas di Bendahara 
| xxx 

an Pengeluaran 
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1) Pihak-Pihak Terkait 

Prosedur Akuntansi Ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi 

ikutan dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur 

transaksi kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur 

transaksi Aset dan sebagainya. 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD 

adalah: 

j. Akuntansi Ekuitas SKPD 

Catatan: 

Pengakuan adanya u tang terkait dengan transaksi 

pembelian/pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan 

ketersediaan anggaran/dana untuk menyelesaikan/membayar 

utang. 

Perubahan SAL xxx 
xxx 

xxx 

xxx Belanja Barang dan Jasa xxx xxx 

Jurnal LRA 

xxx RK PPKD xxx 

xxx xxx 
Utang Belanja Barang dan 

Jasa 
xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

c) Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan 

pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan 

mekanisme langsung, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi SKPD adalah: 

XXX Perubahan SAL 

XXX Belanja Barang dan Jasa xxx 
xxx 

xxx xxx 

Jurnal LRA 
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Jurnal LRA 

ba Nomor “Kode F Pn Ba 2 Ta 

| angs “Bukti |Rekening| Te “ii gal La 

XXX XXX xxx (Belanja Barang dan Jasa XXX 

|oOxxKI Perubahan SAL XXX 

c) Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan 

pembayaran / pelunasan dengan asumsi menggunakan 

mekanisme langsung, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi SKPD adalah: 

Maja LO atau Neraca 

Nomor | Kode | 

Tana | | Bukti Rekening -N Uraian : 

3 sang sen we Uiate Belanja Barang daa IE 5. 

| Jasa 

| | XXX RK PPKD | XXX 

Jurnal LRA 

: Nomor | Kode sn Ne Te 25 

Ta “Bukti | Rekening “ai 1 Ur 2 Mn | oem Tn 

XXX XXX | xxx (Belanja Barang dan Jasa | XXX 

(xxx | Perubahan SAL | XXX 

Catatan : 

Pengakuan — adanya utang terkait dengan transaksi 

pembelian /pengadaan 
barang dan jasa harus mempertimbangkan 

ketersediaan anggaran /dana untuk menyelesaikan /membaya
r 

utang. 

3 Akuntansi Ekuitas SKPD 

1) pihak-pihak Terkait 

Prosedur Akuntansi Ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi 

ikutan dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur 

transaksi kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur 

transaksi Aset dan sebagainya. 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD 

adalah:
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2) Prosedur Akuntansi 

Pencatatan Akuntansi atas Ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi 

di SKPD dilakukan seperti beriku t ini: 

a) Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan 

penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun 

be ban. 

b) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode­ 

periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban, 

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, 

dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas pada 

periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara 

lain: 

( 1) koreksi nilai kas ; 

(2) Koreksi nilai piutang; 

(3) Koreksi nilai penyisihan piutang; 

(4) Koreksi nilai persediaan; 

(5) Koreksi nilai beban dibayar di muka; 

(6) Koreksi nilai investasi jangka panjang non permanen; 

(7) Koreksi nilai Penyisihan investasi jangka panjang 

non permanen; 

d) PPTK 

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan 

prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan 

memberikan dokumen tembusannya kepada PPK-SKPD untuk 

dilakukan pencatatan. 

a) PPK-SKPD 

Tugas PPK-SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap 

transaksi ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber 

serta bukti memorial. 

b1 Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas 

setiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi 

transaksi ekuitas. 

c) Bendahara Penerimaan 

Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan 

piutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi 

transaksi ekuitas. 
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a) PPK-SKPD 

Tugas PPK-SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap 

transaksi ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber 

serta bukti memorial. 

b) Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas 

setiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi 

transaksi ekuitas. 

c) Bendahara Penerimaan 

Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan 

piutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi 

transaksi ekuitas. 

d) PPTK 

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan 

prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan 

memberikan dokumen tembusannya kepada PPK-SKPD untuk 

n dilakukan pencatatan. 

2) Prosedur Akuntansi 

pencatatan Akuntansi atas fkuitas yang dapat terjadi pada transaksi 

di SKPD dilakukan seperti berikut ini: 

a) Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan 

penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun 

beban. 

b) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- 

periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban, 

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, 

dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas pada 

periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara 

. lain: 

(1) koreksi nilai kas , | 

(2) Koreksi nilai piutang, 

(3) Koreksi nilai penyisihan piutang, 

) Koreksi nilai persediaan, 

(5) Koreksi nilai beban dibayar di muka, 

(6) Koreksi nilai investasi jangka panjang non permanen, 

(7) Koreksi nilai Penyisihan investasi jangka panjang 

non permanen,
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4) Pencatatan Transaksi 

a) Pada saat penyusunan laporan keuangan 

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah 

menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan 

akun nominal dengan tujuan: 

(1) Menghitungjumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO 

dan beban. 

3) Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Ekuitas SKPD meliputi: 

a) Pernyataan dari Kepala SKPD atas terjadinya koreksi ekuitas; 

b) Dokumen lain terkait dengan koreksi ekuitas seperti 

perhitungan kas, perhitungan piutang, perhitungan aset tetap 

dll. 

(8) Koreksi nilai investasijangka panjang permanen; 

(9) Koreksi nilai tanah; 

(10) Koreksi nilai peralatan mesin; 

(11) Koreksi nilai Gedung dan Bangunan; 

.(12) Koreksi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan; 
I 

( 13) Koreksi nilai aset tetap lainnya; 

(14) Koreksi nilai konstruksi dalam pekerjaan; 

( 15) Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap; 

( 16) Koreksi nilai tun tu tan ganti kerugian daerah; 

( 17) Koreksi nilai aset tidak berwujud; 

( 18) Koreksi nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud; 

( 19) Koreksi nilai aset rusak; 

(20) Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset rusak; 

(21) Koreksi nilai utang PFK 

(22) Koreksi nilai pendapatan diterima di muka 

(23) Koreksi nilai utang beban; 

(24) Koreksi nilai utangjangka panjang; 

·(25) Koreksi nilai pendapatan - LO; 

(26) Koreksi nilai beban. 
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(8) Koreksi nilai investasi jangka panjang permanen, 

(9) Koreksi nilai tanah, 

(10) Koreksi nilai peralatan mesin, 

(11) Koreksi nilai Gedung dan Bangunan, 

(12) Koreksi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan, 

(13) Koreksi nilai aset tetap lainnya, 

(14) Koreksi nilai konstruksi dalam pekerjaan, 

(15) Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap, 

(16) Koreksi nilai tuntutan ganti kerugian daerah, 

(17) Koreksi nilai aset tidak berwujud, 

(18) Koreksi nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud, 

(19) Koreksi nilai aset rusak, 

(20) Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset rusak, 

(21) Koreksi nilai utang PFK 

(22) Koreksi nilai pendapatan diterima di muka 

(23) Koreksi nilai utang beban, 

(24) Koreksi nilai utang jangka panjang, 

“25) Koreksi nilai pendapatan - LO, 

(26) Koreksi nilai beban. 

3) Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Ekuitas SKPD meliputi: 

a) Pernyataan dari Kepala SKPD atas terjadinya koreksi ekuitas, 

b) Dokumen lain terkait dengan koreksi ekuitas , seperti 

perhitungan kas, perhitungan piutang, perhitungan aset tetap 

dll. 

4| Pencatatan Transaksi 

a) Pada saat penyusunan laporan keuangan 

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah 

menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan 

akun nominal dengan tujuan: 

(1) Menghitung jumlah surplus/ defisit dari akun pendapatan LO 

dan beban.
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otorisasi/menandatangani dokumen atas koreksi kesalahan 

2) Prosedur Akuntansi 

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam 

dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta 

kesalahan yang tidak berulang. 

memberikan bertugas Anggaran Pengguna 

1) Pihak Terkait 

a) PPK-SKPD 

Tugas PPK-SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap 

transaksi keuangan yang terjadi berdasarkan dokumen sumber 

· serta bukti memorial. ; 

b) Pengguna anggaran/Kuasa pengguna Anggaran 

k. Akuntansi Koreksi Kesalahan 

xxx Koreksi Nilai Piutang . 

xxx 

(2) Koreksi Nilai Piutang 

IPiutang . 

Persediaan , . 

xxx Koreksi Nilai Persediaan . 

xxx 

b) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya (misal persediaan dan piutang) 

( 1) Koreksi nilai persediaan 

xxx 

xxx ISurplus/Defisit-LO . 

Ekuitas . 

Akuntansi SKPD membuatjurnal penutup akhir untuk menutup 

akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh 

jurnal penutup akhir periode. 

Surplus/Defisit-LO . 

xxx Pendapatan-LO . 

xxx Be ban ···· •········ ·· . 

xxx 

(2) Memindahkan (me-nol-kan) saldo akun sementara ke akun 

ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya. 

(3) Menghitung ekuitas akhir periode. 

Berikut contoh jurnal penutup LO. 
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(2) Memindahkan (me-nol-kan) saldo akun sementara ke akun 

ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya. 

(3) Menghitung ekuitas akhir periode. 

Berikut contoh jurnal penutup LO. 

(Pendapatan-LO AN 
XXX — 

Beban oo 
KK 

Surplus/ Defisit-LO ea 
area era 

KAK 

Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup 

akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh 

jurnal penutup akhir periode. 

Surplus/Defisit-LO J
eena 

R XXX | 

“ 
| | xx 

BIA na
a na 

b) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya (misal persediaan dan piutang ) 

(1) Koreksi nilai persediaan 

Koreksi Nilai Persediaan Wo.
 XXX | 

aa Ea as
ma xxx | 

(2) Koreksi Nilai Piutang 

Piutang sesi a aa Banana 
KK 

Koreksi Nilai Piutang «see 
| XXK 

k. Akuntansi Koreksi Kesalahan 

1) Pihak Terkait 

a) PPK-SKPD 

Tugas PPK- 

transaksi keuangan yang terjadi b 
SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap 

erdasarkan dokumen sumber 

" serta bukti memorial. | 

b) Pengguna anggara
n / Kuasa pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran bertugas memberikan 

otorisasi/ menandatan
gani dokumen atas koreksi kesalahan 

2) Prosedur Akuntansi 

Ditinjau dari sifat kejadiannya, 

kesalahan yang berulang dan 
kesalahan dikelompokkan ke dalam 

dua jenis, yaitu 
sistemik serta 

kesalahan yang tidak berulang.
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xxx 

xxx IPendap,tan Pajak-LRA I 

xxx 

xxx 

. Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut: 
I 

(1) Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar: 

IPendap,tan Pajak-LO ··· ·· ·· · · I 

Kesalahan yang berulang merupakan kesalahan yang disebabkan 

sifat alamiah dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan 

akan berulang. Misal penerimaan pajak dari wajib pajak yang 

memerlukan koreksi baik itu restitusi atau tambahan pembayaran 

dari wajib pajak. 

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak 

akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali 

menjadi 2 (dua) jenis: 

a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. 

b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. 

3) Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Koreksi kesalahan SKPD meliputi: 

a) Bukti memorial/ dokumen lain yang dipersamakan; 

b) SP2D. 

4) Pen ca ta tan Transaksi 

a) Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik 

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis 

transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara 

berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak 

dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar 

pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk 

kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi 

pengeluaran / penerimaan kas untuk mengembalikan 

kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/ 

menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang 

bersangku tan . 
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Kesalahan yang berulang merupakan kesalahan yang disebabkan 

sifat alamiah dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan 

akan berulang. Misal penerimaan pajak dari wajib pajak yang 

memerlukan koreksi baik itu restitusi atau tambahan pembayaran 

dari wajib pajak. 

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak 

akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali 

menjadi 2 (dua) jenis: 

a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. 

b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. 

3) Dokumen Sumber 

Dokumen Sumberadalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Koreksi kesalahan SKPD meliputi: 

a) Bukti memorial/dokumen lain yang dipersamakan, 

b) SP2D. 

4) Pencatatan Transaksi 

a) Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik 

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis 

transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara 

berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak 

dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar 

pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk 

kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi 

pengeluaran/ penerimaan kas untuk mengembalikan 

kelebihan/kekurangan pendapatan dengan  mengurangi/ 

menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang 

bersangkutan. 

| Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut: 

(1) Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar: 

(pendapatan Pajak-LO see eta XXX 

Kas di Kas Daerah oosit 
XXX 

Pendapatan Pajak-LRA Woow 
XXX 

Perubahan SAL s.coooooooomet | 1 XXX 
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(2) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode­ 

Periode Sebelumnya 

(a) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan: 

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka 

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang 

xxx Belanja Modal . 
I 

xxx I Perubahan SAL . 

xxx 

xxx IKas di Kas Daerah . 

Ase t T'e tap . 

Untuk pengembalian belanja modal pada tahun berjalan, 

xxx 

xxx IPerubahan SAL . 

Belanja . 

xxx 

xxx IKas di Kas Daerah . 

Be ban . 

Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja pada tahun berjalan 

b) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang 

Koreksi ini meru pakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan 

tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. 

Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada 

periode-periode sebelumnya. 

( 1) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan 

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas 

kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang 

bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun 

Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun 

Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak 

mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada 

akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. 
i 

xxx Pe ndapatan PaJak-LRA . 

xxx IPerubahan SAL ··· :············· ····· ······ ······ ···· ···· ······· · 

xxx Pe ndapatan PaJak-LO . 

xxx IKas di Kas Daerah . 

(2) Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar: 
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(2) Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar: 

Kasdi Kas Daerah oo 
1 XXX 

Pendapatan Pajak-LO ...ooooooo N Xxx | 

Perubahan SAL omar 
XXX | 

T Pendapatan Pajak-LRA see 
KAK 

b) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang 

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan 

tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang 

Koreksi ini dapat terjadi pada periode be 

periode-periode sebelumnya. 

akan datang. 

rjalan maupun pada 

(1) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan 

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas 

kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang 

bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun 

Pendapatan-LRA “atau akun Belanja, 

Pendapatan-LO atau akun Beban. 

maupun akun 

Apabila tidak 

mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada 

akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. 

Ilustrasi : terjadi pengembalian belanja pada tahun berjalan 

Kas di Kas Daerah oom 
XXX 

ba se aga xxx n 

Perubahan SAL soon 
KAK 

Belanja Wee ee XXX 

Untuk pengembalian belanja modal pada tahun berjalan, 

Kas di Kas Daerah oten
 XXX 

Aset Tetap sn 
ee L KK 

Perubahan SAL oosit
 XXX 

Belanja Modal |-..oooooooeneeea 
1“ XXX 

(2) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode- 

Periode Sebelumnya 

(a) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan: 

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka 

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
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Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja selain belanja 

perolehan aset tetap pada periode tahun lalu dan laporan 

keuangan sudah terbit yang menambah kas 

(b) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan 

• Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang tidak 

berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan 

menambah posisi kas, apabila laporan keuangan sudah 

terbit (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), dilakukan 

dengan pembetulan pada pendapatan lain-lain-LRA 

atau aset tetap yang diperoleh. Dalam hal 

mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan 

pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih. 

• Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang 

tidak terulang yang terjadi pada periode-periode 

sebelumnya dan menambah atau mengurangi posisi 

kas, apabila laporan keuangan sudah diterbitkan 

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun 

ekuitas. 

xxx Belanja Modal . 

xxx IPerubahan SAL . 

xxx 

xxx \Kas di Kas Dae rah . 

Ase t T'e tap . 

Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja perolehan aset tetap 

pada periode tahun lalu 

xxx 

xxx \Perubahan SAL . 

~lanja . 

xxx 

xxx I Kas di Kas Dae rah . 

Be ban . 

belanja selain Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja 

perolehan aset tetap pada periode tahun lalu 

bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau 

akun belanja, akun pendapatan LO atau akun beban. 
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bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau 

akun belanja, akun pendapatan LO atau akun beban. 

Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja selain belanja 

perolehan aset tetap pada periode tahun lalu 

Ikas di Kas Daerah Loose 
XXX 1 

| aa aan ape XXX 

Perubahan SAL “cooomo.ooeetatetmeta 
XXX 

| Belanja semok 
| KK 

Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja perolehan aset tetap 

pada periode tahun lalu 

Kas di Kas Daerah...
 XXX 

Aset Tetap seme
n enam ana XXX 

Darubeh an BAD meremas xxx | 

Belanja Modal Loose 
XXX 

(b) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan 

» Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang tidak 

berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan 

menambah posisi kas, apabila laporan keuangan sudah 

terbit (Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati), dilakukan 

dengan pembetulan pada pendapatan lain-lain-LRA 

atau aset tetap yang diperoleh. Dalam hal 

mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan 

pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih. 

e Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang 

tidak terulang yang terjadi pada periode-periode 

sebelumnya dan menambah atau mengurangi posisi 

kas, apabila laporan keuangan sudah diterbitkan 

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun 

ekuitas. 

Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja selain belanja 

perolehan aset tetap pada periode tahun lalu dan laporan 

keuangan sudah terbit yang menambah kas
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SKPD sesuai dengan dokumen Penatausahaan Keuangan 

1) Jurnal 

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang 

dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan 

Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Pejabat 

1. Jur.nal, Buku Besar dan Neraca Saldo 

xxx Perubahan SAL . 

xxx ISILPA . 

xxx Kas di Kas Daerah . 

xxx IAset Te tap . 

Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja perolehan aset 

tetap pada periode tahun lalu dan laporan keuangan 

sudah terbit yang mengurangi kas 

xxx 

xxx 
!Per:~::::,:~ ~~·~:;~;~··~-~~···.·.·.·.·.·.·.· .· .·.·.·.·· ··· ·· · · ·· · · · · · ·· · · · · 

I
Kas di Kas Dae rah . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. .. XXX I 

~~-A-se_t_T_e_ta_p~ .. - .. - .. - ... - .. - .. - ... - .. - .. - ... - .. - ... - .. - .. - - .. - .. - - .. - .. - - .. -.--11--~~--+~-XXX~----1. 

Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja perolehan aset tetap 

pada periode tahun lalu dan laporan keuangan sudah 

terbit yang menambah kas 

xxx Perubahan SAL . 

xxx ISILPA . 

xxx Kas di Kas Daerah . 

xxx IKoreksi Nilai Kas . 

' keuangan sudah terbit yang mengurangi kas 

Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja selain belanja 

perolehan aset tetap pada periode tahun lalu dan laporan 

xxx Pendapatan Lam-lam - LRA . 

xxx !Peruoohan SAL _ .. ·· ·· ·:···· ·· · ··· · ····· - . 

xxx Kas di Kas Dae rah . 

xxx Pendapatan Lain-lain - LO . 

56 56 

Kas di Kas Daerah soooWooomsebata XXX 

Pendapatan Lain-lain - LO os | XXX 

Perubahan SAL oo. 
XXX 

Pendapatan Lain-lain - LRA 4... XXX 

Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja selain belanja 

perolehan aset tetap pada periode tahun lalu dan laporan 

keuangan sudah terbit yang mengurangi kas 

Knpekai Nilai KBS meme samemenetensann KKR 1 

Kasi Kas Daerah soo 
Mi KN 

Perubahan SAL seen tean 
XXX 

Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja perolehan aset tetap 

pada periode tahun lalu dan laporan keuangan sudah 

terbit yang menambah kas 

Kas di Kas Daerah Moore 
XX 

Aset Tetap oom 
KAK 

Perubahan SAL se nosneekamakanaan XXX 

| Pendapatan Lain-lain - LRA “oo XXX 

Ilustrasi: terjadi pengembalian belanja perolehan aset 

tetap pada periode tahun lalu dan laporan keuangan 

sudah terbit yang mengurangi kas 

Aset TEtAPp Loe 
KA 

Kas di Kas Daerah sesaat 
XXX | 

Perubahan SAL se ooooooomenantaan 
XXX 

l. Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo 

1) Jurnal 

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang 

dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan 

Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Pejabat 

Penatausahaan Keuangan - SKPD sesuai dengan dokumen 
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Tanggal Uraian Ref De bet Kredit Sal do 

. 1 2 3 4 5 6 
I 

SKPD 

KODE REKENING 

NAMA REKENING 

PAGU APBD 

PAGU PERUBAHAN APBD 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BUKU BESAR 

I 

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal 

adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Pejabat 

Penatausahaan Keuangan - SKPD mern-posting atau memindahkan 

setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar 

masing-masing akun. Contoh ilustrasi format buku besar yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Cara pengisian: 

a) Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam 

bukti transaksi. 

b) Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai, misalnya Surat Perintah 

Pencairan Dana, kuitansi, Surat Tanda Setoran, Tanda Bukti 

Pembayaran, dan sebagainya. 

c) Kolom 3 diisi kode rekening yang sesuai 

d) Kolom 4 diisi uraian kode rekening 

e) Kolom 5 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di de bet. 

f] Kolom 6 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di kredit. 

2) Buku Besar 

Nomor Kode 
Uraian De bet Kredit Tanggal 

Bukti Rekening 

1 2 3 4 5 6 

I 

SKPD: . 

PEM ERINTAH KABUPATEN PEM ALANG 

BUKUJURNAL 

transaksinya ke dalam buku jurnal. Contoh ilustrasi format buku 

jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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transaksinya ke dalam buku jurnal. Contoh ilustrasi format buku 

jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEM ALANG 

BUKU JURNAL 

N Kode 
Tanggal Ta , Uraian 1 Debet Kredit | 

Bukti Rekening 

1 2 3 4 5 6 

- 

st 

L 
Cara pengisian: 

a) Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam 

bukti transaksi. 

b) Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai, misalnya Surat Perintah 

Pencajran Dana, kuitansi, Surat Tanda Setoran, Tanda Bukti 

Pembayaran, dan sebagainya. 

c) Kolom 3 diisi kode rekening yang sesuai 

d) Kolom 4 diisi urajan kode rekening 

e) Kolom 5 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di debet. 

f) Kolom 6 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di kredit. 

2) Buku Besar 

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal 

adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Pejabat 

Penatausahaan Keuangan - SKPD mem-posting atau memindahkan 

setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar 

masing-masing akun. Contoh ilustrasi format buku besar yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPD 

KODE REKENING 

NAMA REKENING 

PAGU APBD 

PAGU PERUBAHAN APBD 

anakaara en nana rae PNP ERROR ARK 

PT ain tt bete pelet lelet 

an Sa na bla tsel 

Dewekaka aer en ERA AAN aa kena EA PEMAKAN 

Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo | 

- 1 2 3 A Bj 6 
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3) Neraca Saldo 

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum 

penyusunan laporan keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan - 

SKPD menyusun Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah suatu daftar 

yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal 

tertentu. Contoh ilustrasi format Neraca Saldo yang digunakan 

adalah sebagai berikut: ' 

i) Kolom 4 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal 

kolom debet. 

j) Kolom 5 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal 

kolom kredit. 

k) Kolom 6 diisi saldo akumulasi. 

c) N ama Rekening diisi dengan nama/ uraian kode rekening sesuai 

kode rekeningnya. 

d) Pagu APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan 

jumlah yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, 

nilai Pagu APBD ini dapat dikosongkan. 

e) Pagu Perubahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja 

sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Peru bahan Dinas/Badan/ Kantor. Untuk 

aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu Perubahan APBD 

ini dapat dikosongkan. 

f) Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam 

jurnal yang bersangkutan. 

g) Kolom 2 diisi penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal yang 

di posting. 

h) Kolom 3 diisi referensi, atau dari buku jurnal halaman berapa 

. jurnal yang diposting tersebut. 
I 

nama Dinas / Badan / Kantor 

Cara pengisian: 

a) SKPD diisi dengan 

yang bersangku tan. 

b) Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai 
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Cara pengisian: 

a) SKPD diisi dengan nama Dinas / Badan / Kantor 

yang bersangkutan. 

b) Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai 

c) Nama Rekening diisi dengan nama/ uraian kode rekening sesuai 

kode rekeningnya. 

d) Pagu APBD diisi dengan pagu pendapatan / belanja sesuai dengan 

jumlah yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

| Dinas/Badan/ Kantor, Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, 

nilai Pagu APBD ini dapat dikosongkan. 

e) Pagu Perubahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/ belanja 

sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas/Badan/ Kantor. Untuk 

aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu Perubahan APBD 

ini dapat dikosongkan. 

f) Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam 

jurnal yang bersangkutan. 

g) Kolom 2 diisi penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal yang 

diposting. 

h) Kolom 3 diisi referensi, atau dari buku jurnal halaman berapa 

. jurnal yang diposting tersebut. 

i) Kolom 4 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal 

kolom debet. 

j) Kolom 5 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal 

kolom kredit. 

k| Kolom 6 diisi saldo akumulasi. 

3) Neraca Saldo 

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum 

penyusunan laporan keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan - 

SKPD menyusun Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah suatu daftar 

yang berisi seluruh kode rekening beserta saidonya pada tanggal 

tertentu. Contoh ilustrasi format Neraca Saldo yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 
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Kade 
Uraian 

Neraca Saldo Penyesuaian NS setelah 

Rekening De bet Kr edit De bet Kredit De bet Kr edit 
. 

I 

SKPD: . 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

KERTAS KERJA 

m. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

1) Menyiapkan Kertas Kerja 

Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD menyiapkan kertas kerja 

(worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. 

Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses 

pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk 

mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang 

dihasilkan secara manual. Contoh ilustrasi format kertas kerja 

adalah sebagai berikut: 

Cara pengisian: 

a) Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun 

b) SKPD diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan 

c) Kolom 1 diisi kode rekening setiap Buku Besar 

d) Kolom 2 diisi kode nama/ uraian kode rekening sesuai kode 

rekeningnya 

e) Kolom 3 diisi jumlah saldo Buku Besar yang memiliki saldo akhir 

de bet 

f) Kolom 4 diisi jumlah saldo Buku Besar yang memiliki saldo akhir 

kredit 

Kode Jumlah 
Nama Rekening 

Rekening De bet K.redit 

1 2 3 4 

. 
I 

SKPD: . 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

NERACA SALDO 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEM ALANG 

NERACA SALDO 

SKPD 5 sescanan tan sanneenne ea anar an aan en anna naa nanang 

Kode 
J 1 

.. : Nama Rekening 
uratah » 

Rekening 
Debet Kredit 

1 2 3 4 

Cara pengisian: 

a) Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun 

b) SKPD diisi dengan nama Dinas/Badan/ Kantor yang bersangkutan 

c) Kolom 1 diisi kode rekening setiap Buku Besar 

d) Kolom 2 diisi kode nama/uraian kode rekening sesuai kode 

rekeningnya 

e) Kolom 3 diisi jumlah saldo Buku Besar yang memiliki saldo akhir 

debet 

f) Kolom 4 diisi jumlah saldo Buku Besar yang memiliki saldo akhir 

kredit 

m. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

1) Menyiapkan Kertas Kerja 

Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD menyiapkan kertas kerja 

(worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. 

Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses 

pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk 

mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang 

dihasilkan secara manual. Contoh ilustrasi format kertas kerja 

adalah sebagai berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEM ALANG 

KERTAS KERJA 

Kode : Neraca Saldo Penyesuaian NS setelah 
Urajan 

Rekening Debet I Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit 
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ANGGARAN REALI SAS! 
(%) 

REALI SAS! 
URAIAN I 

20Xl 20Xl 20XO 

PENDAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN ASL! DAERAH 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Dae rah yang 

Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang Sah 

PENDAPATAN TRANSFER 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

Dana Perimbangan 

Dana lnsentif Dae rah 

Dana De sa 

Insentif Fiskal 

Pendapatan Transfer Antar Dae rah 

Pendapatan Bagi Hasil 

Bantuan Keuangan 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 

Lain-lain Pendapatan se s uai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJADAERAH I 

BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai 

Be lanja Barang dan Jasa 

Be lanja Subsidi 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Peralatan dan Me sin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Belanja Modal Aset Te tap Lainnya 

Belanja Modal Aset Lainnya 

BELANJA TIDAK TERDUGA 

Belanja Tidak Terduga 

BELANJA TRANSFER 

Belanja Bagi Hasil 

Belanja Bantuan Keuangan 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/(DEFIS!T) 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPD . 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 

komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan 

dalam "Laporan Realisasi Anggaran". Berikut contoh ilustrasi 

format LRA: 

dalam termasuk akun-akun yang mengiden tifikasi SKPD 

2) Menyusun LRA 

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi 
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2) Menyusun LRA 

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi 

SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam 

komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan 

dalam “Laporan Realisasi Anggaran”. Berikut contoh ilustrasi 

format LRA: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALAN
G 

SKPD .oocooereverecarenaresensaat tan 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 
31 DESEMBER 20xK1 DAN 20X0 

ii 
NGGARAN KALI SAS REALISASI 

URAIAN IT #NOGnRA KAN NASI (ol 8 
20x1 20x1 20x0 

PENDAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pajak Daerah 

Retribusi Dacrah 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang Sah 

PENDAPATAN TRANSFER 

Pendapatan Transitr Pemerintah Pusat 

Dana Perimbangan 

Dana Insentif Daerah 

Dana Desa 

Insentif Fiskal 

Pendapatan Transfer Antar Daerah 

Pendapatan Bagi Hasil 

Bantuan Keuangan 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA DAERAH 
| 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Subsidi 

Bejanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Belanja Modal Aset Lainnya 

BELANJA TIDAK TERDUGA 

Belanja Tidak Terduga 

BELANJA TRANSFER 

Belanja Bagi Hasil 

Belanja Bantuan Keuangan 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/ (DEFISIT) 

jdih.pemalangkab.go.id



' SALDO SAL DO KENAIKAN/ 
URA IAN (%) 

20Xl 20Xl [PENURUNAN) 

KEGIATAN OPERASIONAL 

PENDAPATAN-LO 

PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD)-LO 

Pajak Dae rah-LO 

Retribusi Daerah-LO 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Dae rah yang 

Dip sahkan-Lo 

Lain-Iain PAD yang Sah-LO 

PENDAPATAN TRANSFER-LO 

Peridapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 

Pe ndapatan Transfer An tar Dae rah-LO 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- 

LO 

Pe ndapatan Hibah-LO 

Dana Darurat-LO 

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO 

BE BAN 

Beban Pegawai 

Be ban Barang dan Jasa 

Beban Bunga 

Beban Subsidi 

Beban Hibah' 

Beban Bantuan Sosial 

Beban Penyisihan Piutang 

Beban Lain-lain 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPD . 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKIDR SAMPAI DEN GAN 31 DEBEM BER 20Xl DAN 20XO 

3) Menyusun LO 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi 

SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam 

komponen LO untuk kemudian disajikan dalam LO. Berikut 

contoh ilustrasi format LO: 

ANGGARAN REALISASI REALISASI 
URAIAN (0/~ 

20Xl 20Xl 20XO 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

Dae rah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Penyertaan Modal Daerah 
' 

Pemberian Pinjaman Daerah 

PEMBIAYAAN NEl'O 

S!SA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 
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Sisi ANGGARAN | REALISASI si REALISASI 

20X1 20x1 ( 20x0 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

Daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

"IPenyertaan Modal Daerah 

Pemberian Pinjaman Daerah 

PEMBIAYAAN NETO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 

3) Menyusun LO 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi 

SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam 

komponen LO untuk kemudian disajikan dalam LO. Berikut 

contoh ilustrasi format LO: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BKPD ,esoeronennssegtsnassagensann 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

i (— aa SALDO SALDO KENAIKAN "1 

20x1 20x1 (PENURUNAN) 

KEGIATAN OPERASIONAL 
PENDAPATAN-LO 
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO 

Pajak Daerah-LO 

Retribusi Daerah-LO 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan-LO 

Lain-lain PAD yang Sah-LO 

PENDAPATAN TRANSFER-LO 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- 

LO 

Pendapatan Hibah-LO 

Dana Darurat-LO 

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO 

d 

BEBAN 

Beban Pegawai 

Beban Barang dan Jasa 

Beban Bunga 

Beban Subsidi 

Beban Hibah" 

Beban Bantuan Sosial 

Beban Penyisihan Piutang 

Beban Lain-lain | 
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URAIAN 20Xl 20Xl 

ASET 

ASET LANCAR 

Kas di Kas Daerah 

Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di BLUD 

Kas Dana BOS 

Kas Dana Kapitasi pada FKTP 

Kas Lainnya 

Setara Kas 

Investasi Jangka Pendek 

Piutang Pajak Daerah 

Piutang Retribusi Daerah 

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPD . 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 

4) Menyusun Neraca 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi 

SKPD membuat Neraca. Berikut ini merupakan contoh ilustrasi 

format N eraca: 

SAL DO SAL DO KENAIKAN/ 
URA IAN (%) 

20Xl 20Xl (PENURUNAN) 

Be ban Penyusutan Peralatan dan Mesin 

Be ban Penyusutan Ge dung dan Bangunan 

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, clan Irigasi 

Be ban Penyusutan Aset Te tap Lainnya 

Beban Penyusutan Aset Lainnya 

Be ban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Beban Bagi Hasil 

Beban Bantuan Keuangan 

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN 

OPERAS I ON AL 

I 

KEGIATAN NON OPERASIONAL 

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepi.san Aset 

Non Lancar-LO 

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka 

Panjang-LO 

Surplus Kegiatan Non Operasional-LO 

Defis it Penjualan/Pertukaran/ Pe lepasan Aset 

Non Lancar-LO 

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka 

Panjang-l.O 

Defisit Kegiatan Non Operasional-LO 

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON 

OPERASIONAL 

SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR 

BIASA 

POS LUAR BIASA 

Beban Tak Terduga 

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 

SURPLUS/(DEFISIT)-LO 
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SALDO SALDO 

20xX1 20X1 URAIAN 

KENAIKAN | 
(“0 

(PENURUNAN 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 

Beban Penyusutan Gedurig dan Bangunan 

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dani Irigasi 

Peban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 

Beban Penyusutan Aset Lainnya 

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Beban Bagi Hasil 

Beban Bantuan Keuangan 

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN 
OPERASIONAL 

KEGIATAN NON OPERASIONAL 

Surgius Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset 

Non Lancar-LO 

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka 

Panjang-LO 

Surplus Kegiatan Non Operasional-LO 

Defisit Penjualan /Pertukaran/ Pelepasan Aset 

Non Lancar-LO 

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka 

Panjang-LO 

Defisit Kegiatan Non Opsrasional-LO 

SURPLUS/(DEFISITI DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL 

SURPLUS /(DERISIT) SEBELUM POS LUAR 

BIASA 

POS LUAR BIASA 

Beban Tak Terduga 

SURPLUS/IDEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 

SURPLUS/(DEFISIT)-LO 

4) Menyusun Neraca 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi 

SKPD membuat Neraca. Berikut ini merupakan contoh ilustrasi 

format Neraca: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPD .. 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 

URAIAN 20x1 20X1 ' 

ASET 

ASET LANCAR 

Kas di Kas Daerah 

Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di BLUD 

Kas Dana BOS 

Kas Dana Kapitasi pada FKTP 

Kas Lainnya 

Setara Kas 

Investasi Jangka Pendek 

Piutang Pajak Daerah 

Piutang Retribusi Daerah 

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 
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JUMLAHASEI' 

PROPERI'l INVESTASI 

Properti lnvestasi 

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 

JUMLAH PROPERI'I INVEST ASI 

ASE!' LAINNYA 

Tagihan Jangka Panjang 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Aset Tidak Berwujud 

Aset Lain-lain 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

Treasury Deposit Facility (TDFj 

JUMLAH ASE!' LAINNYA 

JUMLAH DANA CADANGAN 

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 

JUMLAH ASE!' TEI'AP 

ASE!' TEI'AP 

Tanah 

Peralatan dan Mesin 

Ge dung dan Bangunan 

Jalan, Jaringan, dan Irigasi ' 

Aset Tetap Lainnya 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Akumulasi Penyusutan 

INVEST ASI JANGKA PANJANd 

Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 

lnvestasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 

Investasi dalam Obligasi 

Investasi dalam Proyek Pembangunan 

Dana Bergulir 

Deposito Jangka Panjang 

Investasi Non Permanen Lainnya 

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi Jangka Panjang Permanen 

Penyertaan Modal 

Investasi Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen 

JUMLAH INVEST ASI JANGKA PANJANG 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 

Pi utang Transfer Pemerintah Pusat 

PiutangTransfer Antar Daerah 

Piutang Lainnya 

Penyisihan Piutang 

Be ban Di bayar Dim uka 

Persecliaan 

Aset untuk Dikonsolidasikan 

JUMLAH ASE!' LANCAR 

20Xl URAIAN 20Xl 
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URAIAN 20X1 20X1 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

Piutang Transfer Antar Daerah 

Piutang Lainnya 

Penyisihan Piutang 

Beban Dibayar Dimuka 

Persediaan 

Aset untuk Dikonsoli dasikan 

JUMLAH ASET LANCAR 

INVESTASI JANGKA PANJANG 

Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 

Investasi dalam Obligasi 

Investasi dalam Proyek Pembangunan 

Dana Bergulir 

Deposito Jangka Panjang 

Investasi Non Permanen Lainnya 

Jumlah hwestasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi Jangka Panjang Permanen 

Penyertaan Modal 

Investasi Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen 

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 

ASET TETAP 

Tanah 

Peralatan dan Mesin 

Gedung dan Bangunan 

Jalan, Jaringan, dan Irigasi ' 

Aset Tetap Lainnya 

Konstruksi Dalarm Pengerjaan 

Akumulasi Penyusutan 

JUMLAH ASET TETAP 

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 

JUMLAH DANA CADANGAN 

ASET LAINNYA 

Tagihan Jangka Panjang 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Aset Tidak Berwujud 

Aset Lain-lain 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

Treasury Deposit Facility (TDF) 

JUMLAH ASET LAINNYA 

PROPERTI INVESTASI 

Properti Investasi 

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 

JUMLAH PROPERTI INVESTASI 

JUMLAH ASET 

jdih.pemalangkab.go.id



6) Menyusun CaLK (Disesuaikan dengan daftar isi sendiri) 

Berikut contoh format CaLK SKPD: 

URAIAN 20Xl 20Xl 

EKUITAS AWAL 

SURPLUS/ (DEFISIT)-LO 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / 

KESALAHAN MENDASAR : 

Koreksi 

Lain-lain 

EKUITAS AKHIR 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPD .. 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKIIlR SAM PAI DE NGAN 31 DES EM BER 20Xl DAN 20XO 

5) Menyusun LPE 

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat LPE menggunakan data 

Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang 

salah satunya diperoleh dari LO yang telah dibuat sebelumnya. 

LPE ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD. 

Berikut ini merupakan contoh ilustrasi format LPE SKPD. 

URAIAN 20Xl 20Xl 

KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga 

UtangBunga 

Utang Pinjaman Jangka Pendek 

Bagi an Lancar Utang Jangka Panjang 

Pendapatan Diterima Dimuka 

Utang Belanja 

RKPPKD 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Utang kepada Pemerintah Pus at 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Utang kepada Masyarakat 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

JUMLAH KEWAJIBAN 

EKUITAS 

EKUITAS 

Ekuitas 

JUMLAH EKUIT AS 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUIT AS 
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URAIAN 
20xX1 20xX1 

KEW AJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga 

Utang Bunga 

Utang Pinjaman Jangka Pendek 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Peridapatan Diterima Dimuka 

Utang Belanja 

RK FPKD 

. | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Utang kepada Pemerintah Pusat 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Utang kepada Masyarakat 

EKUITAS 

EKUITAS 

Ekuitas 

L 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PEN DEK 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

JUMLAH KEWAJIBAN 

JUMLAH EKUITAS 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

5) Menyusun LPE 

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat LPE menggunakan data 

Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang 

- salah satunya diperoleh dari LO yan g telah dibuat sebelumnya. 

LPE ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD, 

Berikut ini merupakan contoh ilustrasi form 

PEMERINTAH KABUPATEN PEM ALANG 

SKPD... 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 PESEMBER 

at LPE SKPD. 

20X1 DAN 20KO 

(— URAIAN 
20X1 20xX1 

EKUITAS AWAL 

SURPLUS/ (DEFISIT)-LO 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ 

KESALAHAN MENDASAR : 

Koreksi 

Lain-lain 

EKUITAS AKHIR 

6) Menyusun CaLK (Disesuaikan dengan daftar isi sendiri) 

Berikut contoh format CaLK SKPD: 
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Bab I Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

SKPD 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

SKPD 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan 

SKPD 

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

SKPD 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan 

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 

3.1 Laporan Realisasi Anzzaran 

3.1.1 Pendapatan LRA 

3.1.2 Belanja 

3.2 Neraca 

3.2.1 Aset 

3.2.2 Kewajiban 

3.2.3 Ekuitas 

3.3 Laporan Operasional 

3.3.1 Pendapatan -LO 

3.3.1 Be ban 

3.3.3 Kegiatan Non Operasional 

3.3.4 Pos Luar Biasa 

3.4 Laporan Perubahan Ekuitas 

3.4.1 Saldo Awal 

3.4.2 Surplus /Defisit - LO 

3.4.3 Koreksi Kesalahan 

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD 

BabV Penutup 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPD . 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

IBabi (| Pendahuluan 
1 

— 1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

SKPD 

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

SKPD 

1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan 

SKPD 

BabIl | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 

91 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

| SKPD 

IN 92 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

| target yang telah ditetapkan 

(Bab in | Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 

3.1 | Laporan Realisasi Anggaran 

3.1.1 | Pendapatan LRA 

3.1.2 | Belanja 

3.2 | Neraca 

TN 3.2.1 | Aset 

3.2.2 | Kewajiban 
1 3.2.3 | Ekuitas 

3.3 | Laporan Operasional 

3.3.1 | Pendapatan -LO 
3.31 | Beban 

3.3.3 | Kegiatan Non Operasional Kn 

3.3.4 | Pos Luar Biasa 

3.4 | Laporan Perubahan Ekuitas 

3.4.1 | Saldo Awal 

" 3.4.2 | Surpius/ Defisit - LO 

3.4.3 | Koreksi Kesalahan 

Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD 

Bab V | Penutup 
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Pendapatan Asli Pajak Darrah 

Daerah Daerah/Dokumen yang 

dipersamakan 

2) Dokumen yang Digunakan 

c) SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas 

se bagai beriku t : 

(1) Menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan 

pajak/ retribusi daerah; dan 

(2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh 

Fungsi Akuntansi PPKD. 

b) Bendahara- SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan 

ke dalam buku kas penerimaan. 

(2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari 

pendapatan; dan 

(3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah 

setiap hari. 

1) Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada 

SKPKD antara lain Bendahara- SKPKD, Fungsi Akuntansi - SKPKD, 

dan SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

a) Fungsi Akuntansi - SKPKD 

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi SKPKD, 

memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksij'kejadian pendapatan LO dan Pendapatan 

LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku 

Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 

(2) melakukan postingjurnal transaksi/kejadian pendapatan LO 

dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing 

rekening (rincian objek); dan 

(3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LP SAL, 

LO, LPE, Neraca, LAK dan CaLK. 

a. Akuntansi Pendapatan SKPKD 

II. SISTEM AKUNTANSI SKPKD 
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II. SISTEM AKUNTANSI SKPKD 

a. Akuntansi Pendapatan SKPKD 

1) Pihak-Pihak Terkait 

pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada 

SKPKD antara lain Bendahara - SKPKD, Fungsi Akuntansi - SKPKD, 

dan SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

a) Fungsi Akuntansi - SKPKD 

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi SKPKD, 

| memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi /kejadian pendapatan LO dan Pendapatan 

LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku 

Jurnal LRA dan Buku J urnal LO dan Neraca, 

(2) melakukan posting jurnal transaksi/ kejadian pendapatan LO 

dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing 

rekening (rincian objek), dan 

(3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LP SAL, 

LO, LPE, Neraca, LAK dan CaLK. 

b) Bendahara — SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan 

ke dalam buku kas penerimaan. 

(2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari 

pendapatan, dan 

(3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah 

setiap hari. 

c| SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas 

sebagai berikut : 

(1) Menandatangani/ mengesah
kan dokumen surat ketetapan 

pajak/ retribusi daerah, dan 

(2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh 

Fungsi Akuntansi PPKD. 

2) Dokumen yang Digunakan 

"Pendapatan Asli 1 | Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

Daerah 
Daerah/ Dokumen yang 

dipersamakan 
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Keputusan Kepala Daerah 

/ Dokumen yang dipersamakan 

Lain-lain I Pendapatan Hibah 

Pendapatan , 

Daerah yang Sah I 

Keputusan Kepala Daerah/ 

Dokumen yang dipersamakan 

Bantuan Keuangan 

Keputusan Kepala Daerah/ 

Dokumen yang dipersamakan 

Pendapatan bagi 

hasil Pajak 

Pendapatan Transfer 

Antar Daerah: 

PMK/Dokumen yang 

dipersamakan 

Dana Penyesuaian 

PMK/Dokumen yang 

dipersamakan 

Dana Keistimewaan 

PMK/Dokumen yang 

dipersamakan 

Dana Otonomi 

Khusus 

PMK/Dokumen yang 

dipersamakan 

OAK 

Perpres/ Dokumen yang 

dipersamakan 

DAU 

PMK/Dokumen yang 

dipersamakan 

Bagi hasil bukan 

Pajak 

PMK/Dokumen yang 

dipersamakan 

Bagi Hasil Pajak 

Pendapatan 

Transfer 

Pemerintah Pusat : 

Pendapatan 

Transfer 

SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/ 

Dokumen yang dipersamakan 

Tuntutan Ganti Rugi 

Nota Kredit/sertifikat deposito 

/ dokumen yang dipersamakan 

Jasa giro /bunga 

deposito 

Dokumen Kontrak Penjualan/ 

Perjanjian Penjualan/ Dokumen 

yang dipersamakan 

Penjualan Aset yang 

dipisahkan 

Lain-lain PAD yang 

Sah: 

Pendapatan Asli Hasil Pengelolaan Hasil RUPS / Dokumen yang 

Daerah Kekayaan Daerah yang dipersamakan 

Dipisahkan 

67 

Pendapatan Asli 

67 

Hasil Pengelolaan | Hasil RUPS / Dokum en yang si 

Paerah Kekayaan Daerah yang dipersamakan 

Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang 

Sah : 

p Penjualan Aset yang Dokumen Kontrak Penjualan/ 

dipisahkan Perjanjian Penjualan/ Dokumen 

yang dipersamakan 

Jasa giro/ bunga | Nota Kredit/sertifikat deposito 

deposito (dokumen yang dipersamakan 1 

Tuntutan Ganti Rugi | SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/ 

Dokumen yang dipersamakan 

Pendapatan Pendapatan — 

Transfer Transfer 

Pemerintah Pusat : 

Bagi Hasil Pajak PMK/ Dokumen yang 

dipersamakan 

Bagi hasil bukan PMK/Dokumen yang 

Pajak dipersamakan 

“ DAU Perpres/ Dokumen yang 

dipersamakan 
1 

| DAK PMK/Dokumen yang 

dipersamakan 

Dana Otonomi PMK/Dokumen yang 

Khusus dipersamakan 

Dana Keistimewaan | PMK/Dokumen yang 

dipersamakan 

Dana Penyesuaian | PMK/Dokumen yang 

| dipersamakan 

Pendapatan Transfer 

Antar Daerah: | 

Pendapatan bagi | Keputusan Kepala Daerah/ 

hasil Pajak | Dokumen yang dipersamakan — | 

Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah/ 

| Dokumen yang dipersamakan | 

Lain-lain Pendapatan Hibah Keputusan Kepala Daerah 

Pendapatan 
/Dokumen yang dipersamakan 

Daerah yang Sah 
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Pendapatan Tran sf er- 

LO / Lain-lain 

Pendapatan yang Sah-LO 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx 

3) Jurnal Standar 

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah: 

a) Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan 

dengan Penerimaan Ka'.s (Pendapatan- LRA); dan 

b) Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan- 

LO diakui sebelum Penerimaan Kas. 

Uraian mengenai pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada 

PPKD sebagai berikut: 

a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas 

(Pendapatan- LRA) 

Saat surat penetapan/ dokumen peraturan perundang-undangan 

yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal 

pengakuan Pendapatan-LO. 

Pihak Ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) 

melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, setelah 

. diterima makan Bank Kas Daerah akan membuat nota kredit atas 

penerimaan tersebut dan disampaikan kepada Fungsi Akuntansi 

PPKD un tuk pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan 

Pendapatan-LRA. 

Pengakuan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada 

saat diterimanya dana/kas masuk di Kas Daerah, Fungsi 

Akuntansi PPKD menjurnal: 

sesuai dengan Pendapatan/Dokumen yang 

ketentuan peraturan dipersamakan 

perundang-undangan 

Keputusan Kepala Daerah /PMK / 

Dokumen yang dipersamakan 

Dana Darurat 

Lain-lain Pendapatan Dokumen Penetapan 
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Keputusan Kepala Daerah / PMK / 

| Dokumen yang dipersamakan 
Dana Darurat 

Lain-lain Pendapatan | Dokumen Penetapan 

sesuai dengan Pendapatan/ Dokumen yang 

ketentuan peraturan dipersamakan 

perundang-undangan 

3) Jurnal Standar 

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah: 

a) Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan 

dengan Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA), dan 

b) Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan- 

LO diakui sebelum Penerimaan Kas. 

Uraian mengenai pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada 

PPKD sebagai berikut: 

a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas 

(Pendapatan-LRA) 

Saat surat penetapan / dokumen peratura
n perundang-undangan 

yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal 

pengakuan Pendapatan-LO. 

Pihak Ketiga (Pemerintah Pusat /Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) 

melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, setelah 

. diterima makan Bank Kas Daerah akan membuat nota kredit atas 

penerimaan tersebut dan disampaikan kepada Fungsi Akuntansi 

PPKD untuk pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan 

Pendapatan-LRA. 

Pengakuan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada 

saat diterimanya dana/kas masuk di Kas Daerah, Fungsi 

Akuntansi PPKD menjurnal: 

"Tan 2 Mana Na KA 1 dai NG Maa di 

Tangan | bai Iretemne TT Pe 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

Pendapatan Transier- 

XXX LO/ Lain-lain 
XXX 

Pendapatan yang Sah-LO 

jdih.pemalangkab.go.id



xxx 

xxx 
Piutang xxx 

xxx Pendapatan-LO xxx xxx 

Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan 

pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO tahun 

sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan Pendapatan­ 

LO. 

xxx xxx 

xxx 

Pendapatan-LO 

XXX Piutang xxx xxx 

xxx 

xxx ,~utang I 

b) Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan­ 

LO diakui sebelum Penerimaan Kas 

(1) Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas 

dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima 

pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum 

dibayar tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal 

penyesuaian. 

(2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah 

terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum 

diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus 

diakui walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi PPKD 

melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan 

yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku 

memorial. 

xxx 
Pendapatan Transfer-LRA/ 

XXX Lain-lain Pendapatan yang 

Sah-LRA 

xxx XXX Perubahan SAL XXX xxx 
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“| Nomor | Kode |”. . an 

Tae | aa Iracakel en 

XXX XXX xXx |IPerubahan SAL XXX 

Pendapatan Transfer-LRA/ 

XXX Lain-lain Pendapatan yang XXX 

Sah-LRA 

b) Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan- 

LO diakui sebelum Penerimaan Kas 

(1) 

(2) 

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas 

dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima 

pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum 

dibayar tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal 

penyesuaian. 

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah 

terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum 

diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus 

diakui walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi PPKD 

melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan 

yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku 

memorial. 

Piutang ecer memanen ane ataaaa XXX 

Pendapatan-LO “oom 
XXX 

ea ea 
XXX XXX XXX (Piutang XXX 

XXX Pendapatan-LO XXX 

Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan 

pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO tahun 

sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan Pendapatan- 

Ld. 

Tae Bukti | Rekening |” ai Te 2" 

XXX XXX XXX |(Pendapatan-LO XXX 

0014 Piutang XXX 
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xxx 

xxx 

Utang Belanja Bunga xxx 

XXX Be ban Bunga xxx xxx 

Jurnal LO dan N eraca 

3) Jurnal Standar 

a) Behan Bunga 

Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan 

Pihak Ketiga, dimana konsekuensi dari Utang tersebut akan timbul 

adanya Kewajiban Bunga, berdasarkan kejadian tersebut, maka 

jurnal standar: 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dapat berupa Surat Keputusan Kepala 
I 

Daerah/SP2D/Nota debet/ NPHD/Dokumen yang dipersamakan. 

b] Bendahara Pengeluaran SKPKD. 

(1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan 

belanja ke dalam buku kas umum PPKD. 

(2) membuat SPJ atas beban dan belanja. 

1) Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja 

antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan 

Bendahara Pengeluaran SKPKD. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi Behan dan Belanja, Pejahat 

Penatausahaan Keuangan SKPKD melaksanakan fungsi 

akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA 

dan Buku Jurnal LO dan N eraca; 

(2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar 

masing-masing rekening (rincian ohjek); 

(3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LP 

SAL, LAK, LPE, Neraca dan CaLK. 

b. Akuntansi Behan dan Belanja SKPKD 
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b. Akuntansi Beban dan Belanja SKPKD 

1) Pihak-Pihak Terkait 

pihak-pihak yang terkait dal am sistem akuntansi beban dan belanja 

antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan 

Bendahara Pengeluaran SKPKD. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, 

Penatausahaan Keuangan SKPKD melaksanakan 

akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/ kejadi 

Pejabat 

fungsi 

an beban dan belanja berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA 

dan Buku Jurnal LO dan Neraca, 

(2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi / kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar 

masing-masing rekening (rincian objek), 

(3) menyusun Laporan Keuangan, yang terd 

SAL, LAK, LPE, Neraca dan CaLK. 

b) Bendahara Pengeluaran SKPKD. 

iri dari LRA, LO, LP 

(1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan 

belanja ke dalam buku kas umum PPKD. 

(2) membuat SPJ atas beban dan belanja. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dapat berupa Surat Keputusan Kepala 

Daerah/SP2D/ Nota debet / NPHD/Dokumen yang dipersamakan. 

3) Jurnal Standar 

a) Beban Bunga 

Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan 

pihak Ketiga, dimana konsekuensi dari Utang tersebut akan timbul 

adanya Kewajiban Bunga, berdasarkan kejadian tersebut, maka 

jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

| XXX | Utang Belanja Bunga 

Tanggal) Bukti | Rekening | Dg Te 

XXX XXX XXX  IBeban Bunga XXX 

XXX 
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xxx 

xxx xxx xxx Utang Belanj a Subsidi 

xxx 
xxx 

Kas di Kas Daerah 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan subsidi 

dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung dan 

dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima su bsidi 

berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan N eraca 

xxx xxx 

xxx xxx XXX • Be ban Subsidi xxx 
Utang Belanja Subsidi 

Jurnal LO dan Neraca 

b) Behan Subsidi 

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang 

pemberian subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang 

dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

xxx xxx 
xxx xxx xxx Belanj a Bunga xxx 

Perubahan SAL 

xxx 

Jurnal LRA 

xxx 
xxx xxx xxx Utang Belanja Bunga xxx 

Kas di Kas Daerah 

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan 

mekanisme Surat Perin tah Pencairan Dana Langsung 

berdasarkan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana 

Langsung maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan 

dalam jurnal standar: 

J urnal LO dan N eraca 
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Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan 

mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana Langsung 

berdasarkan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana 

Langsung maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan 

dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

XXX XXX xxx — lUtang Belanja Bunga XXX 

XXX Kas di Kas Daerah XXX 

Jurnal LRA 

Gn  Nomor 1 Kode 1 Ea Me Ta Nan 0 

ma ON Sem PT 
xxx 1 xxx xxx (Belanja Bunga XXX 

XXX Perubahan SAL XXK 

b) Beban Subsidi 

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang 

pemberian subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Daerah/ Perjanjian/ Dokumen yang 

dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

be aa 
"I xxx | xxx Xxx IBeban Subsidi XXX 

XXX Utang Belanja Subsidi 2 XXX 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan subsidi 

dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung dan 

dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi 

berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca | 

anget | MOM 
| Kode | 

Bukti Rekening d 2 1 Uretn 1 . : | ee Kredit 

XXX XXX XXX lUtang Belanja Subsidi XXX 

| XXX |. Kas di Kas Daerah XXX 
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d) Behan Bantuan Keuangan 

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka 

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

standar: 

xxx 

xxx xxx xxx Belanja Bagi Hasil 

xxx 

xxx 
Perubahan SAL 

XXX, 

xxx xxx XXX Utang Belanja Bagi Hasil 

xxx 
xxx 

Kas di Kas Daerah 

J urnal LO dan Neraca 

Pencairan Dana Langsung dan dilakukan pembayaran kepada 

kahupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi 

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bagi 

hasil pajak ke kahupaten/kota dengan diterbitkan Surat Perintah 
I 

xxx xxx 
xxx xxx xxx Be ban Bagi Hasil xxx 

Utang Belanja Bagi Hasil 

Jurnal LO dan Neraca 

c) Behan Bagi Hasil 

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah tentang Bagi Hasil Pajak ke kahupaten/kota. Berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bagi hasil pajak 

kahupaten/kota maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan 

dalam jurnal standar: 

xxx xxx 

xxx xxx xxx Belanja Subsidi xxx 

Perubahan SAL 

Jurnal LRA 
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" Jurnal LRA 

an ne ne 

(rangga Bukti (Rekening Man Ga 3 Ka 

XXX XXX XXX Belanja Subsidi XXX 

XRX Perubahan SAL XXX 

c| Beban Bagi Hasil 

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah tentang Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/kota. Berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bagi hasil pajak 

kabupaten/kota maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan 

dalam jurnal standar: 

Kara LO dan Neraca 

tani Me Ba be Sta 

XXX XXX xxx — IBeban Bagi Hasil XXX 

| | XXX 1x Utang Belanja Bagi Hasill XXX 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bagi 

hasil pajak ke kabupaten/kota dengan diterbitkan Surat Perintah 

Pencairan Dana Langsung dan dilakukan pembayaran kepada 

kabupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi 

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

XXX XXX XXX Tutang Bean a Bagi Hasil XXX 

XXX. | Kas di Kas Daerah 4 | XXX | 

Jurnal LRA 
| 

Tanggal | Bukti | Rekening | Pn an aa 

XXX XXX XXX Belanja Bagi Hasil XXX 

XXX | Perubahan SAL A XXX 

d) Beban Bantuan Keuangan 

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka 

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

standar:
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b) Bendahara Umum Daerah 

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, Bendahara Umum Daerah 

melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan 

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada 

PPKD memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi 

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 

(3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LP-SAL, 

LO, LPE, LAK, Neraca dan CaLK. 

1) Pihak-pihak terkait 

a) Fungsi Akun tansi - SKPKD 
I 

c. Akuntansi Pembiayaan di SKPKD 

xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

xxx Kas di Kas Daerah xxx 

xxx xxx Utang Belanj a Bantuan 

Keuangan 
xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

bantuan keuangan dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan 

Dana Langsung dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak 

menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi 

akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

xxx xxx xxx Beban Bantuan Keuangan xxx 

xxx Utang Belanja Bantuan xxx 
Keuangan 

Kemudian Pemerintah Dae rah melakukan pencairan dana 

. Jurnal LO dan Neraca 
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- Jurnal LO dan Neraca | 

| aa 
Fanggas Bukti | Rekening| tema Se Pe 3 an Th 

XXX XXX KXX Beban Bantuan Keuangan XXX 

Utang Belanja Bantuan 
XXX 

Keuangan 
XXX 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana 

bantuan keuangan dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan 

Dana Langsung dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak 

menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi 

akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

: —..I Nomor Kode 2 Ne Men E Na 

Tengea | au Inda Ae ai 
xxx xxx xxx Utang Belanja Bantuan xxx 

Keuangan 

XXX Kas di Kas Daerah XXX 

Jurnal LRA 

Tanggal Bukti | Rekening: 3 Uraian 2 Debet " Ne 

Xxx Xxx Xxx ee Tante 

selangan 

XXK Perubahan SAL XXX 

c. Akuntansi Pembiayaan di SKPKD 

1) Pihak-pihak terkait 

a) Fungsi Akuntansi - SKPKD 

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada 

PPKD memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum, 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi 

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek): 

(3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LP-SAL, 

LO, LPE, LAK, Neraca dan CaLK. 

b) Bendahara Umum Daerah 

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, Bendahara Umum Daerah 

melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan 
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PENCATATAN OLEH PPKD 
NO TRANSAKSI 

URAIAN DEBET KREDIT 

1 Saat Penerimaan Kas di Kas Dae rah xxx 
Pembiayaan Kewajiban Jangka Panjang xxx 

Pe rubahan SAL xxx 
Penerimaan Pembiayaan xxx 

2 Saat Pem bayaran Be ran Bunga xxx 
Kewajiban Bunga Kas di Kas Daerah xxx 

Belanja Bunga xxx 
Perubahan SAL xxx 

3 Saat Pelunasan Kewajiban Jangka Panjang xxx 
Kewajiban Kas di Kas Dae rah xxx 

Pengeluaran Pembiayaan xxx 
Pe rubahari SAL xxx 

4 Saat Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang xxx 
Bagian Lancar Kewajiban xxx 

- · Pinjaman Daerah 

3) Jurnal Standar 

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. 

Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan 

maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi 

kewajiban, sebagai berikut: 

. 
a) Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan; 

b) Naskah Perjanjian Kredit; 

c) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung sebagai dokumen 

pencairan dari rekening kas umum daerah; 

d) Nota Kredit; 

e) Dokumen lainnya. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara 

lain: 

c) PPKD 

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas 

menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum 

diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga Bendahara 

· Umum Daerah memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi 

untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang 

sebelumnya disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan daerah. 
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pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga Bendahara 

: Umum Daerah memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi 

untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang 

sebelumnya disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan daerah. 

c) PPKD 

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas 

menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum 

diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara 

lain: 

a) Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan, 

b) Naskah Perjanjian Kredit, 

c) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung sebagai dokumen 

pencairan dari rekening kas umum daerah, 

d) Nota Kredit, 

e) Dokumen lainnya. 

3) Jurnal Standar 

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. 

Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan 

maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi 

kewajiban, sebagai berikut: 

-" Pinjaman Daerah 

No TRANSAKSI PENCATATAN OLEH PPKD 

URAIAN DEBET KREDIT 

1 ISaat Penerimaan Kas di Kas Daerah XXX 

Pembiayaan Kewajiban Jangka Panjang XXX 

Perubahan SAL XXX 

Penerimaan Pembiayaan XXX 

2 Saat Pembayaran Beban Bunga XXX 

Kewajiban Bunga Kas di Kas Daerah XXX 

Belanja Bunga XXX 

Perubahan SAL XXX 

3 ISaat Pelunasan Kewajiban Jangka Panjang XXX 

Kewajiban Kas di Kas Daerah XXX 

Pengeluaran Pembiayaan XXX 

3 Perubahan SAL XXX 

| 4 Saat Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang XXX 

Bagian Lancar Kewajiban KAK 
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akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara 

kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian 

PPKD melaksanakan fungsi Penatausahaan Keuangan 

1) Pihak-pihak terkait 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Pejabat 

d. Akuntansi Kas dan Setara Kas pada SKPKD 

PEN CAT AT AN OLEH PPKD 
NO TRAN SAKS! 

URAIAN DEBET KREDIT 

1 Saat Pemberian Pinjaman Investasi Jangka Panjang xxx 
Kas di Kas Daerah xxx 

Pengeluaran Pem biayaan xxx 
Perubahan SAL xxx 

2 Ketika Menerima Bunga Kas di Kas Daerah xxx 
Pinjaman Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Dana Bergulir- xxx 
LO 

Perubahan SAL xxx 
Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Dana Bergulir- xxx 
LRA 

3 Ketika Pengembalian Kas di Kas Daerah xxx 
Pokok Pinjaman Penerimaan Kembali xxx 

- Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman Daerah 

PENCATATAN OLEH PPKD 
NO TRANSAKSI 

URAIAN DEBET KREDIT 

1 Saat Penyertaan Modal Investasi Jangka Panjang xxx 
Kas di Kas Dae rah xxx 

Pengeluaran Pembiayaan xxx 
Perul:ahan SAL xxx 

2 Ketika Menerima Bagi Kas di Kas Daerah xxx 
Hasil Hasil Pengelolaan xxx 

Perul:ahan SAL xxx 
Hasil Pengelolaan xxx 

3 Ketika Dijual/Diambil Penjualan Diatas Investasi. 

Kas di Kas Daerah xxx 
Investasi Jangka Panjang xxx 
Surplus Pe le pasan xxx 

Penjualan Dibawah Investasi. 

Kas di Kas Daerah xxx 
Defisit Pelepasan lnvestasi 

Investasi Jangka Panjang xxx 

- Bagi Hasil Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan 

. Penyertaan Modal 
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- Bagi Hasil Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan 

. Penyertaan Modal 

PENCATATAN OLEH PPKD 

NO TRANSAKSI URAIAN DEBET KREDIT 

1 (Saat Penyertaan Modal Investasi Jangka Panjang XX 

Kas di Kas Daerah MXK 

Pengeluaran Pembiayaan KK 

Perubahan SAL XXX 

3 Ketika Menerima Bagi Kas di Kas Daerah XXX 

Hasil Hasil Pengelolaan 
KAK 

Perubahan SAL XXX si 

|” Hasil Pengelolaan 
XXX 

3 Iketika Dijual/ Diambil Penjualan Diatas Investasi 

Kas di Kas Daerah KKX 

Investasi Jangka Panjang XXX 

Surplus Pelepasan XAK 

Peryualan Dibawah Investasi 

Kas di Kas Daerah KXX 

Defisit Pelepasan Investasi 

Investasi Jangka Panjang XXX 

- 

. Pemberian Pinjaman Dae 

Pinjaman Daerah 

rah dan Penerimaan Kembali Pemberian 

|. 
PENCATATAN OLEH PPKD 

NO TRANSAKSI URAIAN DEBET KREDIT 

1 ISaat Pemberian Pinjaman Investasi Jangka Panjang XXX 

Kas di Kas Daerah XXX 

Pengeluaran Pembiayaan XXX 

Perubahan SAL XXX 

» (Ketika Menerima Bunga |Kas di Kas Daerah XXX 

Pinjaman Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Dana Bergulir- XXX 

LO 

Perubahan SAL XXX 

Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Dana Bergulir- KAK 

LRA 

3 Ketika Pengembalian Kas di Kas Daerah XXX 

Pokok Pinjaman Penerimaan Kembali REK | 

d. Akuntansi Kas dan Setara Kas pada SKPKD 

1) Pihak-pihak terkait 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Pejabat 

Penatausahaan Keuangan PPKD melaksanakan fungsi 

akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum, 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian kas dan setara 

kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian
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3) Jurnal Standar 

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD 

mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada 

sistem akuntansi akun-akun Pendapatan Daerah-LO, Behan, Aset, 

Kewajihan, dan Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka 

akan dicatat disisi "dehet" sedangkan jika kas dan setara kas 

herkurang akan dicatat disisi "kredit". 

I 

akun Pendapatan-LO, Behan, Aset, Kewajihan, dan Ekuitas. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara 

kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait 

penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun- 

d) PPKD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki 

tugas: 

(1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum 

diserahkan dalam proses penggahungan/konsolidasi yang 

dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. 

(2) menandatangani surat pernyataan tanggungjawah PPKD. 

c) Bendahara Pengeluaran - SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara 

Pengeluaran PPKD memiliki tugas menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait 

dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas 

· ke fungsi akuntansi SKPKD. 

b] Bendahara Penerimaan - SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara 

Penerimaan SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait 

dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas 

ke fungsi akuntansi SKPKD. 

ohjek); 

(3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LP 

SAL, LPE, LAK, Neraca dan CaLK. 
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objek), 

(3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LP 

SAL, LPE, LAK, Neraca dan CaLK. 

b) Bendahara Penerimaan - SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara 

Penerimaan SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait 

dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas 

ke fungsi akuntansi SKPKD. 

c| Bendahara Pengeluaran - SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara 

Pengeluaran  PPKD memiliki tugas menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait 

dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas 

" ke fungsi akuntansi SKPKD. 

d) PPKD. 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki 

tugas: 

(1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum 

diserahkan dalam proses penggabungan /konsolidasi yang 

dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. 

(2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara 

kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait 

penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun- 

akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. 

3) Jurnal Standar 

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD 

mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada 

sistem akuntansi akun-akun Pendapatan Daerah-LO, Beban, Aset, 

Kewajiban, dan Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka 

akan dicatat disisi “debet” sedangkan jika kas dan setara kas 

berkurang akan dicatat disisi “kredit”.
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N ota Kredi t / sertifikat 

SKTJM/ Keputusan 

RUPS 

SKP2K/ 

2) Dokumen yang digunakan 

SKP Daerah/SKPDKB/Hasil 

deposito/ SK Pembebanan/ 

b) Bendahara Penerimaan - PPKD. 

(1) mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam 

buku kas penerimaan PPKD; 

(2) membuat Surat Pertanggungjawaban atas pendapatan. 

1) Pihak-pihak Terkait 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan - PPKD. 

Dalam sistem akuntansi piutang, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan - PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, 

memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti­ 

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan 

Buku J urnal LO dan N eraca. 

(2) melakukan postingjurnal transaksi/kejadian pendapatan LO 

dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing 

rekening. 

· (3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LP 

SAL, LPE, LAK, Neraca dan CaLK. 

e. Akuntansi Piutang di SKPKD 

xxx Kas dan Setara Kas xxx 

xxx xxx 
Be ban/ Aset/Kewajiban/ 

Ekuitas 
xxx xxx 

b) Jurnal Standar- Kas dan Setara Kas Saat Berkurang 

Jurnal LO dan Neraca 

xxx xxx 
Pendapatan-LO/ Aset/ 

Kewai iban/ Ekuitas 

xxx xxx xxx Kas dan Setara Kas xxx 

a) Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Bertambah 

Jurnal LO dan N eraca 
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a) Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Bertambah 

Jurnal LO dan Neraca 

“Eat In omor | Kode, 2 Ma “1 1 Ba 3 1 Se 1. 5 Da 

tg " | Bukti Rekening T “2 Meh H5 1. 1 T Kn : 

XXX XXX XXX Kas dan Setara Kas XXX 

Pendapatan-LO/Aset/ KK 

Kewajiban / Ekuitas 

b) Jurnal Standar — Kas dan Setara Kas Saat Berkurang 

Jurnal LO dan Neraca 

an Be | JKode Ra 
tangga Bukti (Rekening 1” 

saga xxx ga Kewajiban xxx 

XXX Kas dan Setara Kas XXX 

e. Akuntansi Piutang di SKPKD 

1) Pihak-pihak Terkait 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan - PPKD. 

Dalam sistem akuntansi piutang, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan - PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, 

memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti- 

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan 

Buku Jurnal LO dan Neraca. 

(2) melakukan posting jurnal transaksi/ kejadian pendapatan LO 

dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing 

rekening. 

" (3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LP 

SAL, LPE, LAK, Neraca dan CaLK. 

b) Bendahara Penerimaan - PPKD. 

(1) mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam 

buku kas penerimaan PPKD, 

(2) membuat Surat Pertanggungjawaban atas pendapatan. 

2) Dokumen yang digunakan 

SKP  Daerah/SKPDKB/Hasil RUPS Nota Kredit/sertifikat 

deposito/ SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Keputusan
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XXX Pendapatan-LRA 

xxx 
xxx 

xxx XXX Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Piutang xxx 

xxx 
xxx 

xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx 

Jurnal LO dan N eraca 

Telah diterima Nota Kredit dari bank/bukti tanda terima 

pembayaran/bukti penerimaan kas/ dokumen yang dipersamakan 

dimana terjadi pemindahbukuan ke kas daerah, oleh itu bendahara 

penerimaan akan mencatat sebagai penerimaan kas untuk 

pelunasan piutang maka fungsi akuntansi melakukan jurnal 

standar: 

Pendapatan-l.O xxx 

xxx Piutang 

xxx 
xxx xxx xxx 

Telah diterima dokumen berupa Peraturan Menteri Keuangan/ 

Peraturan Presiden/ Surat Keputusan Kepala Daerah/ 

Kontrak/ Surat Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan dan 

belum diterima pembayaran maka fungsi akuntansi akan 

melakukan jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

3) Jurnal Standar 

. 
Dokumen lain yang dipersamakan. 

Kontrak/ Perjanjian Penjualan secara angsuran/ Surat 

Keputusan Pembebanan kerugian /SP2D/ Nota debet atau 

daerah/ Kepala Pengadilan/ PMK/ Perpres/ Keputusan 
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Pengadilan/ PMK/ Perpres / Keputusan Kepala 

angsuran/ 

daerah/ 

Kontrak/ Perjanjian Penjualan secara Surat 

Keputusan — Pembebanan kerugian /SP2D/ Nota debet atau 

Dokumen lain yang dipersamakan. 

3) Jurnal Standar 

Telah diterima dokumen berupa Peraturan Menteri Keuangan/ 

Peraturan Presiden/ Surat Keputusan Kepala Daerah/ 

Kontrak/ Surat Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan dan 

belum diterima pembayaran maka fungsi akuntansi akan 

melakukan jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tangg : Bukti |Rekening| 1 hana 5 ea Tana 

xxx | XXX Xxx — |Piutang XXX 

XXX Pendapatan-LO | XXX 

Telah diterima Nota Kredit dari bank/bukti tanda terima 

pembayaran /bukti penerimaan kas /dokumen yang dipersamakan 

dimana terjadi pemindahbukuan ke kas daerah, oleh itu bendahara 

penerimaan akan mencatat sebagai penerimaan kas untuk 

pelunasan piutang maka fungsi 

standar: 

akuntansi melakukan jurnal 

Jurnal LO dan Neraca 

00 Nomor | Kode | ee Nee 2 - Zn 

Tanggal | Bukti | Rekening| 2nd me Umr 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

| XXX Piutang XXX | 

Jurnal LRA 

2... Nomor | Kode Te ea 
Jra : bet | Kredit 

Tanggal Bukti | Rekening se Ta aa | 3g ln re 

XXX XXX XXX (Perubahan SAL XXX 

XXX Pendapatan-LRA 1 XXX | 
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xxx 
xxx 

Kas di Kas Daerah xxx 
XXX Investasi Jangka Pendek xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

3) J urn al Standar 

aj Perolehan Investasi 
I 

(1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek) 

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan/ 

pembelian investasi jangka pendek dalam rangka manajemen 

kas, fungsi akuntansi SKPKD mencatat jurnal: 

b) PPKD 

. Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas: 
I 

(1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum 

diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang 

dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD 

(2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen terkait dengan sistem akuntansi Investasi pada PPKD 

adalah Sertifikat Saham/ Sertifikat Deposito/Sertifikat 

Obligasi/SUN/Sertifikat SBI/ Sertifikat SPN/ SP2D-LS (jika 

tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit atau Dokumen lain yang 

Dipersamakan 

1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara 

lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan PPKD. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi investasi, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD yang 

memiliki tugas se bagai beriku t: 

(1) Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti­ 

bukti transaksi yang sah ke Buku Jumal Umum; 

(2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke 

dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 

(3) Membuat laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LP-SAL, 

LPE, LAK, Neraca, dan CaLK. 

f. Akuntansi Investasi di SKPKD 

79 

f. 

79 

Akuntansi Investasi di SKPKD 

1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara 

lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan PPKD. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi investasi, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD yang 

memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) Mencatat transaksi/ kejadian investasi berdasarkan bukti- 

bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum, 

(2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke 

dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek): 

(3) Membuat laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LP-SAL, 

LPE, LAK, Neraca, dan CaLK. 

b) PPKD 

| Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas: 

(1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum 

diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang 

dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD 

(2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen terkait dengan sistem akuntansi Investasi pada PPKD 

adalah Sertifikat  Saham/ Sertifikat  Deposito/ Sertifikat 

Obligasi/SUN/Sertifikat SBI/ Sertifikat SPN/ SP2D-LS (jika 

tunai) /BAST (jika berupa aset)/ Nota Kredit atau Dokumen lain yang 

Dipersamakan 

3) Jurnal Standar 

a) Perolehan Investasi 

(1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek) 

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan/ 

pembelian investasi jangka pendek dalam rangka manajemen 

kas, fungsi akuntansi SKPKD mencatat jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

0 Nomer | Kode Na Ta ee 3 

XXX XXX XXX  lIinvestasi Jangka Pendek XXX 

XXX Kas di Kas Daerah XXX 
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xxx 
XXX Pengeluaran Pembiayaan 

b) Hasil Investasi 

(1) Hasil Investasi Jangka Pendek 

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan yang 

diperoleh dari hasil investasi jangka pendek. Pendapatan ini 

biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi 

jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan 

digabungkan ke sub bagian pelepasan investasi. 

xxx 

Perubahan SAL xxx 
xxx xxx 

xxx 

xxx Investasi Jangka Panjang 

Permanen 

Jurnal LRA 

xxx 

Kas di Kas Daerah xxx 

xxx xxx 

(b) Investasi Jangka Panjang Permanen 

Jurnal LO dan Neraca 

xxx XXX Pengeluaran Pembiayaan 

XXX Perubahan SAL 

xxx 

xxx Investasi Jangka Panjang 

Non Permanen 

xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

Kas di Kas Daerah 

Jurnal LRA 

xxx 

xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

(a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

(2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang) 

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam 

peraturan daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh 

fungsi akuntansi PPKD berdasarkan Surat Perintah Pencairan 

dana Langsung (jika tunai) yang menjadi dasar pencairan 

pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. fungsi 

akuntansi PPKD mencatat perolehan investasi jangka panjang 

dengan jurnal: 

80 80 

(2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang) 

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam 

peraturan daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh 

fungsi akuntansi PPKD berdasarkan Surat Perintah Pencairan 

dana Langsung (jika tunai) yang menjadi dasar pencairan 

pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. fungsi 

akuntansi PPKD mencatat perolehan investasi jangka panjang 

dengan jurnal: 

(a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Jurnal LO dan Neraca 

xxx xxx xxx Investasi Jangka Panjang xx 

Non Permanen 

XXX Kas di Kas Daerah XXX | 

Jurnal LRA 

Tanggal ato | Reka San Ot Bh an kn Krotit 

XXX XXX xXx (Pengeluaran Pembiayaan XXX 

| XXX Perubahan SAL Xxx 

(b) Investasi Jangka Panjang Permanen 

Jurnal LO dan Neraca 

Pn Kredit | 

xxx Xxx xxx Investasi Jangka Panjang xxx 

Permanen 

XXX Kas di Kas Daerah XXX 

Mo ee aa 
XXX XXX XXX  |Pengeluaran Pembiayaan XXX 

| XXX Perubahan SAL XXX 

b| Hasil Investasi 

(1) Hasil Investasi Jangka Pendek 

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan yang 

diperoleh dari hasil investasi jangka pendek. Pendapatan ini 

biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi 

jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan 

digabungkan ke sub bagian pelepasan investasi.
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xxx Pendapatan-Lka xxx 
xxx XXX Perubahan SAL xxx xxx 

Jurnal LRA 

XXX Piutang xxx 
xxx XXX Kas di Kas Daerah xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

- Pada saat pemerintah daerah menerima pendapatan/ 

bagi hasil 

XXX Pe ndapatan-Lo xxx 
xxx XXX Piutang xxx xxx 

J urnal LO dan N eraca 

- Ketika ada penetapan pendapatan / bagi hasil 

(2) Hasil Investasi J angka Panjang 

(a) Metode Biaya 

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan 

tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah 

daerah. Pemerintah daerah hanya menerima 

pendapatarr/bagi hasil yang dibagikan oleh perusahaan. 

Fungsi akuntansi SKPKD menjurnal: 

xxx xxx 

xxx 

Pendapatan-LRA 

XXX Perubahan SAL xxx xxx 

Jurnal LRA 

XXX Pendapatan-LO xxx 

xxx XXX Kas di Kas Daerah xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

81 B1 

Jurnal LO dan Neraca 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

|. XXX Pendapatan-LO XXX 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

SXX Pendapatan-LRA XXX 

(2) Hasil Investasi Jangka Panjang 

(a) Metode Biaya 

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan 

tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah 

daerah. Pemerintah daerah hanya menerima 

pendapatan /bagi hasil yang dibagikan oleh perusahaan. 

Fungsi akuntansi SKPKD menjurnal: 

. Ketika ada penetapan pendapatan/ bagi hasil 

Jurnal LO dan Neraca 

aa aa | Tanggal 

XXX XXX XXX Piutang XXX 

XXX Pendapatan-LO XXX 

. Pada saat pemerintah daerah menerima pendapatan/ 

bagi hasil 

Jurnal LO dan Neraca 

(Ikekening | | Ai Ye (| peter Pd 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

XXX Piutang XXX 

Jurnal LRA 

Tanggal | Bukti | Rekening De An He 

xxx 1 xxx | xxx (perubahan SAL XXX 

— XXX Pendapatan-LRA Xxx 
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xxx 
xxx 

XXX Pendapatan-10 

XXX Kas di Kas Daerah xxx xxx 

J urnal LO dan Neraca 

(c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan 

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang 

non permanen telah diterima, Fungsi Akuntansi SKPKD 

mencatat penerimaan bunga dengan jurnal: 

xxx xxx 
xxx 

Pendapatan-Lka 

XXX Perubahan SAL xxx xxx 

Jurnal LRA 

Investasi Jangka 

Panjang 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx XXX Kas di Kas Dae rah xxx 

Jurnal LO dah N eraca 

menerima daerah - Pada saat pemerintah 

pendapatan/ bagi hasil 

xxx XXX Pendapatan-Lo 

xxx xxx xxx XXX Investasi Jangka Panjang 

- Ketika ada penetapan pendapatan/ bagi hasil Jurnal 

LO dan Neraca 

(b) Metode Ekuitas 

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat 

pemerintah daerah berinvestasi, PPKD dapat mengetahui 

jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. 

Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh 

perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang 

dimiliki pemerintah daerah. Fungsi akuntansi SKPKD 

mencatat kejadian tersebut dengan melakukan 

penjurnalan sebagai berikut: 

82 82 

(b) Metode Ekuitas 

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat 

pemerintah daerah berinvestasi, PPKD dapat mengetahui 

jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. 

Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh 

perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang 

dimiliki pemerintah daerah. Fungsi akuntansi SKPKD 

mencatat kejadian tersebut dengan melakukan 

penjurnalan sebagai berikut: 

. Ketika ada penetapan pendapatan/ bagi hasil Jurnal 

LO dan Neraca 

Tanggal | Bukti | Rekeming| aa 

XXX XXX XXX Investasi Jangka Panjang KXK 

XXX Pendapatan-LO Xxx | 

- Pada saat pemerintah daerah menerima 

pendapatan/ bagi hasil 

Jurnal LO dan Neraca 

"Nomor | Kode | Ne en Ana an 
| roneaat 'Bukt | Relaniup 0 3 “peta Hita 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

Investasi Jangka 
XXX , XXX 

Panjang L 

Jurnal LRA 

da ee at 5 
XXX XXX XX Perubahan SAL KAK 

|. XXX Pendapatan-LRA xxx 

(c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan 

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang 

non permanen telah diterima, Fungsi Akuntansi SKPKD 

mencatat penerimaan bunga dengan jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

“nomor | Kode | 
Tanggal | Bukti | Rekening | 
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XSX 

XXX Pendapatan-LO XXX 

Uraian | Debet | Kredit 
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xxx 

XXX Perubahan SAL 

xxx 

xxx 
Penerimaan 

Pembia aan 

xxx xxx 

Jurnal LRA 

xxx 
Surplus Pe lepasan 

lnvestasi Jk. Panian 
xxx 

xxx 

XXX Kas di Kas Daerah 

xxx 

xxx 
Investasi Jangka 

Panian 

xxx xxx 

(2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang 

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang 

misalnya saham, berdasarkan dokumen transaksi yang 

dimiliki PPKD, fungsi akuntansi SKPKD melakukan 

pencatatan dengan menjurnal: 

- Jika pelepasan investasi Surplus 

Jurnal LO dan Neraca 

xxx 

Pendapatan- LRA xxx 

XXX Perubahan SAL 

xxx 

xxx xxx 

Jurnal LRA 

xxx Pendapatan-LO xxx 

xxx 
Investasi Jangka 

Pendek 
xxx 

XXX Kas di Kas Daerah 

xxx 

xxx xxx 

Jurnal LO dan N eraca 

c) Pelepasan Investasi 

( 1) Pelepasan Investasi' J angka Pendek 

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, 

berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi 

Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal: 

xxx 

XXX Perubahan SAL 

xxx 

xxx 

Pendapatan-LRA 

xxx xxx 

83 

Jurnal LRA 

83 

Jurnal LRA 

5 Bukti | Rekening | ba 5g 1 Ha - Kredi . 

XXX XXX XXX Perubahan SAL KR 

XXX Pendapatan-LRA XXX 

c) Pelepasan Investasi 

(1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek 

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, 

berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi 

Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

Sa Name Pen be (ee Ba Ta 

Tanggal | Buku |Rekening| 0 PSAN ek 
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

x Investasi Jangka Xxx 

Pendek 

XXX Pendapatan-LO XXX 

Jurnal LRA 

XXX XXX Xxx (Perubahan SAL XXX 

XXX Pendapatan-LRA XXX 

(2) 
Ketika dilakukan pelepasan 

Pelepasan Investasi Jangka Panjang 

investasi jangka panjang 

misalnya saham, berdasarkan dokumen transaksi yang 

dimiliki PPKD, fungsi akuntansi 

pencatatan dengan menjurnal: 

- Jika pelepasan investasi Surplus 

SKPKD melakukan 

Jurnal LO dan Neraca 

: Nomor | Kode ea 2 Mena 
Tanggal “Bukti |Rekemng| Ma “ea area 

XXX XXX XXX  |Kas di Kas Daerah XXX 

XXX Investasi Jangka Xxx 

' Panjang 

XXX Surplus Pelepasan xxx 

Investasi Jk. Panjang 

Jurnal LRA 

Nomor | Kode La Pa 
Tanggal | Bukti | Rekening se Le Ls 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

xxx Penerimaan xxx 

Pembiayaan | —34 
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2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan 

antara lainnya: 

b) PPKD. 

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas: 

(1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum 

diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang 

dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD; 

(2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. 

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-PPKD memiliki 

tugas se bagai beriku t: 

(1) mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum 

(2) mempostingjurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan 

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek) 

(3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LP­ 

SAL, LPE, LAK, Neraca dan CaLK. 

1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan 

antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan PPKD. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD. 
I 

g. Akuntansi Dana Cadangan di SKPKD 

Penerimaan 

Pembia aan 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx XXX Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx 

xxx 
Defisit Pelepasan Investasi 

xxx 
Jk. Panian 

xxx 
lnvestasi Jangka 

xxx 
Panian 

- Jika pelepasan investasi Defisit 

Jurnal LO dan Neraca 
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- Jika pelepasan investasi Defisit 

Jurnai LO dan Neraca 

(Tanggal Bukti Rekening an ae Ha aa Da 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

xxx Defisit Pelepasan Investasi xxx 

Jk. Panjang 

XXX Investasi Jangka xxx 

Panjang 

Jurnal LRA 

si 3 Ga PAN Tea : 7 Net 2s ea Man 

Tanggal Bukti Reke Ne an 5 Cab. Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

xxx Penerimaan xxx 

Pembiayaan 

g. Akuntansi Dana Cadangan di SKPKD 

1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan 

antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan PPKD. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-PPKD memiliki 

tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/ kejadian dana cadangan berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian Dana Cadangan 

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek) 

(3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LP- 

SAL, LPE, LAK, Neraca dan CaLK. 

b) PPKD. 

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas: 

(1) menandatangani laporan keuangan  PPKD sebelum 

diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang 

dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, 

(2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan 

antara lainnya:
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b) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan 

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya 

berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana 

cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan 

tersebut dicatat sebagai Pendapatan daerah dalam pos Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah-J asa Giro/ Pendapatan Bunga. 

Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio 

dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran 

rancangan peraturan daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

XXX Perubahan SAL xxx 

Pengeluan Pembiayaan - 

XXX Pembentukan Dana 

Cadangan 

xxx xxx xxx 

Jurnal LRA 

xxx 

xxx 
Kas di Kas Daerah xxx 

Dana Cadangan xxx xxx xxx 

3) Jurnal Standar 

a) Pembentukan Dana Cadangan 

Pemben tukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah 

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung terkait 

pemben tukan dana cadangan. 

Jurnal Standar - Pembentukan Dana Cadangan 

J urnal LO dan Neraca 

c) Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas 

umum daerah; 

d) Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan; 

e) Dokumen lainnya. 

a) Peraturan Daerah tentang dana cadangan; 

b) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung sebagai dokumen 

pencairan/transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah 

ke rekening dana cadangan; 
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a) Peraturan Daerah tentang dana cadangan, 

b) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung sebagai dokumen 

pencairan/transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah 

ke rekening dana cadangan, 

c| Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas 

umum daerah, 

dj Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan, 

e) Dokumen lainnya. 

3)Jurnal Standar 

a) Pembentukan Dana Cadangan 

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah 

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung terkait 

pembentukan dana cadangan. 

Jurnal Standar — Pembentukan Dana Cadangan 

Jurnal LO dan Neraca 

BI Nomor | Kode Nan aa HA 1 “ si 

be an 
XXX XXX XXX Dana Cadangan XXX 

XXX Kas di Kas Daerah XXX 

Jurnal LRA 

TN Memori Dodo (ea en Na an Na 

Tan Bukti (Rekening| — Nae Aga Ta 
Pengeluan Pembiayaan - 

XXX XXX XXX Pembentukan Dana XXX 

Cadangan 

XXX Perubahan SAL XXX 

b) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan 

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya 

berupa jasa giro/ bunga diperlakukan sebagai penambah dana 

cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan 

tersebut dicatat sebagai Pendapatan daerah dalam pos Lain-lain 

| Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/ Pendapatan Bunga. 

Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio 

dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran 

rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 
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Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPKD meliputi: 

- tagihan jangka panjang; 

- kemitraan dengan pihak ketiga; dan 

- aset lain-lain. 

h. Akuntansi Aset Lainnya d~ SKPKD 

xxx 

xxx xxx xxx Perubahan SAL 

xxx 

xxx 

Penerimaan Pembiayaan 

- Pencairan Dana 

Cadangan 

xxx 

Jurnal LRA 

xxx 

xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx 
Dana Cadangan 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar - Pencairan Dana Cadangan 

c) Pencairan Dana Cadangan 

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk 

kegiatan yang dituju maka Bendahara Umum Daerah akan 

membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana 

Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana 

Cadangan. 

xxx xxx 
xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 

Pendapatan-LRA 

xxx 

Jurnal LRA 

xxx 
xxx xxx xxx Dana Cadangan xxx 

Pendapatan-LO 

Jurnal LO dan Neraca 
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Jurnal LO dan N eracAa 
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Tanggal | Bukti Rekening | 

KXX XXK XXX Dana Cadangan 

XXX Pendapatan-LO 

Jurnal LRA 

"| Tanggal | Bukti 
Kode | 

Rekening 
XXX XXX Perubahan SAL 

XXX Pendapatan-LRA 

c) Pencairan Dana Cadangan 

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk 

kegiatan yang dituju maka Bendahara Umum Daerah akan 

membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana 

Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana 

Cadangan. 

Jurnal Standar - Pencairan Dana Cadangan 

. Jurnal LO dan Neraca 

Nomor 

Tanggal | Bukti 
Kode 

Rekening | 
XXX Kas di Kas Daerah 

XXX Dana Cadangan 

Perubahan SAL 

Penerimaan Pembiayaan 

- Pencairan Dana 

Cadangan 

h. Akuntansi Aset Lainnya di SKPKD 

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPKD meliputi: 

- tagihan jangka panjang, 

- kemitraan dengan pihak ketiga, dan 

- aset lain-lain. 
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3) Jurnal Standar 

a) Tagihan Jangka Panjang 

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran 

dan tun tu tan gan ti kerugian daerah. 

( 1) Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang 

dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara 

angsuran kepada pegawai/ Kepala Daerah Pemerin tah Daerah. 

Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah 

penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah 

dan penjualan rumah golongan III kepada pegawai. 

2) Dokumen yang Digunakan 

Dokumen terkait dengan .sistem akuntansi aset lainnya pada PPKD 

antara lain Kontrak/Perjanjian Kerja sama/Berita Acara Penjualan/ 

Keputusan Pembebanan/ Peraturan Kepala Daerah/SP2D atau 

Dokumen lain yang Dipersamakan 

b) PPKD 

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPKD mempunyai tugas 

menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan 

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh 

fungsi akuntansi PPKD. 

bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke 

dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). 

(3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LP 

SAL,LPE,LAK,CaLK. 

1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya pada 

SKPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan 

PPKD. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPKD melaksanakan fungsi 

akuntansi pada SKPKD yang memiliki tugas sebagai berikut: 

. (1) mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- 
' 
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1) Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya pada 

SKPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan 

PPKD. 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD. 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPKD melaksanakan fungsi 

akuntansi pada SKPKD yang memiliki tugas sebagai berikut: 

. (1) mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- 

bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian aset lainnya ke 

dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). 

(3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LP 

SAL, LPE, LAK, CaLK. 

b) PPKD 

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPKD mempunyai tugas 

menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan 

dalam proses penggabungan/ konsolidasi yang dilakukan oleh 

fungsi akuntansi PPKD. 

2) Dokumen yang Digunakan 

Dokumen terkait dengan 'sistem akuntansi aset lainnya pada PPKD 

antara lain Kontrak/ Perjanjian Kerja sama/ Berita Acara Penjualan/ 

Keputusan Pembebanan/ Peraturan Kepala Daerah/SP2D atau 

Dokumen lain yang Dipersamakan 

3) Jurnal Standar 

a) Tagihan Jangka Panjang 

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran 

dan tuntutan ganti kerugian daerah. 

(1) Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang 

dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara 

angsuran kepada pegawai / Kepala Daerah Pemerintah Daerah. 

Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah 

penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah 

dan penjualan rumah golongan III kepada pegawai.
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Jurnal Standar - Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari 

SKPD ke PPKD 

Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada di bawah 

penguasaan SKPD maka sebelum dilakukanjurnal tersebut di 

atas harus dilakukan pencatatan atas pengembalian 

penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD. Fungsi akun tansi 

PPKD dan PPK-SKPD melakukan jurnal atas pengembalian 

penguasaan aset tetap tersebut sebagai berikut: 

xxx xxx xxx Tagihan Penjualan xxx 
Angsuran 

xxx Akumulasi Penyusutan xxx 
Aset Tetap 

xxx Aset Tetap xxx 

xxx Surplus Penjualan Aset 
xxx 

Non Lancar 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar - Tagihan Penjualan Angsuran 

Selanjutnya, ketika SKPKD melakukan penjualan aset ini 

secara angsuran, "maka fungsi akuntansi SKPKD akan 

membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran 

berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan 

angsuran. Jurnal ini mencatat "Tagihan Penjualan 

Angsuran" di debet dan "Surplus Penjualan Aset Non Lancar" 

serta "Aset Tetap" di kredit (asumsi harga jual lebih besar 

daripada nilai buku barang yang dijual). Besaran tagihan 

penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang 

ditetapkan dalam naskah/ dokumen perjanjian penjualan. 

Barang milik daerah yang dipindah tangankan / dijual adalah 

aset tetap yang dikuasai oleh SKPD. Sebelum proses 

dipindahtangankan/ dijual, SKPD "menghapus" dari 

pembukuannya dengan mekanisme SKPD akan menyerahkan 

aset tersebut kepada SKPKD. SKPKD menerima pelimpahan 

aset yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset 

tetap/barang milik daerah yang akan dijual. 
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Barang milik daerah yang dipindahtangankan/ dijual adalah 

aset tetap yang dikuasai oleh SKPD. Sebelum proses 

dipindahtangankan/ dijual, SKPD “menghapus” dari 

pembukuannya dengan mekanisme SKPD akan menyerahkan 

aset tersebut kepada SKPKD. SKPKD menerima pelimpahan 

aset yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset 

tetap/barang milik daerah yang akan dijual. 

Selanjutnya, ketika SKPKD melakukan penjualan aset ini 

secara angsuran, ' maka fungsi akuntansi SKPKD akan 

membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran 

berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan 

angsuran. Jurnal ini mencatat “Tagihan Penjualan 

Angsuran” di debet dan “Surplus Penjualan Aset Non Lancar” 

serta “Aset Tetap” di kredit (asumsi harga jual lebih besar 

daripada nilai buku barang yang dijual). Besaran tagihan 

penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang 

ditetapkan dalam naskah/ dokumen perjanjian penjualan. 

Jurnal Standar - Tagihan Penjualan Angsuran 

Jurnal LO dan Neraca 

: Peni 
xxx Xxx xxx Tagihan Penjualan 

Angsuran 

Akumulasi Penyusutan xx 

Aset Tetap 

XXX Aset Tetap XXX 

1 Surplus Penjualan Aset , 

Non Lancar XXX 

Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada di bawah 

penguasaan SKPD maka sebelum dilakukan jurnal tersebut di 

atas harus dilakukan pencatatan atas pengembalian 

penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD. Fungsi akuntansi 

PPKD dan PPK-SKPD melakukan jurnal atas pengembalian 

penguasaan aset tetap tersebut sebagai berikut: 

Jurnal Standar - Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari 

SKPD ke PPKD
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xxx 
xxx xxx XXX Perubahan SAL 

xxx 
xxx 

Pendapatan-LRA 

Jurnal LRA 

xxx 
xxx xxx XXX Kas di Kas Daerah 

xxx 
xxx 

Piutang Lainnya 

Jurnal LO dan N eraca 

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, 

maka fungsi akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai 

berikut: 

XXX Tagihan Jangka Panjang 

XXX Piutang Lainnya XXX xxx xxx 
xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang 

maka setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi SKPKD akan 

melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan 

jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. fungsi akuntansi 

SKPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal: 

Jurnal Standar - Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke 

Bagian Lancar Angsuran 

xxx xxx RK PPKD 

xxx 

xxx xxx XXX Aset Tetap xxx 
Akumulasi Penyusutan 

Aset Tetap 
xxx 

Jurnal LO dan Neraca: 
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Jurnal LO dan Neraca: 

XXX XXX XXX Aset Tetap XXX 

Tanggal 'Ursian | Debet | Kredit 

Akumulasi Penyusutan 

Aset Tetap 

XXX RK PPKD XXX 

XXX XXX 

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang 

maka setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi SKPKD akan 

melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan 

jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. fungsi akuntansi 

SKPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal: 

Jurnal Standar - Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke 

Bagian Lancar Angsuran 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanesal | Bupa IRetemtae | 0 Pe 

XXK XXX XXX Piutang Lainnya XX 

XXX Tagihan Jangka Panjang XXX 

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, 

maka fungsi akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai 

berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Nomor | Kode | 

Bukti |Rekening| 2 : 2 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

XXX Piutang Lainnya XXX 

Tanggal . | Uraian “5 5 1 : Debet Kredit 

Jurnal LRA 

Na ne Ge 
Tanggal — Bukti 3 -. Tea 1 Tan 1 “Debet mas 

XXX XXX XXX (Perubahan SAL XXX 

XXX Pendapatan-LRA XXX 
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Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus 

TGR ini, fungsi akuntansi SKPKD akan menjurnal: 

Jurnal Standar - Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

xxx 

xxx Piutang Lainnya xxx 

xxx Tagihan J angka 

Panjang 

xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset non lancar, 

atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui 

piutang yang akan .jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, 

fungsi akuntansi SKPKD akan melakukan reklasifikasi di 

setiap akhir tahun dengan jurnal: 

Jurnal Standar - Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

XXX Pendapatan-LO xxx 
xxx XXX Tagihan Jangka Panjang xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar- Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian 

(2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah 

Gan ti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat 

dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah 

oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Tuntutan Ganti Kerugian ini diakui ketika putusan 

Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan 

diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi 

SKPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan 

kerugian daerah. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat 

"Tuntutan Ganti Kerugian Daerah" di debet dan "Pendapatan 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO" di kredit. 
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(2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah 

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat 

dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah 

oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Tuntutan Ganti Kerugian ini diakui ketika putusan 

Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan 

diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi 

SKPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan 

kerugian daerah. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat 

“Tuntutan Ganti Kerugian Daerah” di debet dan “Pendapatan 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO” di kredit. 

Jurnal Standar - Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian 

Jurnal LO dan Neraca 

Ea 

XXX KAK XXX — |Tagihan Jangka Panjang XXK 

XXX Pendapatan-LO XXX 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset non lancar, 

atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui 

piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, 

fungsi akuntansi SKPKD akan melakukan reklasifikasi di 

setiap akhir tahun dengan jurnal: 

Jurnal Standar - Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Jurnal LO dan Neraca 

Ta "1 Nomor | Kode | Ma ea 1 Sen 1 

Len sa ur 201L Ih Debet | Kredit 

Tanggal | suku (Rekenngl oh Je aa 
XXX XXX XXX (Piutang Lainnya XXX 

xxx Tagihan Jangka : 

| 
Panjang 

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus 

TGR ini, fungsi akuntansi SKPKD akan menjurnal: 

Jurnal Standar — Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
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Hasil dari kerja sama berupa uang sewa akan diakui sebagai 

pendapatan "Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO". 

xxx Aset Tetap xxx 

xxx xxx xxx xxx 
Kemitraan dengan Pihak 

Ketiga 

J urnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - 

Sew a 

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang 

dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan 

kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling 

menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Kemitraan ini bisa berupa: 

(1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa 

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, 

yaitu dengan pen,i bahan klasifikasi aset dari aset tetap 

menjadi aset kerja sama/kemitraan-sewa. Pada saat 

perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi 

akuntansi SKPKD akan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke 

"Aset Lain- lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga". 

xxx xxx Pendapatan-LRA 

xxx xxx xxx XXX Perubahan SAL 

Jurnal LRA 

*) Jumal tni dibuat setiap bulan saat ada transaksi 

pembayaran cicilan TGR 

xxx xxx Piutang Lainnya 

xxx xxx xxx XXX Kas di Kas Daerah 

Jurnal LO dan Neraca 
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Jurnal LO dan Neraca 

| Nomer | Kode |. ae 1 An 

Se ea 
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

XXX Piutang Lainnya XXX 

1 Jurnal ini dibuat setiap bulan saat ada transaksi 

pembayaran cicilan TGR 

Jurnal LRA 

: Mn ee le Na ee 

Tanggal | Bukti | Rekening | | Dn Na Na 

XAR KKM XXX Perubahan SAL XXX 

XXX Pendapatan-LRA XXX 

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang 

dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan 

kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling 

menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Kemitraan ini bisa berupa: 

(1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa 

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sarna/ kemitraan, 

3 yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap 

menjadi aset kerja sama/kemitraan-sewa. Pada saat 

perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi 

akuntansi SKPKD akan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke 

“Aset Lain- lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga”. 

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga — 

Sewa 

Jurnal LO dan Neraca 

“Tanggal aa . 2 a | Mean a. Hu : 2 1 De 3 : . Kredit | 

xxx xxx xxx Kemitraan dengan Pihak xxx 

Ketiga 

XXX Aset Tetap XXX 

Hasil dari kerja sama berupa uang sewa akan diakui sebagai 

pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah — LO”.
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(2) Kerja sama Pemanfaatan. 

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 

negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 

rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan 

sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi 

perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan 

klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerja 

sama/kemitraan pemanfaatan. 

(a) Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer 

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerja sama 

beru pa pemanfaatan aset pemerin tah oleh 

pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ 

investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana 

lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam 

jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali 

bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya 

xxx xxx 
Kemitraan dengan 

Pihak Ke tiga 

xxx xxx xxx XXX Aset Te tap 

Jurnal LO dan Neraca 

Pada masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerja sama/ 

kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi 

SKPKD akan menjurnal: 

xxx xxx Pendapatan-LRA 

xxx xxx xxx XXX Peruba.han SAL 

Jurnal LRA 

xxx xxx Pendapatan-LO 

xxx xxx xxx XXX Kas di Kas Daerah 

Jurnal LO dan Neraca 

Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi 

akuntansi PPKD akan menjurnal: 
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Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi 

akuntansi PPKD akan menjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

NE ee Tee Nan 

Tangga! | Bukti |Rekening| Ta 2 | 75. 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

la. XXX Pendapatan-LO XXX 

Jurnal LRA 

Sena na ae Da 
Tanggal | mukti Rekening| san 2 Dena ment 

XSX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

XXX Pendapatan-LRA XXX 

Pada masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerja sama/ 

kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi 

SKPKD akan menjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

Mr Nomor Kode | Be — Aa en 

Tuan “Bukti | Rekening| 1. Hiba Men 2 " Ne 

XXX XXX XXX Aset Tetap XXX 

xx Kemitraan dengan 

Pihak Ketiga 

(2) Kerja sama Pemanfaatan. 

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 

negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 

rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan 

sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi 

perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan 

klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerja 

sama/kemitraan pemanfaatan. 

(a) Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer) 

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerja sama 

berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh 

pihak ketiga/investor, dengan cara pihak  ketiga/ 

investor tersebut mendirikan bangunan dan /atau sarana 

lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam 

jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali 

bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya
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Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak 

Ketiga - Bangun Serah Guna (Build, Transfer, and Operate) 

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/ 

pembangunan gedung dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 

digunakan/ dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak 

ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan 

kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan 

pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran 

oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara 

bagi hasil. 

I 

untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset 

terse but. 

(b) Bangun Serah Guna (Build, Transfer, and Operate) 

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah 

daerah oleh pihak ketiga/ investor dengan cara pihak 

ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau 

sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan 

aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah 

xxx Aset Tetap xxx 

xxx xxx Kemitraan dengan Pihak 

Ketiga 
xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak 

Ketiga - Bangun Guna Serah (Build, Operate, and 

Transfen, 

kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu 

yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini 

pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing 

pihak. 

Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang 

diserahkan oleh pemerin tah daerah kepada pihak 

ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna 

Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna 

Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. 
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(b) 
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kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu 

yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini 

pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing 

pihak. 

Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang 

diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak 

ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna 

Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna 

Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. 

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak 

Ketiga - Bangun Guna Serah (Build, Operate, and 

Transfer). 

Jurnal LO dan Neraca 

TT tem Ke et An Bi 
Tanggal Buku | metentne | - sean Ta Debet 1 Kredit 

xxx xxx xxx Kemitraan dengan Pihak xxx 

Ketiga 

XXX Aset Tetap XXX 

Bangun Serah Guna (Build, Transfer, and Operate) 

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah 

daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak 

ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau 

sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan 

aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah 

untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset 

tersebut. 

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/ 

pembangunan gedung dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 

digunakan / dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak 

ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan 

kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan 

pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran 

oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara 

bagi hasil. 

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak 

Ketiga — Bangun Serah Guna (Build, Transfer, and Operate)

jdih.pemalangkab.go.id



c) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas 

menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum 

diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, Bendahara Umum Daerah 

melakukan fungsi mengadministrasi penerimaan u tang, 

pembayaran utang dan reklasifikasi utang, sehingga Bendahara 

Umum Daerah memiliki tugas: 

(1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran 

dan reklasifikasi u tang; 

(2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh 

Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh 

Kepala SKPKD. 

b) Bendahara Umum Daerah. 
I 

a) Fungsi Akuntansi - SKPKD 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada PPKD 

dengan memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 

(2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi 

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 

(3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LP-SAL, 

LO, LPE, Neraca dan CaLK. 

Akuntansi kewajiban SKPKD terdiri atas penerimaan utang, 

pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 

bagian yaitu: (1) Akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi pembiayaan. 

1) Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di 

SKPKD terdiri atas : Fungsi Akuntansi SKPKD, Bendahara Umum 

Daerah dan PPKD. 

i. Akuntansi Kewajiban di SKPKD 

xxx xxx xxx 
Kemitraan dengan Pihak 

xxx 
Ketiga 

xxx Aset Tetap xxx 
xxx Utang Jangka Panjang xxx 

Jurnal LO dan Neraca 
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Jurnal LO dan Neraca 

Sai Ne Pa an 

Tenaga | an rasa RE 
Kemitraan dengan Pihak 

XXX XXX XXX Ketiga XXK 

XXX Aset Tetap KXX 

XXX Utang Jangka Panjang XXX 

i, Akuntansi Kewajiban di SKPKD 

Akuntansi kewajiban SKPKD terdiri atas penerimaan utang, 

pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 

bagian yaitu: (1) Akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi pembiayaan. 

1) Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di 

SKPKD terdiri atas : Fungsi Akuntansi SKPKD, Bendahara Umum 

Daerah dan PPKD. 

a) Fungsi Akuntansi - SKPKD 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada PPKD 

dengan memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum, 

(2) memposting jurnaljurnal transaksi/ kejadian investasi 

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek), 

(3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LP-SAL, 

LO, LPE, Neraca dan CaLK. 

b) Bendahara Umum Daerah. 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, Bendahara Umum Daerah 

melakukan fungsi mengadministrasi penerimaan utang, 

pembayaran utang dan reklasifikasi utang, sehingga Bendahara 

Umum Daerah memiliki tugas: 

(1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran 

dan reklasifikasi utang, 

(2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh 

Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh 

Kepala SKPKD. 

c) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas 

menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum 

diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
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Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung untuk 

pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo. Fungsi Akuntansi 

SKPKD mencatat jurnal: 

b) Pembayaran Utang 

xxx 

xxx Perubahan SAL xxx 

xxx 
Penerimaan 

Pembiayaan 

xxx xxx 

Jurnal LRA 

Utang Jangka Panjang xxx xxx 

xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx xxx 

a) Penerimaan Utang 

Pada saat penerimaan utang Fungsi Akuntansi SKPKD mengakui 

adanya Kewajiban Jangka Panjang dengan mencatat jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

PENCATATAN OLEH PPKD 
NO TRANSAKSI 

URAIAN DEBEI' KREDIT 

1 Saat Penerimaan Kas di Kas Daerah xxx . 
Pembiayaan I Kewajiban Jangka Panjang xxx 

Perubahan SAL xxx 
Penerimaan Pembiayaan xxx 

2 Saat Pembayaran Be ba n Sunga xxx 

Kewaji ban Sunga Kas di Kas Daerah xxx 
Selanja Sunga xxx 

Perubahan SAL xxx 

3 Saat Pelunasan Kewajiban Jangka Panjang xxx 

Kewajiban Kas di Kas Daerah xxx 

Pengeluaran Pembiayaan xxx 

Perubahan SAL xxx 
4 Saat Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang xxx 

Sagian Lancar Kewajiban 
xxx 

Jangka Panjang 

3) Jurnal Standar 

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Kewajiban 

SKPKD antara lain: 

a) Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah; 

b) Surat Perjanjian Utang; 

c) Nota Kredit; 

d) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung. 

2) Dokumen yang Digunakan 
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2) Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Kewajiban 

SKPKD antara lain: 

a) Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah, 

b) Surat Perjanjian Utang, 

c) Nota Kredit, 

d) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung. 

3) Jurnal Standar 
PENCATATAN OLEH PPKD 

NO TRANSAKSI 
: 

URAIAN DEBET KREDIT 

1 |Saat Penerimaan Kas di Kas Daerah XXX 

| Pembiayaan Kewajiban Jangka Panjang XXX 

Perubahan SAL XXX 

Penerimaan Pembiayaan KK 

2 ISaat Pembayaran Beban Bunga XX 

Kewaji ban Bunga |” Kas di Kas Daerah MX 

tasianja Bunga XXX 

|” Perubahan SAL Xxx 

3 (Saat Pelunasan Kewajiban Jangka Panjang XXX 

Kewaji bari Kas di Kas Daerah XKK 

Pengeluaran Pembiayaan KXX 

Perubahan SAL XKK 

4 |Saat Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang NXX 

Bagian ancar Kewajiban xxx 

Jangka Panjang 

a) Penerimaan Utang 

Pada saat penerimaan utang Fungsi Akuntansi SKPKD mengakui 

adanya Kewajiban Jangka Panjang dengan mencatat jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Nomor | Kode |. Aa en 

Taat aga bademnale  pT 
XXX XXX XXX  |Kas di Kas Daerah b, 0.0.4 

XXX Utang Jangka Panjang XXX 

Jurnal LRA 

XXX KXX XXX Perubahan SAL XXX 

xxx Penerimaan NN 

Pembiayaan 

b) Pembayaran Utang 

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung untuk 

pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo. Fungsi Akuntansi 

' SKPKD mencatat jurnal:
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Nomor Kode 
Tanggal Uraian De bet Kredit 

Bukti Rekening 

1 2 3 4 5 6 

SKPD: PPKD 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BUKUJURNAL 

. 
Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat sesuai dengan 

dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal. Contoh ilustrasi 

format buku jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Sebagai entitas akuntansi, SKPKD melakukan proses akuntansi 

yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan 

1) Jurnal 

j. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD 

Utang Jangka Pendek xxx 

xxx Utang Jangka Panjang 

xxx 

xxx xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

c) Reklasifikasi Utang 

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi 

SKPKD melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat 

dengan jurnal: 

Peru bahan SAL xxx 

xxx Pengeluaran Pembiayaan 

xxx 

xxx xxx xxx 

Jurnal LRA 

Kas di Kas Daerah xxx 

xxx Utang Jangka Pendek 

xxx 

xxx xxx xxx 

Jurnal LO atau Neraca' 
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Jurnal LO atau Neraca 

Tense Urea TT 
XXX XXX XXX Utang Jangka Pendek XKX 

XXX Kas di Kas Daerah XXX 

Jurnal LRA 

: TiNomor Di Kode ha S3 

aa Ha Oa 

XXX XXX XXX Pengeluaran Pembiayaan XXX 

XXX Perubahan SAL | XXX 

c) Reklasifikasi Utang 

| Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi 

SKPKD melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat 

dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

“| Nomor | Kode » An aa 

Tanggal | Bukti |Rekening| Te an Deret | ia 

XXX XXX XXX Utang Jangka Panjang XXX 

XXX | Utang Jangka Pendek | XXX 

j. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD 

1) Jurnal 

Sebagai entitas akuntansi, SKPKD melakukan proses akuntansi 

yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan 

Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat sesuai dengan 

dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal. Contoh ilustrasi 

format buku jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BUKU JURNAL 

SKPD : PPKD 

Nomor Kode 

T al 
Uraian Debet Kredit 

nan Bukti Rekening 

1 2 3 4 S5 6 
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Cara pengisian: 

a. Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai 

dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian 

obyeknya. 

b. N ama Rekening diisi dengan nama/ uraian kode rekening sesuai 

kode rekeningnya. 

c. Pagu APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan 

jumlah yang terdapat dalam DPA Dinas/Badan/Kantor. Untuk 

aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini dapat 

Tanggal Uraian Ref De bet Kredit Sal do 

1 2 3 4 5 6 

. 
I 

KODE REKENING 

NAMA REKENING 

PAGU APBD 

PAGU PERUBAHAN APBD 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BUKU BESAR 

PPKD 

2) Buku Besar 

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal 

adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi 

SKPKD mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta 

jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. 

Contoh ilustrasi format buku besar yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Cara pengisian: 

a) Kolom 1 diisi tanggal t~ansaksi atau tanggal yang terdapat dalam 

bukti transaksi. 

b) Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, kuitansi, 

STS, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya. 

c) Kolom 3 diisi kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode 

urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. 

d) Kolom 4 diisi uraian kode rekening. 

e) Kolom 5 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di de bet. 

f) Kolom 6 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di kredit. 
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Cara pengisian: 

aj Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam 

bukti transaksi. 

b) Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, kuitansi, 

STS, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya. 

c) Kolom 3 diisi kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode 

urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. 

d) Kolom 4 diisi uraian kode rekening. 

e) Kolom 5 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di debet. 

f) Kolom 6 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di kredit. 

2) Buku Besar 

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal 

adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi 

SKPKD mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta 

jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. 

Contoh ilustrasi format buku besar yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEM ALANG 

BUKU BESAR 

PPKD 

KODE REKENING Ie BE Ea enakk 

NAMA BEKENING 1 sereaeaneaaek ANN aea NASA NN NNANAATIN 

PAGUAPBD 5 senerenananin nanas aan 

PAGU PERUBAHAN APBD 5 serestenenenetenee nana 

Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo 

1 2 3 2 5 6 

Cara pengisian: 

a.Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai 

dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian 

obyeknya. 

b.Nama Rekening diisi dengan nama/ uraian kode rekening sesuai 

kode rekeningnya. 

c. Pagu APBD diisi dengan pagu pendapatan / belanja sesuai dengan 

jumlah yang terdapat dalam DPA Dinas/Badan/Kantor. Untuk 

aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini dapat
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Kode Jumlah 

Rekening 
Nama Rekening 

De bet Kredit 

1 2 3 4 

PPKD 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

NERACA SALDO 

3) Neraca Saldo 

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum 

penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo. 

Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening 

beserta saldonya pada tanggal tertentu. 

Contoh ilustrasi format Neraca Saldo yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

dikosongkan. 

d.Pagu Perubahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja 

sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Perubahan 

Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, 

nilai Pagu Perubahan APBD ini dapat dikosongkan. 

e. Ko lorn 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam 

jurnal yang bersangku tan. 

f. Kolom 2 diisi penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal yang 

di posting. 

g. Kolom 3 diisi referensi, atau dari buku jurnal halaman berapa 

jurnal yang diposting tersebut. 

h.Kolom 4 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal 

kolom debet. 

I, Kolom 5 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal 

kolom kredit. 

j. Kolom 6 diisi saldo akumulasi. 
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dikosongkan. 

d. Pagu Perubahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/ belanja 

sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Perubahan 

Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, 

nilai Pagu Perubahan APBD ini dapat dikosongkan. 

e.Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam 

jurnal yang bersangkutan. 

f. Kolom 2 diisi penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal yang 

diposting. 

g.Kolom 3 diisi referensi, atau dari buku jurnal halaman berapa 

jurnal yang diposting tersebut. 

h.Kolom 4 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal 

kolom debet. 

i, Kolom 5 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal 

kolom kredit. | 

j. Kolom 6 diisi saldo akumulasi. 

3) Neraca Saldo 

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum 

penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo. 

Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening 

beserta saldonya pada tanggal tertentu. 

Contoh ilustrasi format Neraca Saldo yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

NERACA SALDO 

PPKD 

odk 
- - Nama Rekening Join 

Rekening Debet Kredit 

- 1 2 3 4 
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Neraca Saldo Penyesuaian 
NS setelah 

Kode 
Uraian Penvesuaian 

Rekening 
De bet Kredit De bet Kredit De bet Kredit 

PPKD 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

KERTAS KERJA 

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPKD dihasilkan 

melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh Fungsi 

Akuntansi SKPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap 

transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan 

keuangan. 

1) Menyiapkan Kertas Kerja 

Fungsi Akuntansi SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 

sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja 

adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan 

Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah 

proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara 

manual. Berikut contoh ilustrasi format kertas kerja adalah sebagai 

berikut: 

k. Penyusunan laporan Keuangan SKPKD 

Cara pengisian: 

a.) Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun 

b) SKPD diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantor yang 

bersangku tan 

c) Kolom 1 diisi kode rekening setiap buku besar. 

d) Kolom 2 diisi nama/ uraian kode rekening sesuai kode 

rekeningnya 

e) Kolom 3 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir 

de bet. 

f) Kolom 4 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir 

kredit. 

99 99 

Cara pengisian: 

a) Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun 

b) SKPD diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantor yang 

bersangkutan 

c| Kolom 1 diisi kode rekening setiap buku besar. 

d) Kolom 2 diisi nama/uraian kode rekening sesuai kode 

rekeningnya 

e) Kolom 3 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir 

debet. 

f) Kolom 4 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir 

kredit, 

k. Penyusunan laporan Keuangan SKPKD 

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPKD dihasilkan 

melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh Fungsi 

Akuntansi SKPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap 

transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan 

keuangan. 

1) Menyiapkan Kertas Kerja 

Fungsi Akuntansi SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 

sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja 

adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan 

Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah 

proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara 

manual. Berikut contoh ilustrasi format kertas kerja adalah sebagai 

berikut: 

PEMBRINTAH KABUPATEN PEMALANG 

KERTAS KERJA 

PPKD 

i NS setelah 
Kode Yestia Neraca Saldo Penyesuaian Paniyosislan 

Rekening Debet | Kredit Debet | Kredit | Debet | Kredit 
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URAIAN 
ANGGARAN REALI SAS! 

(%) 
REALI SAS! 

20Xl 20Xl 20XO 

PENDAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN ASL! DAERAH 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Lain-lain PAD yang Sah 

PENDAPATAN TRANSFER 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

Dana Perimbangan 

Dana Insentif Dae rah 
I 

Dana Desa 

Insentif Fiskal 

Pendapatan Transfer An tar Daerah 

Pendapatan Bagi Hasil 

Bantuan Keuangan 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan 

BELANJA DAERAH 

BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Sunga 

Belanja Subsidi 

Belanja Hi bah 

Belanja Bantuan Sosial 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Peralatan dan Me sin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Belanja Modal Aset Te tap Lainnya 

Be lanja Modal Ase t Lai n nya 

I 

BELANJA TI DAK TERDUGA 

Belanja Tidak Terduga 

BELANJA TRANSFER 

Belanja Bagi Hasil 

Belanja Bantuan Keuangan 

SURPLUS/(DEFISIT) 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Penyertaan Modal Daerah 

Pemberian Pinjaman Daerah 

PEMBIAYAAN NETO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 

PEMERJNTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPKD 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIRSAMPAI DENGAN 31 DESEMBER20Xl DAN 20XO 

contoh ilustrasi format LRA PPKD: 

Berikut 

yang 

dalam LRA. 

Saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi 

termasuk dalam SKPKD mengiden tifikasi akun-akun 

komponen LRA dan kemudian disajikan 

2) Menyusun laporan keuangan 

a) Menyusun LRA 

Berdasarkan Neraca 

100 100 

2) Menyusun laporan keuangan 

a) Menyusun LRA 

' Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi 

SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam 

komponen LRA dan kemudian disajikan dalam LRA. Berikut 

contoh ilustrasi format LRA PPKD: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPKD 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

3G, N ba 

| URAIAN ANGGARA ! Bg REALISASI toni REALISASI 

20xX1 20x1 20xX0 

PENDAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Hasji Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Lain-lain PAD yang Sah 

PENDAPATAN TRANSFER 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

Dana Perimbangan 

Dana Insentif Daerah 

Dana Desa 

Insentif Fiskal 

Pendapatan Transler Antar Daerah 

Pendapatan Bagi Hasil 

Bantuan Keuangan 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan 

BELANJA DAERAH 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Bunga 

Belanja Subsidi 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Tanah 

Belanja Modai Peralatan dan Mesir! 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Belanja Modal Aset Lainnya 

BELANJA TIDAK TERDUGA 

Belanja Tidak Terduga 

BELANJA TRANSFER 

Belanja Bagi Hasil 

Belanja Bantuan Keuangan 

SURPLUS/(DEFISITI| 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERI MAAN PEMBIAYAAN 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Penyertaan Modal Daerah 

Pemberian Pinjaman Daerah 
IR 

PEMBIAYAAN NETO| 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) r 
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(%) 

SURPLUS/(DEFISIT)-LOl------!1-------1------+--~ 

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 
I-------+--------1--------11-----1 

POS LUAR BIASA 

Beban Tak Terduga 

SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUARI-------t--------+-------il-----1 

KEGIATAN NON OPERASIONAL 

Surplus Penjualan/Pertukaran/Peleµisan Aset 

Non Lancar-LO 

Surplus Penyelesaian Kewajil:an .Jangka 

Panjang-LO 

Surplus Kegiatan Non 0µ,rasional-LO 

Defi si t Penjualan/Pertukaran/Peleµ,san Aset 

Non Lancar-LO 

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka 

Panjang-LO 

Defisit Kegiatan Non Oµ,rasional-LO 

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATANi-------+--------1------1-----1 

BE BAN 

Beba n Pegawai 

Be ban Barang dan Jasa 

Beba n Sunga 

Beban Subsidi 

Beban Hil::ah' 

Beban Bantuan Sosial 

Beban Penyisihan Piutang 

Beban Lain-lain 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Beban Penyusutan Aset Lainnya 

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Beban Bagi Hasil 

Beban Bantuan Keuangan 

Pe ndapatan Hil:ah-LO 

Dana Darurat-LO 

Lain-lain Pe ndapatan sesuai dengan Ketentuan 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH­ 

LO 

PENDAPATAN TRANSFER-LO 

Pe ndapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 

Pe ndapatan Transfer Antar Dae rah-LO 

URAIAN 
KENAIKAN/ 

(PENURUNAN) 

SALDO 

20Xl 

SALDO 

20Xl 

KEGIATAN OPERASIONAL 

PENDAPATAN-LO 

PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD)-LO 

Pajak Dae rah-LO 

Retribusi Daerah-LO 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Lain-lain PAD yang Sah-LO 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPKD 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKIDR SAMPAI DEN GAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 

b) Menyusun LO 

Fungsi Akuntansi SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang 

. termasuk dalam komponen LO untuk kemudian disajikan dalam 

LO. Berikut merupakan contoh ilustrasi format LO: 
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b) Menyusun LO 

Fungsi Akuntansi SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang 

. termasuk dalam komponen LO untuk kemudian disajikan dalam 

LO. Berikut merupakan contoh ilustrasi format LO: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPKD 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

SALDO SALDO KENAIKAN/ 
20K 20x1 (PENURUNAN) 

URAIAN (#6) 

KEGIATAN OPERASIONAL 

PENDAPATAN-LO 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO 

Pajak Dasrah-LO 

Retribusi Daerah-LO 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang 

Lain-lain PAD yang Sah-LO 

PENDAPATAN TRANSFER-LO 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-,0 

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- 

LO 

Pendapatan Hibah-LG 

Dana Darurat-LO 

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan 

BEBAN 

Beban Pegawai 
Beban Barang dan Jasa 

Beban Bunga 

Beban Subsidi 

Beban Hibah! 

Beban Bantuan Sosial 

Beban Penyisihan Piutang 

Beban Lain-lain 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Beban Penyusutan Asct Lainnya 

Beban Arnortisasi Aset Tidak Berwujud 

Beban Bagi Hasil 

Pekan Bantuan Keuangan 

SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN 

KEGIATAN NON OPERASIONAL 

Surpus Penjualan / Pectukaran/ Pelepasan Aset 

« (Non Lancar-LO 

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka 

Panjang-LO 

Surplus Kegiatan Non Operasional-LO 

Defisit Penjualan /Pertukaran/ Pelepasan Asci 

Non Lancar-LO 

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka 

Panjang-LO 

Defisit Kegiatan Non Operasional-LO 

SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR 

POS LUAR BIASA 

Beban Tak Terduga 

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 

SURPLUS/(DEFISIT)-LO 
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20Xl 20Xl 

JUMLAH ASET TETAP 

ASET TETAP 

Tanah 

Peralatan dan Me sin 

Gedung dan Bangunan 

Jalan, Jaringan, dan lrigasi 

Aset Te tap Lainnya 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Akumulasi Penyusutan 

INVESTASI JANGKA PANJANG 

Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 

Investasi dalam Obligasi 

Investasi dalam Proyek Pembangunan 

Dana Bergulir 

Deposito Jangka Panjang 

Investasi Non Permanen Lainnya 

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi Jangka Panjang Permanen 

Pe nye rtaan Modal 

Investasi Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen 

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 

ASET 

ASET LANCAR 

Kas di Kas Daerah 

Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Be ndahara Pengeluaran 

Kas di BLUD 

Kas Dana BOS 

Kas Dana Kapitasi pada FKTP 

Kas Lainnya 

Setara Kas 

Investasi Jangka Pendek 

Piutang Pajak Daerah 

Piutang Retribusi Daerah 

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

Piutang Transfer An tar Dae rah 

Piutang Lainnya 

Penyisihan Piutang 

Be ban Di bayar Dimuka 

Persediaan 

Aset untuk Dikonsolidasikan 

JUMLAH ASET LANCAR 

URAIAN 

PEM ERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPKD 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 

c) Menyusun Neraca 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi 

Akuntansi SKPKD membuat Neraca. Berikut merupakan contoh 

ilustrasi format Neraca: 
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c) Menyusun Neraca 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi 

Akuntansi SKPKD membuat Neraca. Berikut merupakan contoh 

“ilustrasi format Neraca: 
PEM ERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPKD 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

URAIAN 20xX1 20X1 

ASET 

ASET LANCAR 

Kas di Kas Daerah 

Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di BLUD 

Kas Dana BOS 

Kas Dana Kapitasi pada FKTP 

Kas Lainnya 

Setara Kas 

Investasi Jangka Pendek 

Piutang Pajak Daerah 

Piutang Retribusi Daerah 

Fiutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

Piutang Transfer Antar Daerah 

Piutang Lainnya 

Penyisihan Piutang 

Beban Dibayar Dimuka 

Persediaan 

Aset untuk Dikonsolidasikan 

JUMLAH ASET LANCAR 

INVESTASI JANGKA PANJANG 

Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 

Investasi dalam Obligasi 

Investasi dalam Proyek Pembangunan 

Dana Bergulir 

Deposito Jangka Panjang 

Investasi Non Permanen Lainnya 

: Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi Jangka Panjang Permanen 

Penyertaan Modal 

Investasi Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen 

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 

ASET TETAP 

Tanah 

Peralatan dan Mesin 

Gedung dan Bangunan 

Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Aset Tetap Lainnya 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Akumulasi Penyusutan 

JUMLAH ASET TETAP 
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JUMLAH KEW AJIBAN DAN EKUIT AS 

JUMLAH EKUITAS 

EKUITAS 

EKUITAS 

Ekuitas 

JUMLAH KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Utang ke pada Pemerintah Pusat 

Utang ke pada Lembaga Keuangan Bank 

Utang k e pada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Utang k e pada Masyarakat 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PENDE~ 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga 

UtangBunga 

Utang Pinjaman Jangka Pendek 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Pe ndapatan Diterima Dimuka 

Utang Belanja 

RKPPKD 

JUMLAH ASET 

PROPERTI INVEST ASI 

Properti Investasi 

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 

JUMLAH PROPERTI INVESTASI 

ASET LAINNYA 

Tagihan Jangka Panjang 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Aset Tidak Berwujud 

Aset Lain-lain 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

Treasury Deposit Facilities (TDF) 

JUMLAH ASET LAINNYA 

JUMLAH DANA CADANGAN 

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 

20Xl 20Xl URAIAN 
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URAIAN 20X1 2011 

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan n 

JUMLAH DANA CADANGAN 

ASET LAINNYA 

Tagihan Jangka Panjang 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Aset Tidak Berwujud 

Aset Lain-lain 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

Treasury Deposit Facilities (TDFj 

JUMLAH ASET LAINNYA 

PROPERTI INVESTASI 

Properti Investasi 

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 

JUMLAH PROPERTI INVESTASI 

JUMLAH ASET 

KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga 

Utang Bunga 

Utang Pinjaman Jangka Pendek 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Pendapatan Diterima Dimuka 

Utang Belanja 

RK PPKD 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Utang kepada Pemerintah Pusat 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Utang kepada Masyarakat 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

JUMLAH KEWAJIBAN 

EKUITAS 

EKUITAS 

Ekuitas 

JUMLAH EKUITAS 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
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Bab I Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

PPKD 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

PPKD 

1.3 Sistematika penulisan ca ta tan atas laporan 

keuangan PPKD 

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja 

keuangan PPKD 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan 

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD 

3.1 Laporan Realisasi Anggaran 

3.1.1 Pendapatan-LRA 

3.1.2 Belanja 

3.1.3 Pembiayaan 

3.2 Neraca 

3.2.1 Aset 

3.2.2 Kewajiban 

3.2.3 Ekuitas 

3.3 Laporan Operasional 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPKD 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

e) Menyusun CaLK. 

Berikut merupakan contoh ilustrasi format CaLK SKPKD: 

URAIAN 20Xl 20Xl 

EKUITAS AWAL 

SURPLUS/ (DEFISIT)-LO 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ 

KESALAHAN MENDASAR : 

Koreksi 

Lain-lain 

EKUITAS AKHIR 

UNTUK PERIODE YANG BERAKIDR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

SKPKD 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

d) Menyusun LPE 

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat Laporan 

Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data 

perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya 

diperoleh dari LO yang telah dibuat sebelumnya. LPE ini akan 

menggambarkan pergerakan ekuitas SKPKD. Berikut 

merupakan contoh ilustrasi format LPE SKPKD. 
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d) Menyusun LPE 

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat Laporan 

Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data 

perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya 

diperoleh dari LO yang telah dibuat sebelumnya. LPE ini akan 

menggambarkan pergerakan ekuitas SKPKD. Berikut 

merupakan contoh ilustrasi format LPE SKPKD. 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BSMPKD 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO0 

URAIAN 20X 20xX1 

Koreksi 

Lain-lain 

———— 

EKUITAS AWAL 

SURPLUS/ (DEFISIT)-LO 
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ 

KESALAHAN MENDASAR : 

EKUITAS AKHIK 

e) Menyusun CaLK. 

Berikut merupakan Contoh ilustrasi format CaLK SKPKD: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPKD 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Bab I Pendahuluan 

1.4 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

PPKD 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

PPKD 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan 

keuangan PPKD 

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja 

keuangan PPKD 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan 

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD 

3.1 Laporan Realisasi Anggaran 

3.1.1 | Pendapatan-LRA 

3.1.2 | Belanja 

3.1.3 | Pembiayaan 

3.2 Neraca 

3.2.1 | Aset 

3.2.2 | Kewajiban 

3.2.3 | Ekuitas 

3.3 Laporan Operasional 
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Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 

tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) 

konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan 

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah 

menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari 

seluruh SKPD dan SKPKD. 

Laporan Keuangan 

Konsolidasian 

1) Umum 

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan 

dari seluruh laporan keuangan SKPKD dan laporan keuangan SKPD 

menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah 

laporan keuangan pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan 

keuangan konsolidasi ini disusun oleh SKPKD yang dalam hal ini 

bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator. Laporan 

konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

(SAPD) dibangun dengan 'arsitektur pusat dan cabang (Home Office 

-Branch Office). SKPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan 

SKPD bertindak sebagai kantor cabang. 

1. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian 

3.3.1 Pendapatan-LO 

3.3.2 Be ban 

3.3.3 Kegiatan Non Operasional 

3.3.4 Pos Luar Biasa 

3.4 Laporan Perubahan Ekuitas 

3.4.1 Saldo Awal 

3.4.2 Surplus./Defisit - LO 

3.4.3 Koreksi Kesalahan 

BabN Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD 

BabV Penutup 
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3.3.1 | Pendapatan-LO 

3.3.2 | Beban — 

3.3.3 | Kegiatan Non Operasional 

3.3.4 | Pos Luar Biasa 

| 3.4 | Laporan Perubahan Ekuitas 

3.4.1 | Saldo Awal 

3.4.2 | Surplus/Defisit - LO 

(—— 3.4.3 | Koreksi Kesalahan 

Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD 

Bab V | Penutup 

1. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian 

1) Umum 

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan 

dari seluruh laporan keuangan SKPKD dan laporan keuangan SKPD 

menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah 

laporan keuangan pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan 

keuangan konsolidasi ini disusun oleh SKPKD yang dalam hal ini 

bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator. Laporan 

konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

(SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (Home Office 

— Branch Office). SKPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan 

SKPD bertindak sebagai kantor cabang. 

SKPK 
Pe Laporan Keuangan 

(kantor Pusat sebagai Konsolidasian 

: Konsolidator/ Entitas 

SKPD 

(sebagai Kantor 

mntitas akuntansi) 

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah 

menggabungkan / mengkonsolidasikan laporan keuangan dari 

seluruh SKPD dan SKPKD. 

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 

tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) 

konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan
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3) Menyusun Laporan Keuangan Pemda 

a)LRA 

LRA merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan 

pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan 

· anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan 

dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun 

kode rekening 4 (Pendapatan - LRA), 5 (Belanja), 6 (Transfer) dan 

7 (Pembiayaan) pada worksheet yang telah di gabungkan. Berikut 

merupakan contoh ilustrasi format Laporan Realisasi Anggaran 

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi ke 

dalam 3 bagian yai tu: 

a) menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan 

akun-akun pada kode rekening 4, 5, 6 dan 7 dari seluruh SKPD 

dan SKPKD untuk mendapatkan LRA Gabungan. 

b) menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan 

akun - akun pada kode rekening 8 dan 9 dari seluruh SKPD dan 

SKPKD untuk mendapatkan LO Gabungan. 

c) Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan 

akun -akun pada kode 1, 2 dan 3 dari seluruh SKPD dan SKPKD 

untuk mendapatkan NERACA Gabungan. Namun khusus untuk 

penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, 

barulah kemudian dibuat NERACA Gabungan. 

LapKeu LapKeu LapKeu LapKeu Jurnal Neraca Saldo 
Kore Nam a 

SKPDA SKPDB SKPDdst. PPKD Eliminasi Pemda 
Akun Akun 

D K D K D K D K D K D K 

2) Tahap Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi 

Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca 

saldo gabungan SKPD dan SKPKD. Kertas kerja berguna untuk 

mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan. 

pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. 
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pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. 

2) Tahap Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi 

Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca 

saldo gabungan SKPD dan SKPKD. Kertas kerja berguna untuk 

mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan. 

, Lap Keu Lap Keu Lap Keu Lap Keu Jurnal Neraca Saldo 
Kode | Nama Masa 

SKPD/A SKPD B SKPD dst, PPKD Eliminasi Pemda 
Akun | Akun - 

3) K D K D K D K D K D K 

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi ke 

dalam 3 bagian yaitu: 

a) menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan 

akun-akun pada kode rekening 4, 5, 6 dan 7 dari seluruh SKPD 

dan SKPKD untuk mendapatkan LRA Gabungan. 

b) menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan 

“akun - akun pada kode rekening 8 dan 9 dari seluruh SKPD dan 

SKPKD untuk mendapatkan LO Gabungan. 

c| Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan 

akun -akun pada kode 1, 2 dan 3 dari seluruh SKPD dan SKPKD 

untuk mendapatkan NERACA Gabungan. Namun khusus untuk 

penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, 

barulah kemudian dibuat NERACA Gabungan. 

3) Menyusun Laporan Keuangan Pemda 

a) LRA 

LRA merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan 

pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan 

" anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan 

dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun 

kode rekening 4 (Pendapatan — LRA), 5 (Belanja), 6 (Transfer) dan 

7 (Pembiayaan) pada worksheet yang telah di gabungkan. Berikut 

merupakan contoh ilustrasi format Laporan Realisasi Anggaran
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ANGGARAN REALI SAS! REALI SAS! 
URA IAN (%) 

20Xl 20Xl 20XO 

PENDAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN ASL! DAERAH 

Pajak Dae rah 

Retribusi Daerah 

Ha s i l Pe nge lolaa n Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang Sah 

PENDAPATAN TRANSFER 

Pe nda pa ta n Transfer Pemerintah Pusa t 

Dana Perimbangan 

Dana Insentif Dae rah 

Dana Desa 

Insentif Fiskal 

Pe nda pata n Transfer An tar Daerah 

Pe nda.pa.ta.n Bagi Hasil 

Bantuan Keuangan 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pe nda pa ta n Hibah 

Lain-lain Pe nda pa ta n sesuai dengan 

Ketentuan Pe ra tu ra n Perundang-undangan 

JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA DAERAH 

BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang clan Jasa 

Belanja Bunga 

Belanja Subsidi 

Belanja Hi bah 

Belanja Bantuan Sosial 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Peralatan clan Mesin 

Belanja Modal Gedungdan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, clan Irigasi 

Belanja Modal Aset Te tap Lainnya 

Belanja Modal Aset Lainnya 

BELANJA TIDAK TERDUGA 

Belanja Tidak Terduga 

BELANJA TRANSFER 

Belanja Bagi Hasil 

. Belanja Bantuan Keuangan 

JUMLAH 'BELANJA 

SURPLUS/(DEFISIT) 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIA YAAN 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran T'a h u n 

Sebelumnya 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

Dae rah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Penyertaan Modal Dae rah 

Pemberian Pinjaman Daerah 

PEMBIAYAAN NETO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

URAIAN 
ANGGARAN 

201 

REALISASI 

20K 
(re) 

REALISASI 

BOKO 

PENDAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

CDipisahkan 

Lain-lain PAD yang Sah 

PENDAPATAN TRANSFER 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

Dana Perimbangan 

Dana Insentif Daerah 

Dana Desa 

Insentif Fiskal 

Pendapatan Transfer Antar Daerah 

Pendapatan Bagi Hasil 

Bantuan Keuangan 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA DAERAH 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Bunga 

Belanja Subsidi 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Belanja Modal Aset Lainnya 

BELANJA TIDAK TERDUGA 

Belanja Tidak Terduga 

BELANJA TRANSFER 

Belanja Bagi Hasil 

Belanja Bantuan Keuangan 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/ (DEFISIT) 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

Daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Penyertaan Modal Daerah 

Pemberian Pinjaman Daerah 

PEMBIAYAAN NETO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 
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URA IAN 
SALDO SALDO KENAI KAN/ 

(%) 
20Xl 20Xl (PENURUNAN) 

KEGIATAN OPERASIONAL 

PENDAPATAN-LO 

PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD)-LO 

Pajak Dae rah-LO 

Retribusi Daerah-LO 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Lain-lain PAD yang Sah-LO 

PENDAPATAN TRANSFER-LO 

Pe ndapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 

Penda patan Transfer An tar Dae rah-LO 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- 

LO 

Pe ndapatan Hit:nh-LO 

Dana Darurat-LO 

Lain-lain Pe nda patan sesuai dengan 

JUMLAH PENDAPATAN-LO 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKIDR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 

c) Laporan Operasional 

Sama halnya dengan LRA, LO juga dapat langsung dihasilkan 

dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun 

kode rekening 8 (Pendapatan - LO) dan 9 (Behan). Berikut 

merupakan contoh ilustrasi format LO: 

NO URAIAN 20Xl 20Xl 

1 Saldo Anggaran Lebih Awai 

2 Penggunaan SAL se bagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 

Berjalan 

3 Sub Total 

4 Sisa Le bih/Kurang Pe m biayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) 

5 Sub Total 

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 

7 Lain-lain 

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBm 

PER 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 

~) Menyusun LP SAL 

LP SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan 

tahun- tahun sebelumnya. LP SAL baru dapat disusun setelah 

LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun LP SAL, kita 

memerlukan informasi SiLPA /SIKPA tahun berjalan yang ada di 

LRA. Berikut merupakan contoh ilustrasi format LP SAL 

Pemerintah Daerah. 
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b)Menyusun LP SAL 

LP SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan 

tahun- tahun sebelumnya. LP SAL baru dapat disusun setelah 

LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun LP SAL, kita 

memerlukan informasi SiLPA /SIKPA tahun berjalan yang ada di 

LRA. Berikut merupakan contoh ilustrasi format LP SAL 

Pemerintah Daerah. 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

NG URAIAN 20X1 20xX1 

1 |Saido Anggaran Lebih Awal 

2 (Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 

Berjalan 

Sub Tatal 

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) 

Sub Total 

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 

Lain-dain 

Saldo Anggaran Lebih Akhir Oo
 

4 
D
u
a
 
DD
 

c) Laporan Operasional 

Sama hainya dengan LRA, LO juga dapat langsung dihasilkan 

dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun 

kode rekening 8 (Pendapatan - LO) dan 9 (Beban). Berikut 

merupakan contoh ilustrasi format LO: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

SALDO SALDO KENAIKAN/ 
20x1 20x1 (PENURUNAN) URAIAN (0) 

KEGIATAN OPERASIONAL 

PENDAPATAN-LO 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADJ-LO 

Fajak Daerah-LO 

Retribusi Daerah-LO 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Lain-lain PAD yang Sah-LO 

PENDAPATAN TRANSFER-LO 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- 

LO 

Pendapatan Hibah-LO 

Dana Darurat-LO 

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan 

JUMLAH PENDAPATAN-LO 
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d) Penyusunan Neraca 

Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari 

WORKSHEET konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun 

dengan mengambil data akun-akun kode rekening 1 (Aset), 2 

(Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada proses jurnal eliminasi untuk 

reciprocal RK-SKPD DAN RK-PPKD. 

Sebagai catatan : Dari proses penutupan LO sebelumnya di 

SKPD dan PPKD terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi 

Transaksi Kas dan Akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk 

Ekuitas SAL dan proses offset Ekuitas dari Transaksi Kas. 

Dengan demikian di dalam akun Ekuitas akan terlihat saldo 

Ekuitas SAL dan Ekuitas Akrual murni. 

SALDO SAL DO KENAI KAN/ 
(%) URA IAN 

20Xl 20Xl (PENURUNAN) 

BE BAN 

Beran Pegawai 

Beran Barang clan Jasa 

Beran Sunga 

Beran Subsidi 

Beran Hi rah' 

Beran Bantuan Sosial 

Beran Penyisihan Piutang 

Beran Lain-lain 

Beran Penyusutan Peralatan clan Mesin 

Beran Penyusutan Gedung clan Bangunan 

Beran Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Beran Penyusutan Aset Lainnya 

Beran Amortisasi Ase t Tidak Berwujud 

Beran Bagi Hasil 

Beran Bantuan Keuangan 

JUMLAH BEBAN 

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN 

OPERASIONAL 

KEGIATAN NON OPERASIONAL 

Surplus Penjualan/Pertukaran/PeleplSan Aset 

Non Lancar-LO . 
Surplus Penyelesaian Kewajiban .Jangka 

Surplus Kegiatan Non Operasional-LO 

Defisit Penjualan/Pertukaran/Peleµi.san Aset 

Non Lancar-LO 

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka 

Panjang-LO 

Defisit Kegiatan Non Operasional-LO 

SURPLUS/(DEFISlT) SEBELUM POS LUAR 

POS LUAR BIASA 

Beran Tak Terduga 

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 

SURPLUS/(DEFISIT)-LO 
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SALDO SALDO KENAIKAN/ 

20X1 20X1 (PENURUNAN) URAIAN (oo) 

BEBAN ' 

Beban Pegawai 

Beban Barang dan Jasa 

Beban Bunga 

Beban Subsidi 

Beban Hibah' 

Beban Bantuan Sosial 

Beban Penyisihan Piutang 

Beban Lain-lain 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 

Peban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Beban Penyusutan Aset Lainnya 

Beban Arnortisasi Aset Tidak Berwujud 

Beban Bagi Hasil 

Beban Bantuan Keuangan 

JUMLAH BEBAN 

SURPLUS /(BEFISIT) DARI KEGIATAN 
OPERASIONAL 

KEGIATAN NON OPERASIONAL 

Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset 

.INon Lancar-LO 

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka 

Surplus Kegiatan Non Operasional-LO 

Defisit Penjualan/ Pertukaran / Pelepasan Aset 

Non Lancar-LO 

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka 

Panjang-LO 

Defisit Kegiatan Non Operasional-LO 

SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR 

POS LUAR BIASA 

Beban Tak Terduga 

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 

SURPLUS/(DEFISIT)-LO 

d) Penyusunan Neraca 

| Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari 

WORKSHEET konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun 

dengan mengambil data akun-akun kode rekening 1 (Aset), 2 

(Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada proses jurnal eliminasi untuk 

reciprocal RK-SKPD DAN RK-PPKD. 

Sebagai catatan : Dari proses penutupan LO sebelumnya di 

SKPD dan PPKD terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi 

Transaksi Kas dan Akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk 

Ekuitas SAL dan proses offset Ekuitas dari Transaksi Kas. 

Dengan demikian di dalam akun Ekuitas akan terlihat saldo 

Ekuitas SAL dan Ekuitas Akrual murni.
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20Xl 20Xl 

JUMLAH ASEr TEr AP 

ASEr TErAP 

Tanah 

Peralatan dan Mesin 

Gedung dan Bangunan 

Jalan, Jairngan, dan Irigasi 

Aset Tetap Lainnya 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Akumulasi Penyusutan 

INVEST ASI JANGKA PANJANG 

Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 

Investasi dalam Obligasi 

Investasi dalam Proyek Pernbangun an 

Dana Bergulir 

Deposito Jangka Panjang 

Investasi Non Permanen Lainnya 

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi Jangka Panjang Permanen 

Penyertaan Modal 

Investasi Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah Jnvestasi Jangka Panjang Permanen 

JUMLAH INVEST ASI JANGKA PANJANG 

ASET 

ASEr LANCAR 

Kas di Kas Daerah 

Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di BLUD 

Kas Dana BOS 

Kas Dana Kapitasi pada FKTP 

Kas Lainnya 

Setara Kas 

Investasi Jangka Pendek 

Piutang Pajak Daerah 

Piutang Retribusi Daerah 

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

PiutangTransfer Antar Daerah 

Piutang Lainnya 

Penyisihan Piutang 

Beban Dibayar Dimuka 

Persediaan 

Aset untuk Dikonsolidasikan 

JUMLAH ASEr LANCAR 

URAIAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

NERACA 

PER 31 DESEM BER 20Xl DAN 20XO 

Berikut merupakan contoh ilustrasi format Neraca Pemerintah 

Daerah. 
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Berikut merupakan contoh ilustrasi format Neraca Pemerintah 

Daerah. 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

URAIAN 20X1 20X1 

ASET 

ASET LANCAR 

Kas di Kas Daerah 

Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di BLUD 

Kas Dana BOS 

Kas Dana Kapitasi pada FKTP 

Kas Lainnya 

Setara Kas 

Investasi Jangka Pendek 

Piutang Pajak Daerah 

Piutang Retribusi Daerah 

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 

piutang Transfer Pemerintah Pusat 

Piutang Transfer Antar Daerah 

Piutang Lainnya 

Penyisihan Piutang 

Beban Dibayar Dimuka 

Persediaan 

Aset untuk Dikonsolidasikan 

JUMLAH ASET LANCAR 

INVESTASI JANGKA PANJANG 

Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 

- Investasi dalam Obligasi 

Investasi dalam Proyek Pembangunan 

Dana Bergulir 

Deposito Jangka Panjang 

Investasi Non Permanen Lainnya 

Jumlah Investasi Jangka Parjang Non Permanen 

Investasi Jangka Panjang Permanen 

Penyertaan Modal 

Investasi Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen 

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 

ASET TETAP 

Tanah 

Peralatan dan Mesin 

Gedung dan Bangunan 

Jalan, Jairngan, dan Irigasi 

Aset Tetap Lainnya 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Akumulasi Penyusutan 

JUMLAH ASET TETAP 
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e) Menyusun LPE 

LPE menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. LPE 

disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data 

perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya 

diperoleh dari Surplus/defisit LO. Berikut merupakan contoh 

ilustrasi format LPE Pemerintah Daerah: 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUIT AS 

JUMLAH EKUIT AS 

EKUITAS 

EKUITAS 

Ekuitas 

JUMLAH KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Utang kepada Pemerintah Pusat 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Utang kepada Masyarakat 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga 

Utang Sunga 

Utang Pinjaman Jangka Pendek 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Pendapatan Diterima Dimuka 

Utang Belanja 

RK PPKD 

JUMLAH ASEI' 

PROPER!'! INVEST ASI 

Properti Investasi 

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 

JUMLAH 'PROPER!'! INVEST ASI 

ASEI' LAINNYA 

Tagihan Jangka Panjang 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Aset Tidak Berwujud 

Aset Lain-lain 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

Treasury Deposit Facility (TDF) 

JUMLAH ASEI' LAINNYA 

JUMLAH DANA CADANGAN 

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 

20Xl 20Xl URAIAN 

111 x 111 

URAIAN 20x1 20X1 

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 

JUMLAH DANA CADANGAN 

ASET LAINNYA 

Tagihan Jangka Panjang 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Aset Tidak Berwujud 

Aset Lain-lain 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

Treasury Deposit Facility (TDF) 

JUMLAH ASET LAINNYA 

PROPERTI INVESTASI 

Properti Investasi 

1 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 

JUMLAH PROPERTI INVESTASI 

JUMLAH ASET 

KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga 

Utang Bunga 

Utang Pinjaman Jangka Pendek 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Pendapatan Diterima Dimuka 

Utang Belanja 

RK PPKD 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Utang kepada Pemerintah Pusat 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Utang kepada Masyarakat 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

JUMLAH KEWAJIBAN 

EKUITAS 

EKUITAS 

Ekuitas 

JUMLAH EKUITAS 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

e) Menyusun LPE 

LPE menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. LPE 

disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data 

perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya 

diperoleh dari Surplus/defisit LO. Berikut merupakan contoh 

“ilustrasi format LPE Pemerintah Daerah:
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URA IAN 20Xl 20Xl 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAS! 

ARUS MASUK KAS 

Penerimaan Pajak Daerah 

Penerimaan Retribusi Daerah 

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 

Penerimaan Dana Bagi Hasil 

Penerimaan Dana Alokasi Umum 

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik 

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 

Penerimaan Dana Insentif Daerah 

Penerimaan Dana Desa 

Penerimaan Insentif Fiskal 

Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi 

Penerimaan Bantuan Keuangan 

JUMLAH ARUS MAS UK KAS AIITIVIT AS OPERASI 

ARUS KELUAR KAS 

Pe mbayaran Pegawai 

Pe mbayaran Barang clan Jasa 

Pe mbayara n Bunga 

Pe mbayarari Subsicli 

Pe rnbayaran Belanja Hibah 

Pe mbayaran Belanja Bantuan Sosial 

Pe mbayaran Tak Terduga 

Pe mbayaran Bagi Hasil Pjak ke Kabupate ny Kota 

Pe mbayararr Belanja Bantuan Keuangan Dae rah 

ke pada Desa 

JUMLAH ARUS KELUAR KAS AIITIVIT AS OPERA SI 

ARUS KAS BERSIH DARI AIITIVIT AS OPERASI 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN ARUS KAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 

f) Membuat LAK 

LAK menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang 

terjadi pada Pemerintah Daerah. Semua transaksi arus kas 

masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke 

. dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, 

dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari 

Buku Besar Kas. LAK disusun oleh Bendahara Umum Daerah. 

Berikut merupakan contoh ilustrasi format LAK Pemerintah 

Daerah: 

URAIAN 20Xl 20Xl 

EKUIT AS A WAL 

SURPLUS/ (DEFISIT)-LO 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ 

KESALAHAN MENDASAR : 

Koreksi 

Lain-lain 

EKUIT AS AKHIR 

PEM ERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKlllR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 

112 112 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

URAIAN 20X1 20X1 

EKUITAS AWAL 

SURPLUS/ (DEFISIT)-LO 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ 

KESALAHAN MENDASAR : 

Koreksi 

Lain-lain 

EKUITAS AKHIR 

f) Membuat LAK 

LAK menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang 

terjadi pada Pemerintah Daerah. Semua transaksi arus kas 

masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke 

dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, 

dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari 

Buku Besar Kas. LAK disusun oleh Bendahara Umum Daerah. 

Berikut merupakan contoh ilustrasi format LAK Pemerintah 

Daerah: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN ARUS KAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

URAIAN 20xX1 20xX1 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

ARUS MASUK KAS 

Penerimaan Pajak Daerah 

Penerimaan Retribusi Daerah 

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 

Penerimaan Dana Bagi Hasil 

Penerimaan Dana Alokasi Umum 

Penerimaan Dana Alokasi Khysus - Fisik 

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 

Penerimaan Dana Insentif Daerah 

Penerimaan Dana Desa 

Penerimaan Insentif Fiskal 

Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi 

Penerimaan Bantuan Keuangan 

JUMLAH ARUS MASUK KAS AKTIVITAS OPERASI 

ARUS KELUAR KAS 

Pembayaran Pegawai 

Pembayaran Barang dan Jasa 

Pembayaran Bunga 

Pembayaran Subsidi 

Pembayaran Belanja Hibah 

Pembayaran Belanja Bantuan Sosial 

Pembayaran Tak Terduga 

Pembayaran Bagi Hasil Pjak ke Kabupaten/Kota 

Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah 

kepada Desa 

JUMLAH ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS OPERASI 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 
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URAIAN 20Xl 20Xl 

ARUS KAS DARI AKTMTAS INVESTASI 

ARUS MAS UK KAS 

Pencairan Dana Cadangan 

Penjualan atas Tanah 

Penjualan atas Peralatan dan Me sin 

Penjualan atas Gedung dan Bangunan 

Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Penjualan atas Aset Te tap Lainnya 

Penjualan atas Aset Lainnya 

JUMLAH ARUS MAS UK KAS AKTIVIT AS INVEST ASI 

ARUS KELUAR KAS 

Pembentukan Dana Cadangan 

Perolehan Tanah 

Perolehan Peralatan dan Me sin 

Perolehan Ge dung dan Bangunan 

Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Perolehan Aset Te tap Lainnya 

Perolehan Aset Lainnya 

Penyertaan Modal Pemerintah Dae rah 

JUMLAH ARUS KELUAR DARI AKTIVIT AS INVEST ASI 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI 

ARUS KAS DARI AKTMTAS PENDANAAN 

ARUS MAS UK KAS 

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 

Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 

Penerimaan Utang Obligasi 

Penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang 

Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya 

Penerimaan Kasda dari Kas BLUD 

JUMLAH ARUS MAS UK KAS AKTIVITAS PENDANAAN 

ARUS KELUAR KAS 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 

Pembayaran Pokok Utang Obligasi 

Pemberian Pinjaman Daerah 

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 

Penyetoran Kas BLUD ke Kasda 

JUMLAH ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS PENDANAAN 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVIT AS PENDANAAN 

ARUS KAS DARI AKTMTAS TRANSITORIS 

ARUS MASUK KAS 

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara 

Pengeluaran 

Kiriman Uang Masuk 

Koreksi Saldo Kas 

JUMLAH ARUS MAS UK KAS AKTIVIT AS TRANSITORIS 

113 113 

URAIAN 20xX1 20X1 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 

ARUS MASUK KAS 

Pencairan Dana Cadangan 

Penjualan atas Tanah 

Penjualan atas Peralatan dan Mesin 

Penjualan atas Gedung dan Bangunan 

Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Penjualan atas Aset Tetap Lainnya 

Penjualan atas Aset Lainnya 

JUMLAH ARUS MASUK KAS AKTIVITAS INVESTASI 

ARUS KELUAR KAS 

Pembentukan Dana Cadangan 

Perolehan Tanah 

Perolehan Peralatan dan Mesin 

Perolehan Gedung dan Bangunan 

Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Perolehan Aset Tetap Lainnya 

Perolehan Aset Lainnya 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

JUMLAH ARUS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI 

ARUS KAS PARI AKTIVITAS PENDANAAN 

ARUS MASUK KAS 

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 

Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 

Penerimaan Utang Obligasi 

Penerimaan Kembali/ Pembayaran Piutang 

Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya 

Penerimaan Kasda dari Kas BLUD 

JUMLAH ARUS MASUK KAS AKTIVITAS PENDANAAN 

ARUS KELUAR KAS 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 

Pembayaran Pokok Utang Obligasi 

Pemberian Pinjaman Daerah 

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 

Penyetoran Kas BLUD ke Kasda 

JUMLAH ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS PENDANAAN 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 

ARUS MASUK KAS 

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara 

Pengeluaran 

Kiriman Uang Masuk 

Koreksi Saldo Kas 

JUMLAH ARUS MASUK KAS AKTIVITAS TRANSITORIS 
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g1 Membuat CaLK 

CaLK meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera 

dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Hal-hal yang 

diungkapkan di dalam CaLK antara lain: 

(1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 

(2) Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro; 

(3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target; 

(4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting 

lainnya; 

(5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan; 

(6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar 

muka laporan keuangan; dan 

(7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan. 

URAIAN 20Xl 20Xl 

ARUS MASUK KAS 

Pernbayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara 

Pengeluaran 

Kirirnan Uang Keluar 

Setoran Kelebihan Salur Dana BOS 

JUMLAH ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS TRANSITORIS 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 

KENAIKAN /PENURUNAN KAS 

SALDO AW AL KAS 

KOREKSI SILPA 

SALDO AW AL KAS SETELAH KOREKSI 

SALDO AKIIlR KAS 

114 114 

URAIAN 20X1 20xX1 

ARUS MASUK KAS 

Pembayaran Perhitungan Fibak Ketiga (PFK) 

Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara 

Pengeluaran 

Kiriman Uang Keluar 

Setoran Kelebihan Salur Dana BOS 

JUMLAH ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS TRANSITORIS 

KENAIKAN/ PENURUNAN KAS 

SALDO AWAL KAS 

KOREKSI SILPA 

SALDO AW AL KAS SETELAH KOREKSI 

SALDO AKHIR KAS 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 

g) Membuat CaLK 

CaLK meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera 

dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Hal-hal yang 

diungkapkan di dalam CaLK antara lain: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi: 

Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro, 

Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target, 

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting 

lainnya, 

Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan, 

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar 

muka laporan keuangan, dan 

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan.
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Bab I Pendahuluan 

1.1 Mak.sud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

1.3 Sistematika penulisan ca ta tan atas laporan 

keuangan 

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian 

tars et kineri a APBD 

2.1 Ekonomi Makro I Ekonomi Rezional 

2.2 Kebijakan keuangan 

2.3 Indikator pencapaian target kineria APBD 

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan 

Bab IV Kebijakan akuntansi 

4.1 Entitas pelaporan 

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan 

laporan keuangan 

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan 

laporan keuangan 

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan 

ketentuan yang ada dalam SAP 

4.5 Kebijakan akuntansi tertentu 

BabV Pen· elasan pos-pos laporan keuangan 

5.1 LRA 

5.1.1 Pendapatan- LRA 

5.1.2 Belanja 

5.1.3 Pembiayaan 

5.2 Laporan Perubahan SAL 

5.2.1 Perubahan SAL 

5.3 Neraca · 

5.3.1 Aset 

5.3.2 Kewajiban 

5.3.3 Ekuitas 

5.4 LO 

5.4.1 Pendapatan- LO 

5.4.2 Be ban 

5.4.2 Keziatan Non Operasional 

5.4.4 Pos Luar Biasa 

5.5 Laporan Arns Kas 

5.5.1 Arns Kas dari Aktivitas Operasi 

5.5.2 Arns Kas dari Aktivitas Investasi 

5.5.3 Arns Kas dari Aktivitas Pendanaan 

5.5.4 Arns Kas dari AKtivitas Transitoris 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Berikut merupakan contoh ilustrasi format CaLK Pemerintah 

daerah. 

115 115 

Berikut merupakan contoh ilustrasi format CaLK Pemerintah 

daerah. 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Bab I Pendahuluan 
1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan 

| keuangan 

(Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian 

target kinerja APBD 

2.1 | Ekonomi Makro /Ekonomi Regional 

2.2 | Kebijakan keuangan 

2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD 

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 

3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan | 

3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan 

BabIV | Kebijakan akuntansi 
4.1 | Entitas pelaporan 

42 | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan 

laporan keuangan 

43 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan 

laporan keuangan 

4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan 

ketentuan yang ada dalam SAP 

| 4.5 | Kebijakan akuntansi tertentu 

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

5.1 | LRA 
5.1.1 | Pendapatan-LRA 

5.1.2 | Belanja 

5.1.3 | Pembiayaan 

5.2 | Laporan Perubahan SAL 
5.2.1 | Perubahan SAL 

5.3 | Neraca ' 

5.3.1 | Aset 

5.3.2 | Kewajiban Hi 

5.3.3 | Ekuitas 

— 54 | LO 

5.4.1 | Pendapatan-LO Ni 

5.4.2 | Beban 

5.4.2 | Kegiatan Non Operasional 
5.4.4 | Pos Luar Biasa 

5.5 | Laporan Arus Kas 

5.5.1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi 
5.5.2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

5.5.3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

5.5.4 | Arus Kas dari AKtivitas Transitoris 
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MANSUR HIDAYAT 

BUPATI PEMALANG, 

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 

5.6.1 Ekuitas Awal 

5.6.2 Surplus/Defisit - LO 

5.6.3 Koreksi Kesalahan 

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan 

Bab VII Penutup 
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5.6 | Laporan Perubahan Ekuitas 

5.6.1 Ekuitas Awal 

5.6.2 Surplus/Defisit - LO 

5.6.3 Koreksi Kesalahan 

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan 

Bab VII Penutup 

BUPATI PEMALANG, 
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